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ABSTRAK

Nama : Wilma Ika Dewi
Program Studi  :  Pascasagjana Hmu Hukum
Judw! Tesis :  Redudukan Utang Pajak dalam Kepailitan

Tesis ini membahas mengenai kedudukan prioritas pelunasan utang pajak dari utang
debitor lainnya dalam hal Debitor Pailit. Kedudukan utang pajek menent Undang-
Undang Ketentvan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalab mempunyal hak
mendatiule dalam pelunasannya dibandingkan dengan segala uwtang-utang lainnya.
Penelitian hukam ind dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang
perpajakan, kepailitan, penagihan dan penyitaan pajak, serta terhadap putusan
pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Adanys
norma dalam Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Terakhir Dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tzahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan mengenai hak mendahulu utang pajak dan ketentuan larsngan bagl
K.urator untuk membagi haria wajib pajak (dalam paihit) kepada kreditor lain sebeilum
utang pajak lunas, telah mengeliminir hak-hak yang dimiliki oleh Kreditor lainnya,
termasuk Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan den hak buruh dan hak preferen
lainnya, Kepastian hukum yang dimiliki oleh Kreditor Separatis dan Preferen telah
diterobos oleh adanya hak mendahuls antuk utang pajak dalam hal tegjadi kepailitan.
Baik Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, pekerja dan biaya kepatlitan dan
imbalan jasa Kurator telah dinyatakan puia sebagal hak mendahulu secara tidak jelas
oleh  persturan  perundangan  sektoralnya, yaitu pada Usndaog-Undang
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang
Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Permasalahan kedua,
mengenai  penvelesaian ulang pajak  dalam  kepailiten, dari hasil penelitian
diketemukan permasalaban dalam adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian
utang pajak, dimana hakim mempunyai pendapat berbeda. Untuk memecahkan
perraasaizban  mengenal uwrutan  prioritas Kreditor dalam  kepailitan dan cara
penyelesaian utang pajak adalah dengan mengatur urutan prioritas Kreditor secara
eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan dan melakukan sinkronisasi peraturan di
bidang perpajakan, ketenagakerjaan, hak jaminan dengar Undang-Undang Kepailitan
dan PKPU.

Kata kunci:
Utang pajak, kreditor, kepailitan
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ABSTRACT

Name . Wilma Ika Dewi
Study Program ¢ Postgraduate program majoring Law Study
Title :  The Position of Tax Debis in Bankrupicy

This thesis discusses the position of priority on the satisfaction of the tax debts with
other debt of Debitor in Bankruptey. The position of the tax debt in Act of General
Conditions of Taxation is that the tax debt have the right to priority compared with all
other debis, Legal research is done on the act in the field of taxation, bankruptcy, tax
billing, and the decision of the court, either at the Commerce Court and the Supreme
Court, There is a norm in the Law Number & Year 1983 As Last changed with Law
Number 28 Year 2007 on General Condition on Taxation, right of tax debts to
pricrity and the prohibition for Curator to share property of Debitor to other creditors
before the tax debt in fullfill, has climinate other creditors right, including secured
creditors with rights of collateral, and labor rights and other prefereed rights. Legal
certainty that the other preferred and secured creditors has been ruled out by the
priority rights of tax debt in case of bankruptey. Secured creditor and wage labor and
cost of bankruptey and recompense for Curator has also declared have the priority
right by each their act, which is the Employment Aet and the Banknuptcy Act and
PKPU, Act of Assurance and Indemnity, Second problem, concerning the settiement
of tax debts in bankruptey, the results of research found problems in the legal
uncertainties in the settlement of tax debts, which the judges have a different opinion.
To solve the problems on a priority right of creditors in baskruptey and tax debt
seftlement is to set the priority position of sach crediters explicitly in fhe Bankrupicy
Act and synchronize repulations in the field of taxation, employment, secure rights
with the Bankruptey Act and PKPUL

Key words:
Tax debt, creditor, bankrupioy
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BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalaban

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha, suatu perusahaan’ tidak terlepas
dari kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat utang pintang. Proses penagihan
utang piotang dapat dilakukan melalui berbagai cara yang diantaranya dapat
diawali dengan memberikan somasi dan mengajukan gugatan, dan dapat juga
dengan eksekusi jaminan, baik melalui pengadilan umum atan melalei kepailitan.
Kepailitan scbagai selah satu cara penyelessian utang piuntang dapat dilihat
melalui dua sudut pandang vaitu dari sudut pandang kreditor maupun debitor.

Dilihat dari sudut pandang krediter”, kepailitan terhadap suatn debitor
memupakan saleh safu cora penagibsn utang, sedangkan dari sudut pandang
debitor’, kepaititan dapat menjadi sarana penyelesaian utang dengan permohionan
pailit secara sukarela®,

! Menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nemor 3 Tahun 1982 tentang Waiib Daftar
Perusahaan, Lembatan Negars Republik Indonesia Tabn 1982 Nomeor 7, Pemsshsan adalah setisp
bentuk useha yang menjalankan setiszo fenis usaha yang bersifaf teisp dano terss menerus dan yang
didirikan bekedia serta bedkedudukan dalen wilayah negera Republik Indonesis, wotek fojuan
memperoleh kenntungan dag atau baba,

 Menurat Pasal | Angkas 2 Undang-Undang Nomaor 37 Tabun 2004 tenteng Kepailitan dan
Penundaan Pembayaran Qtang, Lombaran Negnrs Republik Indonesia Tahan 2004 Nomor 131, babwa
vang dimaksud kreditor adalab orang yang mempunysl pivtang Kavena perdanfinn atee undangandang
yang dapat ditagih di rouks pengadilun.

* Menurut Pasal 1 Angks 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tontang Kepailitan dan
Penundaan Pembayaren Ulang Jhid  Debitor adalah vrang yang mempunyal utang karesa pegianjian
atau undang-undang yang pelunagsznnya dapat ditagih 4i mukes penpadilan.

* Likat Pasal ! ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tabun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Pershayaran Ulang, 154 Meaurut Munie Fuady dalam bukunya Hukum Pailit dalam Teort

dor Prakiek, Cina Adiya Bhakti, Bandung, 2005, him. 2.. "Banyak debitor baik yang nekal maupun
jujur yang was-was uniuk dipailitkan, Jadi temynta prission dari huloun kebanglruten dari salah sam

| Universitas indonesia
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Pailit atas debitor dapat diajukan permohonannys ke Pengadilan Niaga
oleh pihak kreditor dengan memenuhi syarat pailit sebagaimana terdapat dalam
Pasal 2 ayat {1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK), yaitu debitor
mempunyal dua atau lebih kreditor dan tidak membayar Junas sedikitnya satu
vtang vang telah jatuh waktu dan dapat ditagih®.

Ketika Debitor dinyatakan pailit, baik atas permohonan kreditor maupun
karena permohonan pailit secara sukarela oleh Debitor, dalam penyelesaiannys
gkan melibatkan banyak pihak, yaitu bursh, kredifor, munculnya kumator dan
hakim pengawag dan jugs negara, dalam hal utang pajak. Pihak kreditor dalam
kepailitan dapal digolongkan meniadl beberapa kelompok, yaitu kreditor
separatis, kveditor preferen yang bukan separatis dan kreditor konkuren®,

Dalam hubungannya dengan piutang kreditor, kedudukan dari masing-
masing kreditor techadap harta debitor secars hukum pada prinsipnya sama,
dengan beberapa pengecualian, Prinsip kesamaan kedudukan kreditor tersebut
tersimpul dalam asas paritas creditorum yang tercermin dalam Pasal 1131 dan
Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa scgala
kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan

untuk segala perikatan perseorangan.

upaya hukum yang bissa sebagai sarana penagihan hitang termyata telah berubah menjadi monsier
yang seolab-olah sizp mengisap darah debitor™,

* Sesusi dengan Pasal 2 Undeng-Undang Nomor 37 Ttahun 2004 tentang Kepailitan dap
Penundaan Pesbayaran Dtwng, maks pihak yaoe dapat mengajukan permnohonan kepailitan adalah
Kreditor, Debitor, Kejaksaan untuk kepentingan vemum, Bank Indonesia dafam hal Deebitorys adalah
Bank, Baden Pengawss Passr Modsl, dalam bal Debitor adaiah Perusshasn Efek, Bursa Rick,
Lembapga Kliring dan Penjarsinagn, Lombega Peayimpmnan dan Penyelesaian, Menteri Kouangen dalam
hat kesditoenyn adaish Perusshasn Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiug, ateu Badan Usala
Mitik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

* Wiy Fuady, Perseroan Terbatas: Paradigma Beru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003, blm, 216,
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Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa
kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang vang
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurnit keseimbangan, yaite menurut besar kecilnya pluteng masing-masing,
kecualt apabila di antara pare berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan,

Berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata bahwa asss keseimbangan dalam
pelunasan pistang kredijor tersebut dikecualikan untuk para kreditor yang
terdapat alasan-alasan vang sah untuk didaholukan. Sesuai ketentuan Pasal 1132
KUH Perdata, bahwa salah satu pengecualian yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan atas asas parifas creditorum adalah terhadap kreditor
separatis’ dan preferen®, yakni kreditor yang mempunyai kedudukan terpisah
dalam boedel pailit.’ Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, pengecualian tersebut
terbit dari hak istimewa (privilege), gadai dam hipotik. Dalam Pasal 1134 KUH
Perdata lebih lanjut dimuat ketentuan bahwa Gadai dan Hipotik mempunyal
kedudukan lebih tinggi untok didabolukan daripads Hak Istimews, kecuali dalam
hai-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.

Dergan demikian maka Kreditor pemepang Hak Jaminan hams
didzhulukan daripada Kreditor pemegang Hak Istimewa. Namun Pasal 1134 KUH
Perdata memberikan peagecualian ustuk Hak Istimewa {(privilege) vang olch
undang-undang harus didahulukan daripada Hak Gadal dan Hipotek termasuk

? Prof. Sumn Remy Sishdeini menggunakan istilah Kreditor Preforen (secured creditors)

untak menyeba? kreditor yang didehulokan dari Kreditor lainnya (Kreditor Konkuren), terdapat dalam
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepatlitan {Memahami Faillissementverordening Juncto Undang.
Undang Nomar 4 Takun 19983, Pusiaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, him. 9. Sedangkan Munir Puady
, Op.cit, mendefinisikan kreditor separstis sebagsi kreditor denpan jaminan hutang, yang dapat
dicksekusi dengan atay tanpa bantwan pengadilan.,

® Munir Fuedy, 1bid, Munir Fuady membedakan kreditor menjadi kreditor separatis, kreditor

preferens bukan separatis dan kreditor kopkuren, Kreditor pemegang tagiban pajak dikategostkan
sebagai Kreditor Preferen.

® Munir Fuady, Op.cit, blm, 224.,
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Hak Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana
Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
(selanjutnya disebut UU KUP) yang menetapkan kedudukan negara sebagai
kreditor preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik
penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya. 10

Ketika hubungan utang Debitor merupakan hubungan utang pajak dengan
negara, maka penyelesaian utang pajak berdasarkan ketentuan dalam KUH
Perdata dan UU KUP bersifat mendahului penyelesaian utang kreditor lainnya.
Maka berdasarkan ketentuan dimaksud, setelah Utang Pajak dilupasi barulah
diselesaikan pembayaran kepada Kreditor lainnya.

Proses kepailitan tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur secara eksplsit mengenai
kedudukan negara sebagai Krediur Preferen. Mahkamah Agung dalam
Yurisprudensi Nomor 018 PK/N/1999 memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut:

“Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan, tidak termasuk dalam kreditor dalam ruang lingkup pailit,
bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan). Berdasar undang-
undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat Pajak melakukan
eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur tangan
kewenangan Pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak
harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak
berada diluar jalur proses pailit, karena punya kedudukan hak istimewa
penyelesaiannya. ™

" Hak mendahulu dalam piutang pajak juga ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pakse, Gunawan Widjaja, Tanggung
Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 110. Lihat juga
R. Santoso Brotodihario, Pengantar limt Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998, him. 198-
201.
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Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata dan Pasal
21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, hak negara atas tagihan ulang pajak merupakan hak Istimews
vang dikecualikan atas dasar undang-undang untuk mendapatkan kedudukan lebih
tinggi daripada hak jaminan, yang tordici dari gadal, hipotik afau fidusia, dan hak
tanggungan.,

Dengan adanya sifat hak istimewa untuk mendahulu untuk pelunasan
utang pajak daripada hak jaminan berarfi telah menghilangkan sifat preferen dari
keeditor pemegang hak jaminan, dimana preferen atau sifat didaholukan
merupakan ciri pokok daci hak jaminan,

Kedudukan preferen hak jaminan menempatkan kreditor pemegang hak
Jeminan tidak terpengaruh oleh kepailitan, yang berarti kreditor tersebut dapat
ruelaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Hanya dari kedua jenis utang kreditor yaitu utang pajak dan utang dengan
hek jaminan saja telah menimbulkan kerancoan dalam ketentuan mana yang
mendahuly. Dalam KUH Perdata jelas mendukung utang pajale, apalagi undang-
undang perpajakan yang semakin rnenegaskan hak mendabulu utang pajak dengan
adanya larangan bagi kurator untuk membagi harta Debitor Pailit kepada kreditor
lain sebelum utang pajakoya hunas, |

Selain berhadapan dengan hak jaminan, dalam kepailitan utang pajak akan
“berebut” pelunasan dengan pemegang hak preferen lainnya, yaitu upah pekerja
atau buruh dan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

Aturar-aturan dalam kepailitan belum jelas mengatur mengenal posisi
utang upah pekeria atau buruh yang perusshaannya dinyatakan pailit. Buruh peda
prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah mercka kerjakan,
Tagihan upsh buruh oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaann dinyatakan  sebagal ulang  yang  lebih  didahulukan
pembayarannya daripada utang-utang lainnya. Namun demikian belumlah jelag
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batas mendahuly, sejauh mana dapat mendahulu dan atas uiang yang mana upah
buruh dapat melaksanakan hak mendahulunya itu. Apakah upah burubh dapat

mendahulu dari utang paiak?

Masing masing jenis utang Debitor Pailit, baik utang pajak, utang hak
Jaminan, upah buruh dan bahkan biaysz kepailitan dan imbalan jasa kurator,
masing-masing mengklaim dirfinya mempunyai bak mendahuls didasarkan pada
ketentvan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu dikaji mengenat
kedudukan masing-masing kreditor ditinjau dari prioritas pembayaran utangnya,
termasuk kedudukan mereka atas utang pajak.

Khusus penyelesaian utang pajak, mekanisme pelunasannya telah distur
dalam undang-undang perpajekan yang mengatur administrasi perpajakan yaitu
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UL KUP). Dalam Pasal 10 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Wajib
Pajak wajib membayar atan menyetor pajak yang terutang di Kas Negasa melaluoi
Kantor Pos, dan atau Bank BUMN dan/atau Bank BUMD atau di tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Kevangan. Dengan demikian maka
ketentuan pelunasan pajak dalam kepailitan discsuaikan dengan adinistrasi

perpajakan,
Permasalahan

Berdasackan uraian latar belakang permasalaban, maka dinumuskan
permasalehan sebagat berikub

& Bagaimana kedudukan prioritas pembayaran utang pajak dalam kepailitan?

b, Bagaimana penyelesaian utang pajak dalam kepailitan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telsh diapaparkan
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan prioritas pembayaran utang pajak

dalam Kepailitan.
b. Untuk mengkaji bagaimana penyelasaian utang pajak dalam Kepailitan.
4. Xegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan prioritas pembayaran utang pajak
dalam kepailitan.

b. Untuk mengetahui bagaimana penyelasaian utang pajak dalam kepailitan.

5. Kerangka Teori

Menurut Dworkin, hukum tidak hanya mengandung ketentuan saja, tetapi
jupa mengandung prinsip dan asas-asas, yang mana di dalam prinsip dan asas
tersebut terkandung suatu hak. Ketika suatu hak tersebut berkonflik dengan
kebijakan publik yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, maka
seharusnya hakim mengutamakan pemenuhan hak daripada kebijakan publik.
Tujuan utama dari hukum kepailitan sebagaimana disarikan oleh Prof Sutan
Remy Sjahdeini dari kutipan Jordan etal dari buku The Early History of
Bancruptcy Law yang ditulis oleh Louis E. Levinthal adalah:

a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor

diantara semua Kreditornya;
b. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
merugikan kepentingan para Kreditor;

c. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para

kreditornya dengan cara memperoleh pembebaan utang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat
prinsip-pinsip dasar dari Kepailitan, yaitu pada Bab XIX Pasal 1131 dan Pasal
1132 yang berisi tentang prinsip-prinsip penyelesaian utang piutang. Pasal 1131

Kedudukan Utang..., Wilma lka Dewi, FH Ul, 2009



KUH Perdata memuat Prinsip Perlama, yang menyvebutkan bhahwa semua
kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak
bergerak, dan yang swdah ada atav yang baru akan ada di kemudian hari terikat
pada penyelesaian kewajiban debitor.

Sedangkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata memuat Prinsip Kedua yaitu
bahhwa kekayaan yang tersebut dalam Pasal 1131 KUH Perdata merupakan
iaminan bersama para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional
{seimbang) antars mercka, kecuzli jika diantara para kseditor ifu ada yang
menuryl Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran
tagihan. Dalam sistem hukum Indonesia, kedua hal tersebut mencerminkan asas

paritas crediforum,

Sualy permohonan pemyatasn pailit hanis memenuhi syarat-svarat
fertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sesuai dengan
Pasal 2 ayat {1} UUK vang terdapat dalam Bab 11 Bagian Kesatu tentang Syarat
dan Putusan Pailit, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak
membeyar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan Potusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri
maupun atas prmochonan satu atay lebih kreditorya.

Terkait dengan syarat dalam UUK yang memungkinkan seorang Debitor
dinyatskan pailit apabila Debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) Kreditor dikenal
dengan Concursys Creditorum''. Dalam Kepailitan, pihak Kreditor terdiri dari
beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis
2. Kreditor Preferen yang bukan Separatis

3, WKreditor Konkuren

"' Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, him_ 63-64
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Oleh Prof. Sutan Remy Sjahdeini, Kreditor dibedakan menjadi Kreditor
Preferen, Kreditor Konkuren dan Kreditor dengan Hak Istimewa. Kreditor
Prefecen atau secured creditors adalah kreditor tertentu yang cleh Undang-undang
diber] kedudukan hukum lebih tinggi dan didahuiukan daripada Kreditor lainnya.

Menurat Pasal 1133 KUH Perdata, seorang Kreditor dapat diberikan
keduvdukan untek didahulukan terhadap para kreditor lain apabila tagihan kreditor
yang bersangkutan merupakan:

1. Tagihan yang berupa Hak Istimewa
2. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai
3. Tagihan yang dijamin dengan Hipotek

Hak Istimewz ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan
kepada seorang kreditor sehingga tingkarannya lebih tinggi daripada kreditor
lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya'™.

Gadai dan Hipotek adalah Iebih tinggi daripada hak istimewsa, kecuali
dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak Istimewa

yang oleh Undang-Undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan vang
dijamninkan dengan Hak Jaminan antara lain adalah’:

1. Hak Istimewa vang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat {0 KUH Perdata,

Z. Hak Istimewa yang dimaksudkao dalam ayst (3) Pasal 21 Undang-Undang
Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajokan
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994,

3. Hak Istimewa yang dimeaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1} KUH Peordata
yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman
untuk melelang suata benda bergerak atau benda tidak bergerak.

2 . Subekti dan R. Tiitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradaya Paramita,
Jakarts, 2005

" thid
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4. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata
yaitu biaya perkara vang semata-mata disebabkan karena pelclangan dan

penyelesaian suaty warisan,

5. Imbalan kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUK dan Pasal 67 D
jo. Pasal 69 UUK.

Sehubungan dengan Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137

KUH Perdata, untuk jelasnya di bawah ini dikutip bunyi Pasal 1137 KUH Perdata
sebagati berikut:

“Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan badan public lainnya

yang dibemuk oleh Pemerintah, harus didehulukan  dalom

melaksanakan hak rersebut, dan jangka waktfu berlafumya hak tersebut

diatur dolam berbagal undomg-undang khusu mengenai hal-hal itu.

Hak-hak yang sama dari prsatuan-persatuan {gemeenschappen) aiau

perkumpulan-perkumpulan (zedelifke ligchamen) yang berhak atau

baru kemudian akan mendapat hak uniuk memungut bea, diatur dalam
peraturan-peratyran yang sudah ada akan diadakan tentang hal it

Denpan dernikian tagihan patak, bea dan biaya Kantor Lelang merupakan
Hak Istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dilamin
dengan hak jaminan dalam harta kekayaan Debitor Pailit dilikuidasi'. Apabila
sustu hak Istimewa ditentukan harus dilonasi terlebih dahulu darpads pera
kreditor lainnya termasuk pars kreditor pemegang hak jaminan, maks urutan para
kreditor adalah sebagai berilant™ :

1. Kmeditor yang memiliki Hak Jstimewa
2. Kreditor vang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan
3. Kreditor Konkuren

Jika kita perhatikan ketentvan yang diatir dalam Bab XIX Bula I KUH
Perdata tentang plutang-piutang yang diistimewakan, maka dapat kita temukan

* Sntan Remy Siahdeint, Op.oif
* Sutan Remy Sizhdeini, Bid hlm.1)
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adanya beberaps hak mendshulu lainnys, selain hak mendahuly berups hak
separatis atau hak jaminan, yaity yang diatur dalam ketentuan perpajakan’®,

. Ketentuan berkaitan dengan hak mendahulu tersebut diatur dalam Pasal 21
ayat {1} beserta peniclaannya dalam Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menetapkan kedudukan
niegarg sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahuotu atas
barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau
melunasi utang pajaknya'’. Hak mendahulu dalam pelunasan utang pajak juga
ditegaskan dalam Pagal 1% Undang-undang Nomor 19 Tahun 1597 ientang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam proses kepailitan, upaya yang dapat ditemnpuh agar debitor dapat
terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitor
telah atau akan berada dalam keadaan insolven adalah perdamaian Deb%tér
dengan para Kreditornya setelzh Debitor dinyatekaa pailit oleh Pengadilan.
Upaya yang lebih dini yang dapat mencegah Debitor terkena likuidasi adalab
dengan melalui mekanisme Penundasn Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
atau Swrseance van Betalling atau Suspension of Payment.

Sesual dengan Pasal 222 dao Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, permohonan PKPU
dapat diajukan oleh Debitor, Kreditor dan semua pihak yang dapat mengajukan
permohonan peroyataan pailit,

Menurut Kartini Muljad), sesungguhnya PKPU ini merupakan pemberian

kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya,
yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada keeditor

' Gunawan Widjaja,fbid, Wm. 109-110

¥ Gunawan Widjafe, 20id lihat jupa R.Santosa Brotodibarjo, Pengantar fipm Hukum Pajak,

Refika Aditama, Bandong, 1998, bim. 198201,
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konkuren'®. Namun PKPU tidak hanya berlaku bagi Kreditor konkuren, tetapi

juga berlaku bagi kreditor yang memegang Hak Agunan dan Hak Istimewa'.

Dalam FPKPU, Debitor masih dapat melakukan pengurusan  dan
pernindahan Hak atas hartanya selama hal tersebut dilaksanakan sesual dengan
ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan. '

. Metode Penelitian

6.1 Bentuk dan Sifat Penelitian

Dari sudut tujuan penelitian hukum terdid dari penclitian hukum
normatif dan sosiologis atau empiris. Untuk menjawab permasalahan,
penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian
hukurm normatif mencakup penelitian terhadap ketentuan hukum dan asas-
asas hukum, sistematika hukum, dan sinkonisast hukum.

Dazlam penelitian ini, penslitian hukum normatif dilakukan terhadap
ketentuan-kefentuan yang mengalr mengenai kedudukan utang pajak dan
implikasi dari keberadaan kreditor lainnya terhadap utang pajak.

6.2 Pengumpnlan Data

Oleh karena metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian hukum noematif, maka data yang diguaekan adalah datg
sekurnder vang didapatkan melalui penelitian kepustakaan.

Adapun baban hukum yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan
ini adalah sebagai berikut:
a. Baban Hukam Primer

Penelusuran terhadap bahan hokem primer yaitu bahan-bahan hukum
yang mengikat meliputi penelusuran terhadap peraturan perondangan

18 Kartini Muljadi, Op.cif

® thid
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dan yurisprudensi yang berkaitan dengan utang pajak dalam kepatlitan,
serta putusan pengadilan niaga dan atau mahkamah agung yang terkait

dengan permasalahan peiunasan utang pajak.
Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperlukan untuk memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini berupa
berbagai literatur (karya tHmish), Jumal Imiah dan makelah dalam
seminar serta lteratur laianya yang berkaitan dengan kedudukan
kreditor dalam kepailitar, khususnya utang pajak.

Baliam Hukun Tersier

Bahan hukum tersier diperlukan untuk memberikan petunjuk atau
penielasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam
penelitian ini berupa kamus baik kamus ymum maupon kamug hokum,
ensildopedia dan kamus lhain yang relevan dengan permasalaban
penelitian,

6.3 Pengolahan Data

Data yang telzh dikumpulkan kemudian diolah dengan cara sebagai

berikut:

a‘

Pemenksaan data secara teliti untuk menemukan keabsahan data dan

menghindari kesalahan data

Klasifikasi data untui menghindari kesalahan pengelompokan data
Pengorganisasian data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian diurutkan dan disesvatkan

dengan sistematika bahasan.
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6.4 Analisis Data

Data yang telah diclah kemudian dianalisis dengan metode deskriptif
kualitatif. Dengan pendekatan ini, akan dideskripsikan dan dianalisis secara
kualitatif tentang kedudukan utang pajek dalam kepailitan dan penyelesatan
utang pajak dalam kepailitan.

Sisternatika Laporan Penclitian

Bab 1 adalah bab pendahuluan yang ferdiri dari uraian mengenai Iatar
belskang permasalahan, rumusan permasalghan, twjuan pepelitian, kegunsan
penelitian, kerangka teori, dan metode penclitian.

Dalam bab I diursikan mengenal jenis kreditor dalam Kkepailitan,
Selanjutnya dipaparkan mengenal kedudukan masing-masing kreditor tersebut
datarn kepailitan. Schingea kemudian dapat dipaparkan mengenai prioritas
pembayaran utang dalam kepailitan dan pengaruhnya terhadap keududkan utang
pajak. '

Selanjutnya dalam bab TII berisi uraian mengenai penyelesaian utang
pajak debitor pailit dalam kepailitan, yang diawali dengan pemaparan mengenai
gistem pemungutan pajak dan timbulnya utang pajak Debitor. Selanjutnya
dipaparkan mengenai penyelesaian utang pajak dan penagihan pajak menurut
ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam Bab II1 ini puls akan dlanalisis
mengenai penyelesaian utang pajak tersebut dalam kepailitan,

Dalam bab IV akan diromuskan kesimpulan yang merupakan jawaban afas

permasalaban dalam penelitian.
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BAB 11
PRIORITAS PEMBAYARAN UTANG DALAM KEPAILITAN

1. Pengertian Kreditor dan Utang dalam Kepailitan

Salah satu sumber pembiayaan suatu perusahaan adalah utang (Joar) yang
dapat diperoleh darf bank, lembaga pembiayazan, passr modal dan somber
pembiayaan lsinnya. Sumber-sumber pembiayasn yang memberiken uvtang
kepada suatu perusabaan disebut Kreditor dari perusahaan tersebul. Semakin
pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan menimbulkan semakin
banyakiya permasalahan utang piutang dalam masyarakat’.

Dalam kehidupan bisnis atau uwsaha, utang merupaken suatu hal yang
lazim, dimana dalam memberikan kredit atau fasilitas pembiayaan perems-tama
Kreditor harus mendapatkan keyakinan bahwa kegtatan usaha calon debitor dapat
menghasilkan pendapatan yang dapat melunasi utang pokok maupun bunganya.
Hal yang kedus, Kreditor harus mendapatkan kepastian behwa hasil penjualan
agunan ataw hasil likvidasi atas harta kekayaan (asseis) perusahaan melalui
putusan patlit pengadilan niaga dapat diandalkan sebagal sumber pelunasan

alternatif,

Kepailitan menurut Pasal 1 Angks 1 UndangUndang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundsan Kewajiban Pembayaran Utang (yang
selanjutnya disebut sebagai UUK PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan
Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di

' Pecturnbuhan perekonomian dan perdagangan menimbulken makin banysk permasalahan
uiang piutang dalam masysrakat meropakan salsh satu dasar periimbangan dlundengkennya Undang-
Undang Nomor 37 Tabun 2004 teatang Kepailitan dan Pesundean Kewsjiban Pembeyaran Hang,
Pertimbangan lsinowve sdoloh dampsk yang ddsk menpuntungien dari krisis moneter 41 Indonesia
sehingps menimbulkan kesulitan besar terhadap dunis ugaha dalam meenyelessikan wiang piotang
untuk meneruskan keglatarnya, Bhat dalam Baglan Menimbang Undang-Undang Nemor 37 Tabun
2004 tentang Kegailiton dan Penundaan Kewsjiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,

15 Universitas indonesia
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bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang
ini>. Kepailitan inf kemudian seringkali dipergunakan oleh Kreditor sebagai
sarana penagihan piutangnya kepada pihak Debitor.

Dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau bankrupt adalsh “the state or
condition of a person (individual, partnership, corperation, municipality) who is
wnable to pay it's debt oy they are, or become due”. The term includes a person
againgt whom an an involuntary petition has been filed, or who has filed a
veluntary petition, or who has been adiudged a éaﬂkn@r? ;

Dari pengertian tersebut, pailit dihubungkan dengan “ketidakwampuan
untuk membayar” dari seomng (debitur) atas utang-utangnya vang telah latuh
tenpo. Ketidakmampuan tersebut harus disertal dengan suatu tindakan nyata
untuk mengajukan batk yaog dilakukan secara sukarela oleb debitur sendiri
maupun atag permintaan pihsk ketige {di luar debitur), suatu permobonan
pernyataan pailit ke pengadifan®,

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, syarat dinyatakan pailit dengan
putusan pengadilan adalah mempunyai dun ciow lebih Freditor dan tidok
membayar lunas sedikitnya sotu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUK PKPU, permohonan pailit dapat digjukan
oleh pihak-pihak sebagai berikut:

a. Debitor;
b. Kreditor, baik satu kreditor maupun lebih;
¢. Kejaksaan, untuk kepentingan urmum;

d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya adalah bank;

? Pusal 1 Angla | UUK PKPU, Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor
131,

* Black's Law Dicitonary

* Ahmed Yani dan Guaawan Widjaja, Kepailitan, Raja Grafindo Persads, Jakarta, 2004,
him.11
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¢. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debiter adalah Perusahaan Efek,
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan

Fenyelesaian;

f. Menteri Keuvangan, dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Reasuransi, Dara Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak di bidang kepentingan publik.

Dengan sederhananya sysrat pengajuan permoboran kepailitan maka
kreditor sebagai pihak yang berpiutang dapat mengajukan permohonan
pernyataan pailit atas debitor yanyg ttdak membayar lunas utang yang sudah jatuh
tempo. Siapa sajakah yang dimaksud dengan kreditor pemohon pemyataan pailit
tersebut?

Palam bukunya Hukum Kepailitan, Sutan Remy Siahdeini menyatakan
bahwa apabila sesorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak
lain {orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman jm
disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor’,

Jerry Hoff dalam bukunya Mdonesian Bankruprey Law menyatakan
bahwa hukum kepailitan tidak dapat membatasi kreditor untuk mengajukan
permohonan pailit, vang mana definisi kreditor berdasarkan KUH Perdata adalah
vang berhak terhadap pelaksanaan kewajiban ofeh debitor®.

Kreditor dalam kepailitan sesuai Pasal 1 Angka 2 UUK PKPU adalah
orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat
ditagih di muka pengadilan.

# Sutan Rewmy Sjabdeini, Hukum Kepaifitan (Memahami Undang-Undang No 37 Tebun 2004

teninng Keopailitan, Pustaka Utama Grafit, 2009, bl 2

* Jerry Hoff Indonesian Bankeruptey Law, PT. Teta Nusa, Jakarta, 1998, him. 26, “Who is

creditor? Az uoted above, a creditor under the Civil Code as entitled 16 the performance of an
obligation by the debtor. The bankeruptey Law does not in any way restrict the power of a creditor to
petition for the bankcruptcy of his deblor.
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Dengan memperhatikan pengerlian ssbagaimana dimaksud dalam Pasal |
Angka 2 UUK PKPU tersebut, dapat dijabarkan unsur-unsur kreditor sebagai
berikut:
4. orang;
b. yang mempunyai piutang;
piuiang yang dapat ditagih di muka pengadilan;
plutang timbul dari perjanjian; atau

e o

¢ piutang timbul dari undang-andang,

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang mengalur mengenai syarat patlit telah
menjelaskan bahwa yang dimaksud "dengan “kreditor” adalah baik Kreditor
Konkuren, Kreditor Separatis, maupun Kreditor Preferen’. Menurut Sutan Remy
Siahdeini dengan adanyz Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU terscbut, maka
vang dimaksudkan dengan kreditor sebagai pemchon pernyataan pailit adalah
sembarang kreditor®.

Jika dilihat lagi pada pengeriian kreditor dalam Pasal 1 Angka 2 UUK

PKPUJ sebagaimanz unsur-unsiusniya telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa

suatn pistang vang diakui dalam kepailitan adalali piutang yang timbul dari

perjaniian dan undang-undang. Pengertian pintang dalam pengertian kreditor

tersebut sinkron dengan pengertian utang dalam Pasal 1 angka 6 UUK PKPU
sebagai berikut;

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan

dalam juprlah uang baik dalam mata wang Fndonesia moeupun maia

uang asing, baik secara langsung maupun yang akan fimbul i

kemudian hari atou kontinjen, yang timbul karena perjarjion atau

wndung~-undang dan yang wajib dipenuli oleh Debitor dan bila tidak

dipenhi memberi huk kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhantye
dari harta kekayaan Debitor”.

? Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2004 Nomor 4443

€ Sutan Remy Sjahdeind, Op.eit, Blm. 55
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Pengertian utang merupakan unsur penting karena merupakan salah satu
syarat pernyatasn pailit yang harus dibukiikan secara sederhana dalam sidang
pemeriksaan vang diselenggarakan paling lambat 20 {dua puluh) hari setelah
tanggal permohonan didafiarkan.’

Faillissementverordening tidak mengatur pengertian utang, demikian pula
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, walaupun demikian Pengadilan
telah melakukan penafsiran apa yang dimaksud utang, sebagaimeana diongkapkan
oleh Siti Anisah'®.

Dari hasil studi terhadap putusan pengadilan, Siti Anissh menguraikan
beberapa pengertian utang vang diambil. dari beberapa Putusan Pengadilan
sebagai berikut:

a. utang muncul dari pinjam meminjam vang;
b. utang murncul dari peminiaman berang dagangan;

¢. utang muncuol dari perjanjian sewa menyewa'’,

Sutan Remy Siahdeini juga menyatakan babwa ketiedaan pengertian
mengenai apa yang dimaksudkan utang dalam UU No.4 Tahun 1998 telah
mengakibatkan hal-hal sebagai berilut:

a. Menimbulkan ketidakpastian bukum, karens menitabulkan selisih pendapat
mengenal hal-hal sebagai berikut

a). Apakah “setiap Kewajtban seseorang stau badan hukum untuk membayar
sejumish uang sekalipim kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian

® Berdasarkan Pasal 6 ayat (6) UUK PKPU. Berdasarkan Pasal 6 ayat (7) UUK PEPU, bahwa

sidang pemerikswan dapat ditunda ates permintasn Debiler dan berdasarkan slesun yang eukup.
Menuwrut Penjelasan Pasal 6 ayat (7} UUK PEPU bahwa vang dimeksud “slasen yasg culup” anfera
kuin ndanya surat ketorangan sakit dard dokter, N RI Tahun 2804 Nomor 131 dan TLN RI Nomor
4443,

¥ Sin Anisah, Perfindungon Kepertingan Kraditor dan Debitor daiam Rukwum Kepailitan di

Indonesia (Studi Futusan-Poiusan Penpaditar), Cetekan Kedus, Total Medin, 2008, him, 44-51.

" Siti Aniseh, 7hid
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utang pintang/pinjam meminjam uvang dapat diklasifikasikan sebagai
utang menurut Undang-Undang Kepailitan?

b). Apakah kewajtban untuk melakukan sesuatu sekalipun fidak merupakan
kewsjiban untuk membayar sejumlah uvang, tetapi tidak dipenuhinys
kewajiben itu dapat menimbulkan kerugian vang bagi pibak yang kepada
siapa kewaliban it barus dipsnubi, dapat pula diklasifikasikan sebagai
utang menurut Undang-LUndang Kepailitan?

b. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik, telah memberikan peluang
praktek korupsi dan kolust oleh hakim dan pengacara'”,

Sutan Remy juga berpendapat bahwa pada masa behun ada pengertian
utang yang jelas, berbagai putusan pengadilan telah berbeda-beda di dalam
membenkan pengertian mengenai maksud utang dalam UU No.4 Tahun 1998
tersebut, Selanjutnya, ada putusan yang mengartikan utang dalam arti semipit
yaitu utang yang tmbul deri perjanjian kredit ssja, namun ada pula vang
memberikan pengerfian utang dalam arti lnssg yaifn semug kewajiban debitor
yang harus dipenuhi terhadap kraditornya®™,

Menurut Jerry Hoff yang termasuk dalam utang meliputi pula kewajiban
Debitor dalam kontrak, secara lengkapnya sebagai berikut:

“The legal term "debis® in drticle 1 section I and Article 212 refers to
the law of obligations of the Civil Code. Obligations or debts can arise
efther out of contract or cut of iaw. There are obligations 1o do ar not to
do something. The creditors is entitled fo the performance of the
obligation by the debtor. The debtor is obliged to perform™.”

% Sutan Remy Siahdeini, Op.cit, him 73
¥ Sutan Remy Siahdeint, 55id Bim.73

 Serry Hoff, Op.oir, him. 16
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Selanjutnya Jerry Hoff juga menyatakan ketidaksetujuannya atas Putusan
Mahkamah Agung yang mengartikan aiang secara semipit yaitu hanya pada
hubungan pinjam meminjam vang. Menurut Jerry Hoff, jika utang hanya diariikan
foan apa artinya ada klaim, dimana klaim ini Gidak terbatas pada klaim yang

mamncul dart fogn,

“The opposite of debt is claim. If debts in Article 1 section 1 are only
loan, whar will the meaning be of claims in the Chapter on ithe
verification of claims (drticle 104-133)7 These claims are certainly not
limited to claims out of loans'*, "

Dengan demikian maka utang dalam UUK PKPU merupakan utang dalam
pengertian luss yang tidek hanya terbatas pada hubungan pinjam meminjam uang
saja tetapi sampai pada kewsifban Debitor dalam kontrak. Selain kewsdjiban
dalam kontrak, utang juga termasuk kewajiban Debitor yang timbul dari Undang-
Undang.

Adanya utang yang jatuh tempe dan dapat ditagih merupakan salah satu

- syarat Debitor dapat dinyatakan pailit schagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)

UK PEKPU. Apsbila selurub syarat pernyatean pailit delam Pasal 2 ayst (1)
UUK PKPU telah terpenuhi dan terbukti secara sederhana, maka permohonan
pailit harus dikabulkan dengan Putusan Pengadilan'® yang dapat dilaksanakan
terlebih  dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut disjukan suatu upaya
hukum'?.

131

131

¥ Jerry Hoff, fbid, him.17
' Pasal B ayat (4) UUK PKPL, Lombaran Negara Republik Tadonesta Tahun 2004 Nomor

7 pasal 8 ayat {73 UUK PKFL, Lembaran Megara Republik Indogesia Tabun 2004 Nomor
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2. Prinsip Hukum Penyeclesaian Utang dalam Kepailitan

Dengan pailiinyz Debitor atau telah berkedudukan sebagal Debitor
Pailit™®, muncul akibat yuridis schagai berikut:

Boleh dilakukan kompensasi;

Kontrak imbal balik boleh dilaniutkan;

Berlaku penangguhan eksekusi jaminan utang;
Berlaku Actio Pauliana;

Berlaku sitzan umum atas seluruh harta Debitor;

a e g ow

Pailit termasuk terhadap suami/istri;

Debitor kehilangan hak mengurus®;

Perikatan setelah Debitor Pailit tidak dapat dibayar;

Cupatan hukum hares dilakvken olehftechadap Kurator,

Perkara Pengadilan ditangguitican atsu diambil alih oleh Kurator;

k. Kurator vang mempunyal kewenangan untuk penguorusan  danfatan

g oo

oy
*

s w
+

pemberesan atas harta pailig
I, Karyawan dapat diputusken hubungan kerja; dan sebagainya.

Adapun gambaran secara singkat proses dalam kepailitan adalah sebagai
berikut:

a. Putusan pailit (tingkat pertama), mulai berlalu penangguhan cksekusi hak

jaminan (stap).

* Menwrut Pasal 1 ULTK PKPU bahwa yang dimaksud dengan Debitor Pailit adalah debitor
varg sudah dinyatakan pailit denpan putusan Pengudilan,

# Kepailitan mengakibatken debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segale “hok perdata”
untuk menguasai dan mongurus harts kekaysan yang sudeh dimasuicdan dalam harta pailit. Kehilangan
hak mengurus tersebut merupekan pembertskuan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan
bahwz Debitor demi hukum kehilangan haknya uotuk mengnasai dan mengurus kekaysannya yang
termasuk dalam harta pailit ,sefak putusan pernystaan pailit divcapkan.
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&

Putusan pailit berkekuatan tetap {inkrachi}.

Mulai dilakukan tindakan verifikesi atau pencocokan piutang
Dicapai komposisi (akkoord, perdamaian }

Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian)

oo o

Atau dinyatakan insolvensi (debitur dalam keadaan tidak mampu membayar
hutang).

g. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar pivtang dan pembagian)
h. Kepailitan berakhir

i Dilakukan rehabilitasi.

Dengan Pailitnya Debitor atay Debitor telah diputus pailit oleh
Pengadilan, selanjutnya askan dilskukan penyelesaian utang Debitor atau piutang
kreditor, vang pada pringipnya scmma kreditor mempunyai hak yang sama
terhadap harta debitor.

Kesamaan hak dalam pelunasan utang oleh debitor sesuai Pasal 1131

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanfutnys disingkat KUH Perdata)
yang berisi jaminan umum atas pelunasan uiang sebagai berikat:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang iok

bergerak, haik yang swdah ada maupun yong baru akon ada di

kemudian hari, menfoadi  tanggungan untuk  segala  perikatan
perseorangan’,

Pasal 1131 KUH Perdata terscbut menentukan, harta kekayaan debitor
bukan hanya unfuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang
diperoleh dari perjanjjan utang-piutang di antara mereka, tetapi untuk menjarmin
semua kewajiban yang Simbul dari perikatan debitor®.

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdsta jaminan baria kekayasn debitor
adalah untuk seluruh kewajiban yang muncul dari perikatan. Perikatan menurut
Pasal 1233 KUH Perdata dapat timbul atau lahir karenz adanya penjanjian di
antarg debitor dan kreditor maupun timbul atan lahir karena ketentuan undang-

* Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, him. 4
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undang. Wujud perikatan dinyatakan dalam Pasal 1234 KUH Perdata adalah
“untuk memberikan gesuaty”, “antuk berbuat sesuaty” atau “untuk tidak berbuat
sesuaty” yang dischut sebagal “prestasi”. Jaminan yang diberikan Pasal 113]
KUH Perdata tersebut merupakan jaminan umum yang timbul karsna undang-
undang sehingga tidak perdu diperanjikan sebelumnya dengan perjsnjian
Jaminan,

Menurot  JSatrio, dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dapat
disimpulkan asas-asas hubungan cksternal kreditor sebagai berikut™:

g. Secorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta
kekayaan debitor;

b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan krediior;

¢. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak
dengan “person debitor”.

Asas dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut menjamin apabila Debitor —
ternyats karena suatn alasan tertenta pade waktunya tidak melunasi ulangnys,
maka harta kekavaan Debitor baik yvang bergerak maupun vang tidak bergersk,
baik vang telah ada maupun vang skan ada di kemudian bari, meniadi agunan

utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan dari utang Hu™.

Diengan adanys kepailitan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnys akan
tinbul akibat hukum dimana salah satunye adalsh adanya sitaan vmum atas
selurvh harta Debitor Pailit yang kemudian akan dipergunakan untuk melunasi
utang dan kewsjiban Debitor Patlit,

Banyaknya kreditor yang ingin mendapatkan pelunasan piutang dari harta
debitor yang dapat saja terbatas, maka muncul permasalahan utama yaitu

2 Rachmadi Usman, Dimensi Hukim RKepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaks Utama,
Fokarts, 2004, him.

* Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Repailitan (Memahemi Fallissementsverardening Juswty
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998}, Pustaka Thama Gefiti, Yakaria, 2002
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menentukan pihak kreditor atau kewajiban debitor pailit yang harus dilunasi
terlebih dahuha.

Upaya penyelesaian pelunasan utang Debitor Pailit kepada kreditor
berpedoman  pada prinsip-prinsip hukum  kepailitan. Suatu prinsip hokoem
merupakan ratio legis dari norrea hukum. dan merupakan jantungnya peraturan
hukum, serta menjadi landasan yang paling luas bagi Ishimya sustu peraturan
hukum, vang berarti bahws peraturan-peraturan hukum itu pada akhimya bima
dikembalikan kepada asas-asas tersebut™.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dalam hukum kepailitan
mengenai pelunasan ntang kepada kreditor, Perfama, prinsip Poritos Creditorum.
yang menentukan bahwa pama kreditor mempunyal hak yang sama terhadap
sorrug harta benda debitor, yang artinya semua kekayaan debitor baik yang
dimiliki sckarang atau belum terikat pada penyelesaian kewajiban debitor. Prinsip
FParitas Creditorwm mepurut M. Hadi Shubban, prinsip ini menimbulkan
ketidakadilan vaitu bahwa para kreditor berkedudukan sama antara satu dengan
yang lainnya, sehingge prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip lainnya
vaitu pari passy prorata parte dan siructyred creditors™.

Kedua, yait prinsip Pari Passu Prorata Parte yang artinya bahwa harta
kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasiluya
harug dibagikan secara proporsional antara mereka kecuali jika antara kreditor ada
yang menurot undang-undang harus didabulukan dalam menerima pembayaran
tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi
utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai
dengan proporsinya (ponds-ponds gewijs) dan bukan dengan cara sama rata® .

** Satjipto Rahardio, fmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, him. 85

“ M. Hadi Shubhan, Huekum Kepailitan {(Prinsip, Norma dan Prakiik di Peradilan}, Kencana,
Yakarta, 2008, hlm. 29

¥ 8. Hadi Shubhan, Hid him.30
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Ketiga, prinsip ketiga vang harus digandeng adalah prinsip Structured
Creditors. Penggunaan prinsip ini dikarenskan masih adanya kelemahan atas
penerapan prinsip paritas creditorum dan pari passu prorata porte dalam konteks
kepailitan yaitu jika antara kreditor tidak sama kedudukannya karena ads
schagian kreditor yang memegang jaminan kebeodaan danfavau kreditor yang
memiliki hak preferensi yang telah diberikan undang-undang®. Prinsip Structured
Creditors telsh mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam
kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dengan berbagal macam
kreditor dalam kepailitan, maka perlu diketahoi bagaimana pengelompokan jenis
kreditor yang ada dalam kepailitan.

Jeniz Kreditor dalam Kepailitan

Berdasarkan prinsip structured creditors sebagaimana telah dipaparkan’

sebelumnya, kreditor diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya
masing-masing yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

Jerry Hoff membagi kreditor menjadi Secuwred Creditor, Preferred

Creditors, dan Unsecured Creditor.

Yang dimaksud dengan Secured Creditor menurut Jerry Hoff adalah
sebagai berikut:

“Secured Creditor, Right of secured creditors, security interests are i
rem right that vesi in the creditor by agreement and subseguent
performance of certain jormalities. 4 creditor whose interests are
secured by an in rem right is usually entitled to cause the foreclonsure
of the collateral, withowt a judgement, to satisfy his claim from the
proceeds with priorify over the other creditors. The vight to foreclose
without a judgemeni is called the right of immediate enforcement™ ",

B M. Hadi Shubhan, fbid blm.31

2 Jorry Hoff, Op.cit, him. 96
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Sedangkan Preferred Credifors adalah sebagai berikut:

“Preferved creditors, wnlike secured creditors, wha have g preference
issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assels
of the debtor are rnot sufficient to pay of il the creditors (there is a
concursus creditorum). Preferred creditor are required to present their
claims to the receiver for verification and are thereby charged a pro
rat parte share of costs of the bankruptcy. There are severdal catagories
of preferred credifors:

1. creditors whe have statutory priority;
2. creditors wha have non statutary priority;
3. estare creditors™®”,

Jenis kreditor ketiga vaitu unsecured creditors, sebagai berikul:

“Unsecared creditors, they are do not have priorily and will therefore
be paid if any proceeds of the bankruptey estate remain, after oll the
other creditors hove received payment. Unsecured creditors arg
required to present their claims jor verification to lheir recefver and
they ave charged a pro rata parie share of costs of the banb‘tq:qufg -

Demikian pula menvrut H. Man 8. Sastrawidjaja, berdasarkan
tingkatannya, kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:
a. Kreditor Separatis;
b. Kreditor Preferen;
¢. Kreditor Konkuren,

Kreditor separatiz adalah kreditor yang dapat melaksanskan haknya
seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk kreditor separatis misalnya
pemegang gadal, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan
kebenduan lainnya’™.

? Jeory Hoff, Op.eit, him. 114-112
** Yerry Hoff, Op.cit, hlm. 117

2 H. Man . Sastrrawidisia, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewasjiban Pembeyaran
Utang, Alumni, Bandung, 2006, him. 38
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Sedangkan kreditor preferen adaiah kreditor dengan hak isfimewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan Pasal 1149 KUH
Perdata.

Hak istimewa menurut Pasal 1134 KUH Perdata adalah hak yang oleh
undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih
tingpi daripada orang berpiutzng lainnya, semata-mata berdasarkan sifat
piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari hak instimewa, keceali
datam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Kemudian dalam Pasal 1135 KUH Perdata dinyatakan bahwa diantara
orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur mennrut
berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.

Dar1 ketentuan Pasal 1134 dan 1135 KUH Perdata tersebut, kedudukan

kreditor istimewa berada di bawah kreditor separatis, kecuali dinyatakan
sebaliknya oleh undang-undang.

Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang

tidak mempunyai keistimewaan schingga kedudukannya satu sama lain sama.”?

Mengenai penvebutan nama kreditor terdapat perbedaan antara H Man S.
Sastrawidiagia dan Jerry Hoff dengan Sutan Remy Sjahdeini. Menurut Sutan
Remy Sjakdeini, SH., terdapat 3 {tiga) jenis kreditor yaitu sebagai berikut:

a. Kreditor Konkuren atan Unsecured Creditors;
b. Kreditor Preforen alau Secured Credifars;
¢. Kreditor Pemegang Hak Istimewa.
Kreditor Konkuren adalah kreditor vang harus berbagi dengan para

kreditor lain secara proporsional, atau disebut juga sebagal pari passy, yaitu
menurut perbandingan besarnya masing-masing fagihan mercka, dari hasil

B thid
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penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan**

Untuk jenis kreditor konkuren ini, tidak ada perbedaan pendapat antara kedua
pakar hukum sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya, kreditor jenis kedua yaitu Kreditor Preferen adalah kreditor
yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan
tagihannya dari hasil penjualan kekayaan Debitor asalkan benda tersebut telah
dibebani dengan Hak Jaminan tertentu bagi kepentingan Kreditor tersebut.

Kreditor ketiga digolongkan secara berbeda oleh Sutan Remy Sjahdeini
dengan kreditor preferen yaiu Kreditor Pemegang Hak Istimewa yang oleh
Undang-Undang diberi kedudukan didahulukan dari dari para Kreditor Konkuren
maupun Kreditor Preferen. Untuk jenis kreditor ketiga ini . Man S
Sastrawidjaja, menyebutnya pula dengan kreditor preferen, sedangkan Sutan
Remy Sjahdeini menyebut Kreditor Preferen untuk kreditor pemegang hak
jaminan, yang oleh H. Man Sastrawidjaja dan Jerry Hoff sebagai kreditor

separatis.

Menurut Pasal 1139 KUH Perdata, hak istimewa kreditor dapat timbul
dari hak istimewa terhadap benda-benda tertentu yaitu:

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk
melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari
pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-
piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada
gadai dan hipotik;

b. uang-vang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang
menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban

memenuhi persetujuan sewa;
¢. harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;

d. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;

3 Sutan Remy Sjahdeini, Ibid, him. 280
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biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus

dibayar kepada scorang tukang;

apa yang telah dserabkan kepada scseorang pengusaha rumah penginapan
sebagal demikian kepada seorang amu;

upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;

apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang bate, tukang-tokang kayu dan
lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan
benda-benda tak bergerak, aa! safa pivtangnya tidak lebih tua dari tiga tahun
dan hak milik atas perst] vang bersangkutan masih tetap pada si berutang;
penggantisn-penggantian seria pembag;mpembayam yang harus dipikul
oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala
kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan
dalam jabataunya.

Hak istimewa sclanjutnya distur dalam Pasal 1149 KUH Perdata yaitu

hak-hak istimewa atas semua beada bergerak dan benda tuk bergerak pada

amunnya yatu:

a.

biaya-biaya perkara, yang disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu
warisan. Biaya-biaya tersebut didahulukan dari gadai dan hipotik;

biava-bigya penguburan, dengap tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk
menguranginys, bila biaya-biaya tersebut dinilai terlampau tinggi;

semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghebisan;

. upah para burnh selama tahun lahs dan upah yang sudah dibayar dalam tshun

berjalan, beserta vanp-uang yang harus dibayar oleh majikan baik kepada
buruh maupun kepada keluarga buruh;

piutang Karena penyerahan bahan-bahan makaoan;

piutang-pivtang pengusaha sekolah brasrama unfuk tahun yang penghabizan;

Universitas Indonesia

Kedudukan Utang..., Wilma lka Dewi, FH Ul, 2009



31

g. piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang yang terampu terhadap wali
dan pengampu mereka,yang berkaitan dengan pengurusan mereka, dan tidak

dapat diambil pelunasan dari hipotik dan lain jaminan.

Urutan prioritas kreditor dengan hak istimewa tersebut menurut Pasal
1138 KUH Perdata bahwa hak-hak istimewa mengenai benda tertentu

didahulukan dari hak-hak istimewa mengenai seluruh benda pada umumnya.

Dengan demikian maka berdasarkan KUH Perdata kedudukan kreditor
adalah sebagai berikut:

a. Gadai dan hipotik berada pada kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan
kreditor dengan hak istimewa;

b. Hak istimewa mempunyai kedudukannya lebih tinggi dari padai dan hipotek
jika dinyatakan demikian oleh Undang-Undang;

¢. Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang
dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu,
dan jangka waktu berlangsungnya hak itu diatur di berbagai Undang-Undang
khusus yang mengenai hal-hal itu;

d. Hak istimewa mengenai barang tertentu lebih tinggi kedudukannya daripada

hak istimewa mengenai seluruh barang pada umumnya.

Namun demikian mengenai utang yang diberikan kedudukan istimewa
atau didahulukan tidak hanya diatur dalam KIUH Perdata, melainkan dalam
peraturan perundang-undangan lain yang merupakan lex specialis dari ketentuan
dalam KUH Perdata yang sifatnya terbuka.

Berikut dalam bagian 4 (empat) akan dipaparkan mengenai kedudukan
masing-masing kreditor dalam hal prioritas pelunasan utangnya baik dari UUK
PKPU maupun dari peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal

tersebut.
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4. Prioritas Pembayaran Utang dalam Kepailitan
4.1 Utang dengan Hak Jaminan Kcbendaan

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus®.
Jaminan umum tercermin dari keientuan Pasal 1131 KUH Perdata yang
disempurnakan oleh ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang mencgaskan
persamaan kedudukan para kreditor, juga memungkinkan diadakanmya snatu
jaminan khusus apabila diantara pama kyeditor ada alasan sah untuk
didahulekan,  Karena  ketentuan  undang-undang  maupus  karena
diperjanjikan®. Adapun bunyi Pasal 1132 KUH Perdata adalah sebagai
berikut:

“Kebendaan tersebul menjadi jominan bersama-sama bagi serua

orang vang mengutangkan padanya; pendapatan penjwalan benda-
benda itu dibagi-bugl menurut keseimbangan yaitu menurut besar

kecilnya piutong masing-masing, kecuali apabila diantora para
berpiutuny itu ada adlasan-alasan yang sah untuk didahufukan”.
Sebagian hak jaminan merupakan hak kebendaan yang sifainya
memberikan jaminan dan karenanya disebut zekerheidsrechten yang artinva
memberikan rasa aman atan terjamin, Jaminan kebendaan adalah jaminan
yang memberikan kepada kxedifor atas suata kebendaan milik debitor hak
untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi®,

hak-hak kreditor untek didamadukan.

Untuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia,
sedangkan untuk benda tidak bergerak setelah berlalcunya UUHT hanya dapat
dibebankan dengan hipotik atas kapal laut dengan bobot 20 M3 ke atas dan
pesawat terbang serta helikopter. Bedangkan untuk tanah besertz beada-benda

3% Frieds Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Jaminar),
Tnd-HiB-Co, Jakarta, 2005, him.?

% Ibid

3 Frieda Husni Hasbullah, Op.cit, him,17
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yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hal fanggungan. Jiks
debitor melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan mempunyai
hak preferen atau hak didahulukan dalam pemenuhan piutangnya diantara
kreditor-kreditor lalnnya dari hasil penjualan harta benda milik debitor.

Berikut adalah ¢iri-ciri jaminan kebendaan:

a. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda;

b. Kreditor mempunyai hubungan langsong dengan benda-benda tertentu
milik Debitor;

¢. Dapat dipertabankan terhadap tuntutan oleh siapapury

d. Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (droit de-

suife)}

e. Menpandung asag prioritas yaite hek kebendaan yang lebih dulu terjadi
akan lebih diutamakan daripada yang ferjadi kemudian (droir e
preference);

f. Dapat diperalibkan seperti hipotik;

g. Bersifat perjanjian tambahan {accessoir).

Dalam praktek perbankan, jaminan khusus ini lebih disukai, di pibak
kreditor dapat menjamin pehunasan dan benda yang dijaminkan, selain itu

Juga mendorong debitor untuk melaksanakan prestasinya.

Hak jaminan khusus yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal
1134 KUH Perdata adalah Hak Istimewa. Sedangkan hak jaminan khusug
yang timbul karena diperianjikan adalab Gadai, Hipotek (kapal dan pesawat
serta helikopter), Hak Tanggungan, dan Fidusia. Berikut ini akan dipaparkan
masing-masing daripada hak jaminan khusus yang diperjanjikan.

4.1.1 Hak Gadai

tiak jaminan kebendaan yang pertama akan dibahas adalah
Gadai, yaitu merupakan hak kebendaan atas benda bergerak milik
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orang lain yang bertujuan untuk memberi jaminan bagi pelunasan

hutang orang yang memberikan jaminan tersebut’,

Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160
KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata, diketahui
bahwa hal penting dalam perjanjian gadai adalsh bahwa benda yang
dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai
dan diserahkan kepada penerima gadai (orang yang berpiutang), hal
tersebast disebut inbezitstelling.

Hak Gadal memiliki sifat kebendaan pada umumnya, seperti
hak absohst, droif de suite, droit de preference, hak menggugat dan
lain sebagainya. Sifat droif de suile dalam hak gadai, yaitu bahwa hak
gadal mengikuti bendanya di tangan siapapun, nampak pada ketentuan
Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila barang gadai tersebut hilang dari tangon
penerimg gadai atau dicuri daripadanya, maka berhaklak
i raenuntitnya kembali sebagaimana disebutkan dolom
Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai

didapatnya kembali, hak gadai dianggap Hdak pernah
hifang”

Selain mengenat sifat droff de suite, dalam Pasal 1152 KUH
Perdata joga mengsndung hak menggugat karena penerima gadai
berhak menuntut pelunasan berdasarkan hak gadainya ketika
barangnya sudah didapatksnnya kembali.

Selanjutnyva sifat droit de preference dari hak gadai
sebagaimana telah sering disingeung, hal ity dapat dilihat dalam Pasal
1133 jo. Pasal 1150 KUH Perdata. Sifat droit de preference adalah
sifat didshulukan, yang artinya memberikan kekuasaan kepada

9 Prieda Husni Hasbullah, Op.cit, him. 23.
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kreditor untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang
secara didahulukan daripada kreditor fainnya®!,

Selain mempunyai sifat umum hak jaminan kebendaan, hak

gadai memiliki sifat-sifat khusus sebagai berikut™:

a.

Accessoir, yaitu beriakunya hak gadai tergantung pada ada atap
tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, jika peranjian
pokoknya sah maka perjanjian gadai sebagai perjanjian
tambahannya juga sah. Jika perjanjian hutang pivtang beralih maka
hak gadai otomatis beralih, namun sebaliknya hak gadai fidak
dapat berkaih tanps beralihnya perjaniien hutang pistang.
Berdasarkan ketenfuan Pasal 1160 KUH Perdsta, barang gadai
tidak dapat dibagi-bagi {endeslbaar), sekalipun Mangnya diantara
para waris si berhutang dapat dibagi-bagi. Gadai meliputi seluruh
benda sebagal saty Kesatuan artinya sebagian hak pgadai tidak
menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang.

Barang yang digadaikan merupaksn jaminan bagi pembayaran
kembali hutang Debitor kepada Kreditor. Jadi barang jaminan
tidak boleh dipakai, dinllmatl; kreditor hanve berkedudukan
sebagai houder bukan bwrgelijke bezitier,

Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditor atau penerima
gadai sebagai akibat adanya syarat inbezitstelling.

Gadai memberikan beberapa hak kepada penerima gadai atau

kreditor sebagai berikut:

a. Seorang kreditor dapat melakukan parate executie (eigenmachtige

verkoop) yaitu menjosl atas kekuasaaa sendird benda-benda debitor
dalam hal debitor wanprestasi;

* Jhid

“* tbid
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Kekuasaan kreditor untuk menjual sendiri barang gadai apabila
debitor melakukan wanprestasi terscbut diatur dalam Pasal 1135

R Perdata,

. Kreditor berhak menjual benda bergersk milik debitor melalui

perantaraan Hakim dan disebut rieel executie.

. Kreditor berhak mendapatkan penggantian dari debitor semua

biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan Kreditor untuk
keselamatan benda gadai.

Mengenai hak kreditor untuk mendspatkan penggantian biaya
keselamatan benda gadai tersebut diatur dalam Pasal 1157 ayat {2)
KUH Perdata.

. Jika suatu piutang digadaikan dan menghasilkan bunga, maka

kreditor berhak memperhitungkan bunga tersebut  untuk
dibayarkan kepadanya,

Hak kreditor mendapatkan bunga ini diatur dalam Pagal 1158
KUH Perdata,

. Kreditor mempunyai hak refemfie yaitu hak kreditor untuk

menahan benda debitor sampai debitor membayar sepenuhnya
utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya vang telzh
dikeluarkan oleh kreditor uniuk menjaga keselarnatan benda gadai.

Mengenai hak retentfe kreditor ini diatur dalam Pasal 1159 KUH
Perdata,

Hipotik

Hipotik merupakan salah satu hak kebendaan vang digunakan

sehagai jaminan pelunasan hutang. Hipotik diatur dalam Pasal 1162
s.d. 1232 KUH Perdsta. Dengan telah beriakunya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
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henda-benda yang berkaifan dengan tanah, maka Hipotik tidak dapat
lagi dilakukan atas tanah dan segala benda yang berkaitan dengan
tanah.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992
tentang Penerbanpan, hipotik masih berlaku terhadap Kapal Terbang
dan Helikopter, Demilkian juga dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1992 tentang Pelayaran, hipotik masih berlaku untuk kapal laut
dengan bobot 20m3 ke atas.

Hipotik adalah swatu hak kebendaan atas benda-benda tak
bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan
sua perikatan.

Berdasarkan bunyi Pasal 1168, Pasal 1171, Pasal 1175, Pasal
1176 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari jaminan hipotik adalah
sebagat berikut:
&, Harus ada benda yang dijaminkan.
b. Bendanya adalah benda tidak bergerak.
¢. Dilakukan ¢leh orang yang memang berhak memindahiangankan
benda jarinan,
d. Ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok dan yang
ditetapkan dalam suatu skta.
¢, Diberikan dengan suatu akta otentik.
Bukan untulk dinikmati atau dimiliki, namur hanya sebagai
jaminan pelunasan hutang sata.

Hipotik mempunyai sifat hak kebendaan pada nmumnya yaitu:

a. Absolut, yaitu hak yang dapat dipertehankan terhadap tuntutan

siapapum,
b. Droir de suiie; dan
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¢. Droit de preferemce. Di sini hak jaminan kebendaan tidak
berpengaruh  oleh kepailitan  ataupun ofeh penyitaan yang
dilakukan atas bemia bersangkutan.

Bedangkan ciri khusus hipotik adalah accessoir, ondeelbaar,
dan mengandung hak untuk pelunasan hutang. Namun jika
diperjanjikan, kreditor berhak menjual benda jaminan atas kekuvasaan

sendiri jikalau debitor wanprestasi®.

4.1.3 Fidusia

_ Fidusia berasa! dari kata fides yang berarti kepercayaan.
Fidusia adalah suatu perjanjian aceessoir antara debitor dan kreditor
yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas
benda-benda bergerak milik debitor kepada kreditor namun benda-
benda tersebut masth tetap dikuasai oleh debiior schagai peminiam
pakai dan berujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali

vang pinjaman™.

{embaga faminan fidusia pada mulanya hanya mendapatkan
pengakuan keberadzannya melalui yurisprudensi, namun dengan felah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (vang selanjoinya disebut UU Fidusia), lembaga
jaminan ini sudah mendapat pengakuan resmi atas keberadaannya.

Pasal 1 Angks 2 UU Fidusia merumuskan pengertian jaminan
fidusia sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak
baik yarng berwujud maupun yong tidak berwujud dan benda
tidak bergerak Jhususnmya bangunan yang tidak dapat
dibebarni Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

2 Inid Wim. 92
® Bid, bim A3
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 feniong Hok
Tanggungan yang tetap berada dalam pengviasean Pemberi
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan wiang tertentu yang
memberikan kedudukan yang diviamakan kepada penerima
Jidusia terhadap kreditor lainnya”.

Cirt dan sifat Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:
a. Jaminan kebendaan (security right in rem)

Dengan adanya hak mendzhula yang dimiliki oleh Penerima
Fidusia dari kreditor Jainnya, dan adanya pendaftaran fidusia yang
mencerminkan sasas publisitas telah mengisyaratkan bahwa

iaminan fidusia adalah jaminan kebendaan,

b, Avcesgoir

Menurut Pasal 4 UU Fidusia, bahwa jaminan Gdusis merupakan
perjanjian ikutan dari suatu petjaniian pokok yang menimbulkan
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi, Maka dari i
fidusia akan hapus apabila utang yang dilamin dengan fidusia
sebagaimana dimaksud dalam petianjian pokok telah lunas atap
hapus seperti diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huraf a UU Fidusia.

. Proit de suite

Menurut Pasal 20 UU Fidusia, jaminan fidusia tetap mengikuti
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun
benda tersebut berada®’. Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa
ketentuan ini mengakul prinsip “droit de suite” yang telah
merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia
dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem)™,

“* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Nogara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 168

“ Poniclasan Pasal 20 Undeng-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jominan Fidusia,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3889
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d. Droit de preference

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Fidusia, penerima fidusia
mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor

lainnya.

Mengenai hak mendahulu penerima fidusia ini diatur dalam Pasal
27 UU Fidusia sebagai berikut:
(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan
terhadap kreditor lainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang
menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(3) Hak yomg didahulukan dari penerima fidusia tidak
hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi
Pemberi Fidusia.

Dari penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Fidusia diketahui bahwa hak
yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang
menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftara Fidusia.
Kemudian adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Fidusia
dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas
kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda
yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar kepailitan dan
atau likuidasi.

e. Consritutum Possesscrium

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek
jaminan fidusia dilakukan dengan cara constitutum possessorium
yang artinya pengalihan hak milik atas suatu benda dengan
melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan.
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f. Jaminan Pelunasan Hutang
g. Asas Publisitas

Pasal 11 ayat (1) UU Fidusia menyatekan bshwa bendz vang
dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, Dalam
Penjelasan  Pasal 11 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa
pendaftaran  benda yang dibebani dengan jaminan fidusia
dilaksanakan di tempsat kedudukan pemberi fidusia, dan
pendaftarannye mencakup benda baik yang berada di dalam
maupun di Juar wilayah negara Republik Indonesia untok
memenuhi  publisitas sekalian merupakan jaminan kepastian
terhadap kreditor jainnya mengenai benda yang telah dibebani

Jaminan fidusia.
h. Asas Spesialitas

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia menurut Pasal 3 avat
{1} dibuat dengan Akts Notaris dan merupakan Akta Jaminan
Fidusia,

i. Dapat diberikan kepada lebih dari seorang Penerima Fidusia
{kreditor) dafam rangka pembiayaan kredit konsorsium,

j. Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia uwlang (ganda)
terhadap benda yang telah menjadi ebjek jaminan fidusia terdaftar,

k. Parate eksekusi

Sakah satu ¢iri Jaminan Fidusia adelsh kemudshan  dalam
pelaksanaan cksckusinya melalui lembaga parate eksekusi, vaitu
apabila pithak pemberi fudisia cidera janji*’. Berdasarkan Pasal 15
ayat {3} UU Fidusia, apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia

“? Frieda Husni Hasbullsh, Op.ciz, hlm.79
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mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan

fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”, yang mana dengan adanya irah-irah tersebut maka
setifikat jaminan fidusia mempunyai kekuvatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Selain adanya irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia,
pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan Penerima Fidusia hak yang
didahulukan terhadap kreditor lain.

Hak Tanggungan

Munculnya hak tanggungan dilatarbelakangi oleh perlunya
lembaga jaminan yang memberikan kepastian hukum dan
perlindungan baik kepada penyedia maupun penerima kredit. Periunya
lembaga jaminan kredit yang demikian adalah dalam rangka

mendorong lembaga pembiayaan guna meningkatkan pembangunan.

Hak Tanggungan sebenamya menyangkut tiga aspek sekaligus
yaitu pertama, berkaitan dengan hak jaminan atas tanah. Kedua, yang
berkaitan dengan perkreditan dan yang ketiga, berkaitan dengan
perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Mengenai Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut
UUHT). Dalam Penjelasan Umum Angka 3 UUHT diberikan ciri-ciri
dari lembaga jaminan berupa Hak Tanggungan yaitu:
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a. memberikan kedudukan yang divtamakan atau mendahulu kepada
pemegangnya;

b sefalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun
obyek itu berada;

c. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat menpikat
pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-
pibak yang berkepentingan;

d. rudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Dalam hal debitor melakuksn wanprestasi atau cidera janii,
maka dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT
menctapkan dua cara untuk melakukan eksekusi. Adapun cara tersebut
sebagaimana terdapat dalam bunyi Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b
UUHT schagai berikut:

(1} Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

a. hak pemegang Hak Tanggungan periama uniuk.
menjual obyek Hak Tanggungon sebagaimanu
dimaksud dalam Pasal 6, atay

b. tiiel eksekutoriol yang terdapat dalam seriipikat
Hak Tanggungan sebugaipmma dimaksud dalam
Pasal 14 avot (2},

obyex Huk Tanggungan dijual melalui pelelangon
umium  menurut tota cara yang ditentukan  dalam
peraturan  perundang-undangan  untuk  pelunasan
piutang pemegang Hok Tanggungan dengan hak
mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT tersebut merupakan
perwaiudan dart kemodahan yang disediakan oleh UUHT bagi para
kreditor pemegang Hak Tangpungan dalam bal barus dilakukan
oksekusi.

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan
melalui pelelangan umum, karcna dengan cara ini diharapkan dapat
diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan,
Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil
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penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih
besar daripada piotang tersebut vang setinggi-tingginya sebesar nilal
tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 21 UUHT dinyatakan
bahiwa apabils pemberi Hak Tanggungan pailit raka pemegang Hak
Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang dipercleh
dari UUHT, sebapai berikut:

“Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit,
pemegang Hak Tanggungan ietap berwenang melakukan
segala hok yang diperelehinya menurut ketentuan Undang-
urdung ini’” "

Drari ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUHT tersebut dapat
disimpulkan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat
mengeksekusi obyek hak tangpunpan dan menjualnya sendirt, vang
artinya adalah dapat bertindak seakan-gkan tidak terjadi kepailitan,

Prinsip persamaan kedudukan terhadap hasil eksekusi boedel paillt
(paritas creditorun) telah dikecualikan terbadap golongan kreditor vang
memegang hak jaminan kebendaan dan golongan kreditor yang haknya
didahulukan berdasarkan UK PKPU dan peraturan perundangan lainnye™,

Pemegang hak jaminan kebendaan memiliki hak istimewa atas dasar
hak preference sesuai ketentuan dalam KUH Perdata untuk hak gadai dan
hipotik, sena dalam UUHT untuk Hak Tanggungan dan UU Fidusia untuk

jaminan fidusia,

@ Ibied

® Triweka Rinanti, Diematis Kreditur Separaiis di Pengadilan Niaga, Triweka
Risanti&Partner, Fakarta, 2006, him. 31

% Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praksek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
filn. 23
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Bermacam-macamnya hak jaminan kebendaan fidak merubah asas

yang berlaku umum bagi hak jaminan kebendaan sebagai berikat:

a.

b.

Hak jaminan kebendaan merupakan hak absolut atas benda;

Hak jaminan memberikan kedudukan yang didabhulukan bagi kreditor
pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya (dreo#t de

preference);

Hak jaminan merupakan hak accesoir terhadap perjanjian pokok yang
dijamin dengan jaminan tersebut. Pegjanjian pokok yang dijamin adalah
perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor.
Hak jaminan merupakan hak kebendaan yang akan sclalu melckat di
atas benda tersebut {(Drodt de suite).
Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak
jaminan itu. Yang artinya adalah bahwa benda yang dibebani dengan
hak jaminan im bukan merupakan bharta pailit dalam hal debitor
dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh uniuk
melakukan eksekusi atas hak jaminannya.
Karena hak jaminan merupskan hak kebendaan, maka hak jaminan
berlaka bagi pihak ketiga.

Dalam Pasal 138 UUK PKPU, kredifor vang plutangnys dijamin

dengan gadai, jaminan fidusia, hak taoggungan, hipotek, hak agunan atag

kebendaan lainnya, atau kreditor yang mempunyai hak vang diistimewakan
atas suatu benda tertentu yang termasuk dalam harta pailit dan kreditor
tersebut dapat membukiikan balrwa asbagian piutang tersebut kemungkinan
tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yaog menjadi agunan,
maka kreditor tersebut dapat meminta agar diberikan hak-hak yang dimiliki
oleh kreditor konkuren atas bagian piutang tersebul, tanpa mengurangi
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haknya untuk didabulukarn atas benda yang menjadi agunan atas pintangnya
itu.

Selanjutnya dalam Pasal 199 UUK PKPU dinyatakan bahwa dalam
hal swaty benda yang diatasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan
hainnya dan benda tersebut dijual, maks hasil penjualan benda tersebut
dibayarkan kepada pemegang hak tersebut sebelum dibagikan kepada pars
kreditor konkuren bila masth ada siga dari penjualan ifu.

Jumiah pembayaran tersebut zdalah sebesar paling tinggi nild
pintang vang didehulukan yang menjadi hak para kreditor preferen it
dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima sebelumnya, yaitu
pembayaran vang diterima ketika diberikan pembagian menurat Pasal 189
VUK PKPU.

Menurut Pasat 189 ayat (4) UUK PKPU, bahwa pembayaran kepada
Kreditor: ]
a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamrya hak
yang dibantah; dan
b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hal
agunan atas kebendaan lainnya, s¢jauh mereka tidak dibayar menurut
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat difakukan dari

hasil penjualan benda terhadap mana mercka mempunyai hak istimewa
atau yang diagunkan kepada mereka.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat {1} UUK PKPU, setiap kreditor
pemegang gadai, jarninan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan
atas kebendsoan lainnyas, dapat mengeksckusi haknya seolah-clah tidak
terjadi kepailitan,
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Pasal 85 ayat (1) UUK PKPU

“Dengan feiup memperhatikan keientuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56, Pasal 57,dan Fasal 38, setiap Kreditor pemegang
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipoiek, atau hak agunan
atas kebenduan lainnya, dapat mengeksehust baknya seolah-oleh
tidak terjadi kepailitan”.
Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU tersebut, hak
separatis pemegang hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133
Juncto Pasal 1134 KUH Perdata yaitu menempatkan kreditor pemegang hak

jaminan scbagai kreditor separatis diakui oleh UUK PKPU.

Tetapi kemudian dalam ketentuan Passl 56 ayat (1) UUK PEPU
menentukan bahwa hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada
dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka
waktu peling lama 90 (sembilan puoluh) hari sejak tanggal putusan pailit
ditetapkan.

Sehingga kemuwdian jaminan hutang fidek dapat dieksekusi olch
kreditor separatis karens harus menunggu (stay) atan bahkan haruy
mengeksekusi dalam jangka waktu tertentu®,

Bahkan selama fangka waktu penangguhan tersebut, Kurator dapat
menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam penguagaan
Kurator berdasar ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUK PKPU sebagai berikut:

“Selama jongha wakin penanggunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kuraior dapat menggunaka harta pailit berupa
benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau mewjual
harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam
penguasaan Kurator dalam  rangke kelangsungan usaha
Debitor, datam hal telah diberikan perlindungan yang wajar
bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana
dimaksud peda ayat (1}
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Dengan demikian maka harta Debitor yang sudah dibebani hak
jaminan pada masa s/ay dapat dijual oleh Kurator seperti halnya harta pailit.
Hal ini mengaburkan maksud dan tujuan dari hak jaminan itu sendiri yang
mana scharusnya dapat dieksekusi dan dijual sendiri oleh kreditor

pemegang hak jaminan.

Munir Fuady menjelaskan bahwa tidak selamanya jaminan hutang
dapat dieksekusi kreditor separatis. Ada kalanya dia harus menunggu (stay)
atau bahkan harus mengeksekusi dalam jangka waktu tertentu, seperti
terlihat dalam pasal 59 IJUK PKPU.

Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU dikemukakan
bahwa penangguhan vang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) itu bertujuan
antarz lain wntuk memperbesar kemungkinan tercapgi perdamaian, atau
urduk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau wniuk
memungkinkan Xurator melaksaraian tugasnya secara optimal.

Adapun diagram proses eksekusi jaminan hutang dalam kepailitan
adalah sebagai berikut:
Diagram Proses Eksekusi Jaminan Hutang dalam Kepailitan
siay tidak ada 2 bulan
O o . S B+++++++ € +++++++ D ocnuun
{80 hari) jangka waktu  (kewenangan  (kewenangan
kreditor) kurator)
kewenangan
kreditor
kewenangan

kreditor
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Keterangan Diagram :
+++++++ : kewenangan eksekusi oleh kreditor separatis
--------- : kreditor separatis tidak punya kewenangan eksekusi
A :Putusan Pailit Pengadilan Niaga
B : Masa Stay berakhir yaitu maksimal 90 hari setelah putusan pailit
C :Insolvensi, yaitu debitor pailit dalam keadaan tidak mampu membayar
D :Habisnya masa kewenangan Kreditor Separatis

Dengan adanya ketentuan Pasal 55 ayat (1), maka nampaknya UUK
PKPU telah mengakui hak separatis dari Kredtor pemegang hak jaminan,
sebagai hak yang didahulukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan walaupun
telah menghilangkan esensi dari hak separatis itu sendiri dengan adanya
masa stay dan dengan adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK PKPU.

Harta debitor yang telah dibebani oleh hak jaminan kebendaan
memberikan hak separatis (droit de preference) kepada penerima hak
jaminan kebendaan, yang mana kreditor tersebut mempunyai hak dan
kekuasaan untuk melakukan eksekusi dan menjual benda tersebut, yang

caranya disesvaikan dengan sifat hak kebendaan masing-masing.

Adanya sifat hak jaminan kebendaan, yaitu droit de preference, droit
de suife, hak absolut atas benda, serfa parate/riil eksekusi, serta adanya asas
publisitas dan spesialitas telah memberikan kepastian hukum bagi kreditor
pemegang hak jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan terlebih
dahulu dari benda yang dibebani hak jaminan seolah-olah tidak terjadi
kepailitan.
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Dari paparan sebelumnya mengenal bermacam-macam hak jaminan

kebendaan, maka jaminan kepastian hukum dalam hak jaminan kebendaan

tersebut terithat dari sudut pandang:

2. Benda Obyek Jaminan

cﬁ

Pilihat dari segi benda obyek jaminan, sudah merupakan sifat urum
dari hak jaminan kebendaan baik itu gadai, hipotik, jaminen fidusia
maupun hak tanggungan yaitu memberikan hak absolut atas benda yang
mana hak tersebut dapat dipertahankan dari tuntutan siapapun dan
bahwa hak jaminan melekat pada benda obyek jaminan dimanapun
benda itu berada atau droit de suite.

Eksekusi Obyek Jaminan

Dalam hak jaminan kebendaan, kreditor diberikan kekuasaan untuk
mengeksekusi atan menjual sendirt benda obyek jaminan apabila
Debitor wanprestasi, untuk mendapatkan pelunasan. Dalam Fidusia dan
Jarsinan Hak Tanggungan, vang mana kekuasaan menjual ini ditandai
dengan adanya titel eksckutorial..

Diroit de preference

Keseluruhan  hak jaminan kebendaan memberikan  hak  wvntuk
didahulukan pelunasan piutang pemegang hak jaminan kebendaan yang
diambil dar! benda obyek jaminan dard kreditor lainnys.

Pasal §§ UUK PKPU telah diakni bahwa kreditor pemegang hak

jaminan kebendaan inl dapat melakukan eksekusi seolah tidak terjadi
kepailitan. Namun dengan adanys mass stay maka kreditor pemepang hak
Jaminan kebendaan atau kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi benda

obyek hak jaminan, yang mana Kurator yang berwenang untuk melakukan

penjualan atas barang jaminan tersebut. Adanya masa stay ini dimaksudkan

agar dapat diusahakan barang jaminan tersebut mendapatkan harga terbaik,
tidak hanya sebatas pada utang Debitor kepada kreditor pemegang hak
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jaminan kebendaan tersebut. Meskipun demikian, kreditor separatis tetap
mempunyai hak atas pelunasan piutangnya dart benda yang telsh dibsbam
hak jaminan tersebut meskipun penjualan atau pelelangannya dilakukan

oleh Kurator.

Dalam hal kreditor separatis melakukan eksekusi hak jaminan
kebendaannya berdasarkan Pasal 55 UUK PKPU, maka kedudukan wtang
dengan hak jaminan kebendaan mendahulu pelunasannya dari kreditor
lainnya termasuk utang pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa norma yang
terdapat dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor & Tahun 1983
Sebagaimana Terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tabun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya
disebut UUJ KUP) menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan
pailit, bubar atau dilikuidasi, maka Kurator dilarang membagikan harta
wajib pajak dalam pailit kepada pemegang sahan atau kreditor lainnya
sebelum mengpunakan harta Wajib Pajak tersebut untuk membayar utang
pajak Wajib Pajak, adalah tidak efektif untuk utang dengan hak jaminan.

MNamun demikian tidaklah dapat dikatakan sesedechana itu. Dalam
penagihan pajak, dapat dilskukan dengan Surat Paksa dengan tindakan
penyitaan atas seluruh barang penangpung pajak, fermasuk barang yang
dibebani hak jaminan kebendaan., Dengan demikian, meskipun pengatoran
farangan bagi Kurator tersebut menijadi tidak efektif apabila pelunasan utang
paiak melsalui jalur kepailitan, tanpa melalui jalur penagihan pajak sesuai
undang-undang di bidang perpajakan.

Pasal 21 ayat (3a} UU KUP memang tdak berimpliksi langsung
terhadap krediter pemegang hak jaminan kebendaan, namun dengan
didukung adanya ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 Sebagaimana Telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 teniang Penagiban Paiak dengan Surat Paksa, oforitas pajak
dapat melakukan penyitaan terhadap barang penanggung pajak tanpa
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terkecuali walaupun telah dibebani hak jaminan kebendean. Ketsntuan
dalam  Pasal 14 tersebut tidak menghormati asas-asas hak jaminan
kebendaan, yaitu adanya asas publisitas dan pendaftaran, kekuasaan parate
eksekusi dan adanya irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan Hak
Tanggungan, yang artinya mempunyai kekuatan eksekutorial. Kepastian
hukum bagi pemegang hak jaminan telah dikurangi dengan adanya
ketentuan dalam peraturan perpajakan tersebut

Dari uraian mengenal kreditor pemegang hak jaminan kebendaan
dan simpang siur kepastian hukumnya, maka dalam menentukan wrutan
prioritas kreditor, perlu pula untuk dipertimbangkan mengenai kedudukan
penting dari hak jaminan sebagat bertkut:

a. Hak jeminan kebendasn merupakan lembaga jaminan vang digunakan
dalam sektor perkyeditan, yaitu merupakan salah satu dalam prinsip 5C,
yaitu adanys coliateral sebagal kriteria yang digunakan dalam
pemberian kredit. ]

b. Hakim Mahkamah Konstitusi dalamm Potusan No dRPUULVIZ008,
dalam perkara penguiian UUK PKPU yang diajnkan oleb Federasi
Serikat Buruh Indonesia yanpg mewakili buruh PT. Sindoll Pratama
memberikan pertimbangan bahwa adanya unsur modal merupakan suatu
unsur yang esensial, dimana tanpa adanya modal proses produksi tidak
berjalan. Selanjutnya apabila proses produksi tidak becdjalan maka akan

mempengaruhi penciptazn lapangan kerja®.

4.2 Utang Upah Pekerja atan Karyawan

Pernyataan pailit Debitor tentu akan membawa akibat hukum
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Kepailitan Debitor tidak hanya
berakibat pada kreditor dan harta bendanya, tetapi jugs pada buruh atasu

* putusan Mahkameh Konstitusi No. 18/PU-VI/2008
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tenaga kerja. Bahkan Kurator dapat memutuskan hubungan kerja buruh atau
tenaga kerja Debitor Pailit yang tentu saja dengan memperhatikan perjanjian
kerja sesuai Pasal 39 UUK PKPU sebagai berikut:

(1) “Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan
hubungan  kerja, dan  sebalitmya  Kurator  dapat
memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu
menurut persetufuan atau ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja

tersebut dapal diputuskan dengan pemberitahuan paling
singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.

(2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang
terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit
diucapkan merupakan utang harta pailit”,

Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut maka upah pekerja
dan/atau karyawan yang belum dibayar adalah merupakan utang harta pailit.
Lalu bagaimanakah kedudukan pelunasan utang upah pekerja dalam
kepailitan?

Yang dimaksud dengan upah sebagaimana tertuang dalam
Penjelasan Pasal 39 UUK PKPU adalah hak pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada
pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan,
ditetapkan, dan dibayarkan menurut svatu perjanjian kerja, kesepakatan,
atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan

keluarga.®!

UUK PKPU menyatakan kedudukan utang wupah pekerja,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yaitu bahwa utang upah
pekerja merupakan utang harta pailit. Utang upah pekerja atau karyawan

' Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tehun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaen Pembayaran Utang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443
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merupakan utang havia pailit schingga harus terlebih dahulu dikeloarkan
dari harta pailit sebelum harta pailit dibagi-bagi kepada kreditor™,

Meskipun demikian, dalam Pasal 1149 KUH Perdata telah
menempatkan upah bureh sebagai hak istimewa atas benda bergerak dan tak
bergerak pada umummya {(gemeral statutory priority right) sehingga
termasuk dalam Hak Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131
KUH Perdata yang artinya pelunasan piutangnya harus didahulukan atau
berkedudukan sebagad kreditor preferen.

Lalu bagaimanakah pengaturen mengenai utang wpah Pekeria dalam
pailit dilihat dari ketentuan peraturan  perundangan di bidang
ketenagakeriaan? Penyelesaian ntang upah pekerja danfatan karyawan
Debitor Pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (selanjumya disebut UU Ketenagakerjaan), dalam Bab X
Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan,

Pengupahan termasuk salah satu aspek penting dalam perlindungan
pekerja atau buruh, dimana hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88
ayat (1) UU Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau burub berhak
memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan vang layak bagi

kemanusiaan®,

Lebih fanjut, Abdul Khakim mengemukskan beberapa prinsip
pengupahan sebagai berikut:
a. Hak menerima upsah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan
berakhir pada seat hubungan kerja putus;
b. Pengusaba tidak boleh mengadakan diskriminasi upsh bagi
pekerja/burab faki-laki dan wanita unfuk jenis pekerjasn yang sama;

& Munir Fuady, Op.ciz, Bm, 151
® Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indenesic Berdasarkon Indang-
Undang Nemor 13 Takun 2003, Clira Aditys Bakti, Bandaeng, 2003, bl 74
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¢.  Upah tidak dibayar apabila pekerja/burch tidak melakukan pekerjaan
{no work no payy,

d. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap;

e. Tuntutan pembayaran upah pekerja/burub dan segala pembayaran
yang tmbul dari hubungan kerja menjadi  kadaluarsa  setelah
melampaui jangka waktu 2 {duz) tahun sejak timbulnya hak®.

Dengan terjadinya pailit atau dengan telah dinyatekannya pengusaha
sebagai Debitor Pailit maka akibat hukum bagi pekega atau burubh dapat
berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)®. Dengan demikian maka ketika
terjadi kepailitan yang perfama terkena damipak adalah pekeria atau buruh,
yaitu dilakukan PHK, vang tentunya berdampak peda tidak adanva
penghasilan untuk mencukupi kebutuhan, Mencari pekerjaan baru bukanlah
hal yang mudah sementara kebutuhan untuk bertahan hidup setigp harinya
harus tetap dipenuhi.

Suatu perusahaan yang pailit dapat saja memang tidak mampu untuk
membayar kreditornya sehingga dapat pula perusshasn tersebut mempunyal
utang upah pula terhadap pekerjanya.

Dalam hal ferjadi pailit tersebut, maka Bab X UU Ketenagakerjasg
vaitu pada Pasal 95 ayat (4) dan Penjelasannya ielah mengatur perihal
kedudukan utang upsh Pekerja atau karyawan Debitor Pailit sebagai berikut:

{4} Dedam hal perusehaan dinvotakan pailit atau dililuidasi

berdasarfan peraturarn perundang-undangon yvang berlaku,
rgka upah  dan  hak-hak  lainmya  dari  pekerjo/buruh
merupakan wtang yang didohulukan pem-bayarannya,

“ Ihid
&3 Pxalam Pasal 165 disebutkan bshwa pengusaha dapat melzkokan pemutsses hubungan

kega terhadap pekeria slou bursh karena perusshean pailit, dengan ketentusn pekejafburah berbak
aias vang pesangon sebesar | (satu} keli keteotuan Pasal 136 ayat (2}, vang peaghargaan masa keria
sebesar | (satu kalt ketentuan Pasal 136 ayal (3) dan upng penggantinn hak sesual ketentuan Pasal 156
ayat (4)., terdapat dalem Lalu Husni, Pengamtor Hukum Ketenagakeriaan Indonesia, Raja Grafingo
Persade, Takartn, 2005, iim 177
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Penjetasan Pasal 95 ayat (4}

Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah  upah
pekeriatburuh harus dibayar lebih dobndu dari pada wang
fainrva,

Sesuai Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka pembayaran
ulang vpah pekerja harus didahulukan dari utang laionya. Yang kemudian
menjadi rancu adalsh utang upah pekerfa tersebut harus didahulukan darn
utang yang mana karena dalam UU Kelenapgakerjaan hanya disebutkan
bahwa utang upah pekerja didahulukan dart otang lainnya.

Apakah utang upah pekexia dapat lebih tinggi dari utang hak jaminan
kebendaan?

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata bahwa hak istimewa adalah hek
vang oleb undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang schingga
tingkatnya lebih tinggi davipada orang berpiutang lainnya, semata-mata
berdasarkan sifat pintangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi
daripada hak istimews, kecusli dalam hal-hal di mana oleh undang-undang
ditentukan sebaliknyva. Selanfutnva dalam Pasal 1135 KUH Perdata
dinyatakan bahwa diantara orang-orang berpiutang yang diistimewakan,
tingkatannya diatur mepurut berbagai-bagai sifat halchak istimewanya,
sebagai berikut:

V1Y antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan,
tingkatannva diatyr menwrut berbugai-bagai sifat hak-hak
istimewanya ™

Mana yang harus didaholuksn dari berbagai sifai hak istimews
diatur dalam Pasal 1138 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak-hak istimewa nda yang mengenai benda-benda tertentu
dan ada yang mengenai selurub benda, baik bergerak maupun
tidak bergerak Yang pertema didahulukarn daripada yong
tersebut terakhir”

Upah pekeria atau burph fermasuk dalam hak istimewa atas semua
benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya, sehingga kedudukannya

Universitas Indonesia

Kedudukan Utang..., Wilma lka Dewi, FH Ul, 2009



57

adalsh setelah hak istimewa yang mengenai benda-benda tertentu. Dengan
dikelompokkannya upah pekerja atau buruh dalam hak istimewa atas benda
pada umumnya {general statutory priority) sebagaimana diatur dalem Pasal
1149 KUH Perdata, maka KUH Perdata tolah menempatkan kedudukan
utang upzh pekerja pada urutan ketiga setelah kreditor pemegang hak
jaminan kebendaan, dan kreditor hak istimewa atas barang tertentu.

Adapun uwrub-urutan priorias tagiban yang termasuk dalam hak
mendahuly atau diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak
pada wnumnya adalah ssbagai berikut:

a, Biaya-biaya perkara, yang seémata-mata dischabkan pelefangan dan
penyelesaian suaty warisan; biayas ini didahulukan daripada gadai dan
hipotik;

k. Biaya-biaya penguburan;

¢. Biaya pengobatan dan perawatan;

d. Upah para burub;

e. Pmtang karena penyerehan bahan-bshan makanan selama 6 {enam)
buias terakhin;

f. Piutang parma psngusaha sekolah berasrama selama 1 {satu) tahun
terakhir;

g. Plutang anak-anak yang belum dewasa dan orang dalam pengampuan
terhadap wali dan pengampu atas mengenai pengurusan mereka,

Namun demikian, UUK PKPU dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan
bahwa utang upah pekerja merupakan utang harta pailit (esfate debts),
dengan demikian maka Kurator harus memasukan ufang upah pekerja
sebagai utang harta patlit, Adanya pengakuan dari undang-undang ini tidak
banyak membanty apabila dalam suatu kondisi dimana hanta pailit tidak
cukup memenuhi jumlah utang vang ada, dan sebagian besar keeditor adalah
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kreditor separatis stau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan untuk

memenuhi utang pajak.

Mengenal apgkah upah buruh dapat mendahulu dari kreditor separatis,
heberapa kali Dalam Putusan No.1§/PUL-YI/2008, Mahkamah Konstitusi
telah mengadili permohonan pengujian mengenal kedudukan kreditor
separatis yang dianggap melanggar hak asasi manosia dalam bal ini adalah
buruh, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apaksh kedudukan
hukum utang upah buruh yang tidak secara tegas (ekspressis verbis)
menyebut sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen dalam UU
Kepailitan dan PKPU, melainkan hanya dalam ULl Ketenagakerjaan, hak-
hak buruh dibayar lebih dahuhu,

Selain itv menurut Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara vang
sama, bahwa apebila temyasta seluruh harta perusahsan habis untuk
membayar kreditor separatis, schingga upah burvh atau pekerja tidak
terbayarkar, maksa dibutubkan campur iangan negara untuk mengatasi
keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret seria
menutup celah kelemahan hudann dengan mengatur hubunpan antara buruh
dan debitor dalam U Ketenagakegaan melalui berbagal kebijakan sosial
yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukem terhadap hak-hak
buruh atan pekerja terpenvhi pada saat debitor dinyatakan pailit.

Menurut Elijana Tansah dalam Seminar Nasional Kepailitan Tahun
2008, dapat sajz kita meniru Australia vang menempatkan utang upah burch
mendahulu dari utang pajak, namun tetap tidak bisa mendahulu dari kreditor
separatis™,

Utang buruh atan pekerja mendahule dari utang pajak, dengan
pertimbangan sebagai berikut:

® Disampaikan dalam Seminar Nasional Kepsilitan vang disclengewrakan oleh USAID in
ACCE Profest dan AKPI
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a. Pailitnya suatu perusahaan akan berdampak langsung terhadap nasib

burubh yang bekerja pada perusahaan tersebut;

b. Adanya prinsip pengupahan “no work no pay” yang berarti ketika

“warker work must pay”'.

¢. Pajak bukan merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara, namun
upah merupakan satu-satunya sumber penerimaan buruh yang didapat
dari pckerjaannya i, Negara memperoleh pajak dengan “miemaksa™
wajib pajak dengan kontraprestasi secara tidak langsung, sedangkan
buruh mendapatkan upah dengan melakukan pekeriaan terlebih dabulu.

d. Negara tidak aksn bangkrut hanya karena tidak mendapatkan pelunasan
utang pajek dari penanggung pajak pailit

¢. Upah merupakan hak konstimisional sebagaimana diraksad dalam Pasal
28D UUD 1945, dan juga merupakan hak burah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 Undanp-Undang Ketenagakeriaan.

f. Selain itu, negara masih dapat memungut pajak darl wajib paiak fain
yang termasuk tidak dalam keadaan pailit (produktif), sedang buruh
hanya dapat menuntut upah dari majikannya.

Demikian pentingnya spal bureh bagi kebidupan buruh, yang mana
hak asasinya teiah dituangkan secara jelas dalam konstitusi nepara kita.

Demikian pula di Amerika Serikat, walaupun termasuk negara
kapitalis, namun kedudukan upah buruh dianggap penting dan diprioritaskan
dari utang pajak, hal tersebut dapat dilihat dardi kasus [1US.C.
(Supp.V, 18583104 (2) yang telah menempatkan upah burch dalam prioritas
kedua dan utang pajak dalam pricritas keempat,

“ The debts to have priovity... and the order of paymens, shall
be... (2} wages and comnrissions, nof o exceed 3600 to cach

claimant, which have been earned within three months before the
date ¢f the commencement of the proceeding, due to workmen ...
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(4} taxes fegally due and owing by bankrupt to the United
States, "

4.3 Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator

Pada prinsipnya tugas umum dari Kurator adalah melakukan

pengurusan dap/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan
tugasnya seorang Kurator bersifat independen terhadap Debitor dan
Kreditor. Dalam UUK PKPU banyak diatur mengenai apa- yang menjadi
hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan khusus Kurator, antara
lain yang texpenting sebagai berikut®®;

3.

Tugas kurstor secara umum adalah melakukan pengurusan danatau
pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat €1) UK PKPU; Tugas ini sudah
dapat dijalanken scjak tanpgal putusan pernyatasn pailit walaupun
belum in-kracht. (Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU);

Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketipa dengan syarat bahwa
pengambilan  pinjaman  semata-mata  dilakvukan dalam  rangka
meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UUK PKPLY;

Terhadap pengambilan pinjaman pihak ketiga, dengan perseiujuan
Hakim Pengawas, kurator berwenang untuk membebani harta pailit
dengan hak tanggungen, gadai dan hak agunan lainnya (Pasal 6% ayat (3}
UUK PKPUY

Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin hakim pengawas
kecuali untuk hal-hal terientu (Pasal 69 ayat (3) ULUK PKPUY

Kewenangan uniuk menjual agunan dari kreditur separatis setelak 2
(dua} bulan insolvensi {Pasal 59 ayat (1)) atau kurator menjual barang
bergerak dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3)). Ataupun membebaskan
barang aguran dengan membayar kepada kreditur. sepapatis yang

% Munir Fuady, Op.oir, him, 44
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bersangkutan jumiah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang
dijamin dengan barang sgunan tersebut (Pasal 59 ayat (3) UUK PKPUJ.

Kewenangan uniuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit
(persetujuan panitia kreditur atau hakim pengawas jika tidak ada panitia
kreditur) walaupun putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi
atau peninjauan kembali (Pasal 104 UUK PKPU);

. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi
{persetuiuan hakim pengawas) (Pasal 107 ayat (1) UUK PKPL;

. Kewenangan uniuk menerima atau menolak permohonsn pihak kreditur
atsu pihak ketiga untuk menganpkat penangguhan atan mengubah
syarat-syaral penangguban pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan,
gadai atau hak agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2) UUK PKPU);
Melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pembergsan
(Pasal 201 UUK PEPLY;

Hak kurator atay imbsalun jusa (fee) yang ditetapkan dalam putusan
pernyatzan pailit oleh hakim yang berlandaskan pads pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Kebaliman (Pasal 75 juncto Pasal 76 UUK
PKPU).

. Tugas, hak dan kewajiban lain yang diatur dalam UUK PKPU dan
peraturan perundangan lainnya,

Demikian beberapa tugas penting Kurator, yang pada pokoknya

adalah penpurusan dan pemberesan harta pailit. Menjadi salah satw

kewenangan Kurator yaitu dapat menjual harta pailit pada “izhap tertentu”
dengan “alasan ferfenty” yang salah satunya adalab untulk menutupi Ongkos
atau Biaya Kepailitan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 107 UUK
PKPU sebagai beitkut;

(1} Atas  persetyjuan  Hakim  Pengawas, Kurator dapat
mengitihkan harta pailit sefaul diperlukoan untuk menutup
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biaya  kepailiton atan  gpuabila  penahencwnva  ckan
mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terfiadap
putusan pailli diajukan kasesi atau peninjauan kembali;

{2} Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1)
herlaku terhadap ayat (1).

Dengan demikian maka pelunasan hiaya kepaiiitan dan imbalan jasa
kurator merupakan hal penting dalam kepailitan, ditetapkan dalam hal
pembatalan; pencabutan putusan pailit dan berakhimys kepailitan, Passl 17
ayat (2) UUK PKPU mengatur perihal penetapan biaya kepailitan dan
imbalan jasa kurator dalam perabatalan putusan pailit sebagai berikut;

Pasal 17 UUK PKPU

“Majelis hakim yang membatalkan putusan peraytaan pailit fuge

menetapkan biava kepailiten dan imbalan jasa kurator”.

Penetapan biava kepailitan dan imbalen jasa Kurator jugs dilakukan
oleh Majelis Hakim yang memerintabkan  pencabutan  kepailitan.
Pencabutan kepailitan distur dalam Passl 18 ayat (1) UUK PKPU sebagai
berikut: :

(1) Dalam hal harta pailit tidek cukup untuk membayar biaya
kepailitan maka Pengadilun atas uswl Hakim Pengowas dan
setelah mendengar panitia Kreditor sementara fika ada, seria
seielafrmemanggil dengan soh atau mendengar Debitor, dapat
mienmnuskan pencabutan putusan pervyataan pailit,

Pasal 18 ayat (1} UUK PRPU tersebut memperiihatkan pentingnya
kedudukan biaya kepailitan sebapal ukuran dari dapat dilakukannya
pencabutan putusan pernyataan pailit bila harta pailit tidak cokup untuk
membayar biaya tersebut. Selain itu, dalam pencabutan pailit Majelis Hakim
tetap menetapkan jumlah hiaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sesual
Pasal 1§ ayat (3) BUX PKPU sebagat berikut

(3} Majelis hokim yang memeriniahkan pencabutan pailit

menetapkan jumloh biaya kepailitan dan imbalan  jasa
Kurator,
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Biava tersebut kemudian dibebankan kepada Debitor dan harus
didahulukan atas semua ntang yang tidak dijamin dengan agunan, Hal
tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4] , {5) dan (6) UUK. PKPU sebagai
berikut:

(4) Jumiah  biaya  kepailitan dan  imbalan jasa Kurator

sebogaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankar. kepada
Debditor.

{5) Biave dan imbalan jasa sebagaimana dimalsud pada ayat (3)
harus didahulukan atas semua utang yang ftidak dijamin
dengan agunan

(6} Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan
dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tidak dapat digjukan upaya hukum.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (57 UUK PKPU maka dapat disimpulkan
bahwa kedudukan biaya kepailitan dam imbalan jasa Xurator
didahulukan diatas utang yang tidak dijamin dengan agunan. Apakah artinya
biaya kepailitan. adalah s;:te{lah kredifor separatis? Atau sebejum Kreditor
Konkuren?

Demikian pula .dalam berakhimya kepailitan, majelis hakim
menetankan biaya kepailitan dan imbalan jass Kurator yang bersifat finaf
emd binding, yang artinya tidak dapat diajukan upavs hukum. Pembayaran
biaya kepailtan dan imbalan jasa Korator dilaksanakan melalui penetapan
eksekusi oleh Ketug Pengadilan atas permohonan Kurator yang diketshui
oleh Hakim Pengawas sesuai dengan Pasal 18 ayat {7) UUK PKPU.

Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir
dan sesugi dengan pedoman Menteri Kehakiman,
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Ketentuan mengenai iimbalan jasa kurator ini diatur dalam Pasal
75 juncio Pasal 76 UUK PKPU sebagai berikut:
Pasal75
“Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan sereloh Eepailitan
berakhir”,
Pasal 76
“Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkar kepade Kurotor
sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 75 ditetapkan berdasarken
pedonan yang ditetapkan dengan Keputusan Meriteri yang lingkup
tugas don tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-
wndangan”,

Biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator merupakan utang harta pailit
vang harus dikelparkan darf harta pailit. UUK PKPU memberikan, hak
mendahulu bagl biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, yang harus didahulukan daripada keeditor
konkuren, Kemudian dalam Pasal 151 UUK PKPU dinyatakan bahwa cara
pamotongan dari biaya afar ongkos kepailitan dilakukan pada tiap bagian
harta pailit, kecuali benda yang dibebani hak jaminan kebendsan yang
dieksekust sendin oleh pemegang hak berdasarkan Pasal 55 UUK PKPU,

Biaya kepailitan jelas akan tetap dibebankan pada harta pailit, karena
tidak ada sumber pembiayaan lain selain harta pailit Negara juge tidak
menysdiakan dana untuk itu, Biaya kepailitan dibebankan pada tiap bagian
harta pailit. UUK PKPU memberikan kedudukan uniuk biaya kepailitan dan,

imbalan fasa kurator mendahulu dari kreditor separatis, yang berarti dengan
kedudukan lebib tinggi dari kreditor kankuren.

Bagaimana kedudukan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator
dibandingkan dengan utang pajak? Perlu dipertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut:
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a. Biaya kepailitan merupakan akibat dari adanya pemberesan tagihan dan
harta pailit schingga keberadaannya adalah mutlak ads dalom sustu
kapailitan;

b. Kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan, mendapatican
perbayarsn jasanya dari harta pailit saja. Pembayaran imbalan jasa
kurator merupakan hak kurator yang telah melaksanakan pekerjaannya
melakokan pengurusan harta pailit,

¢. Jika hak mendahulu imbalan jasa kurator dikesampingkan, maka- tidak
akan ada kurator yang melakukan pengurusan dam pemberesan harta
pailit dengan tanpa dibayar, dengan demikian maka akan berakibat pada
tidak berjalannya mekanisme kepailitan ita sendist.

44 VUtang Pajak

Pajak menurut Rochmat Sumitro adalah furen rakyat kepada Kas
Negara berdasatkan undang-undang (vang dapat dipaksskan) dengan tiada
mendapat  jass timbal balik (kontraprestasi} yang langsung . dapat
ditunjultkan dan vang digunakan untuk membayar pengeluaran umum®.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Dirubah
Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun-2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya disebut ULJ KUP, telah
memberikan. pengertian Pajak vaitu kontribust wajib kepada negam yang
terutang oleh orang pribadi atan badsn vang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalsn secara langsoung dan
digunakan untuk keperivan nepars bepi sebesar-besamys kemakmuran

rakyat@

? Tony Marsyahul, Pengantar Perpajekan, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarts, 2005,
him 2

¥ Undeng-Undang Nomor 28 Tabun 2007, Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 2608, Pasal T Angka 1
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Timbuinya utang pajak dapat dilihat menurut Ajaran Material dan
Formil. Menurut Ajaran Material timbulnya utang pajak karena berlakunya
undang-undang perpajakan, bukan karena adanya ketetapan Pajak.
Sedangkan menurut Ajaran Formil, yang menimbulkan timbulnya utang

pajak adalah karena peristiwa, perbuatan (fatbestand).

Untuk mengenali mengenai kamkteristik pajak dapat dilakukan
dengan mengenali definisi atau pengertian mengenai pajak yang diberikan

oleh para §a1jana7’, sebagai berikut:
a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalzh peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan ”surplus”nya digunakan untuk
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public

investment.
b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan nomma-norma hukum, guna menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum.
c. Prof. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang akan dipaksakan) yang
terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak' mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.

"1 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bendung, 2003,
him. 3-6. Lihat juga dalam Y. St Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta,
2006, him.2-4.
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Prof. Dr.Smeets

Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terhutang melalui norma-
norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adatah

untuk membiayai pengeluaran pemerintah,

Dari pengertian pajak yang dikemukakan oleh para sarjana, dapat

disimpulkan ciri atan karakteristik pajak sebagai berikut:

4.

Pajak dipungut berdasar adanys undang-undang sisupun persiuran
pelaksanaannya;

Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang éapa;t
ditanjakkan secara langsung;

Pemunpotannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun
pemeriniah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul {stilah pajak
pugat dan pajak daerah;

Hasfl duri uvang pajak dipergunskan untuk membiayai pengeluaran~
pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutid maspun pengeluaran
pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya
dipergunakan untuk public investment.

i samping mempunyal fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana
dari rekyst ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga
mempunyai fungsi vang lain, yakni fungsi mengatur.
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Disamping memiliki karakieristik seperti tersebut diatas, pajak
mempunyai unsur-unsur vang sama dengan pungutan lainnya, vosue pajak
menurut Rochmat Soemitro’ adalah:

a. Magyarkat (kepentingan umum);

b, Undang-Undang;

¢. Pemunpgut Pajak ~-Penguaza Masyarakat;
d. Subyek pajak — Wajib Pajak;

e. Obyek pajak ~ Tatbestand;

f Surat ketetapan pajak (fakultatif).

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan
obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib
mendaflarkan diri pada. kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak™. Setiap wajib pajak wajib
membayar pajak yang fterutang sesual dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanys surat
ketetapan pajak.

Utang pajak polunasapnya dapat dipaksakan secara langsung dengan
cara~cara vang dilindungi oleh hukum™.

Berakhimya utang pajak dapat melalui beberapa cora, salah satunya
yang sudah jelas adalah melalui pembayaran, sedang cara lainnya adalah
kompensasi, daluwarsa, pembebasan, penghapusan, penundaan penagihan,

2y, 8n Padyataioko, fhid

h Lemberan, Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 28, Pasal 2 ayat (1) Unduang.
Undang Nomer 6 Tabun 1983 Sebagaimana Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007

¥ R. Santoso Brotodikardio, Op.cit, lim.113
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Pembayaran dalam hukum pajak adalah pembayaran dengan matz nang
negara pemungut pajak’. Dalam mefakukan pembayaran pajak tersebut,
tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pefaporannya, seria tala cara
mengangsur dan menunda pembayaran pajak. distur dengan Keputusan

Menteri Ke&zaagan%ﬁ

Dalam hubungan hukum perdata, setiap perikatan selalu terdapat
sekurang-kurangnya seorang kreditor, dan di antara mereka terdapat suaty
hubungan huksm, Bagalmans hubungan hukum dalam utang pajak? R.
Santose Brotedibardjo menjelaskan mengenal hubungan hukum dalam
paiak, yang kesimpulannya bahwa, sekalipun perikatan antara negaea, dan
yang berutang pajak didasarkan atas hukum publik, samun persamaannya
dengan perikatan-perikatan yang divraikan datam Buku I KUH Perdats
adalah besar’’. Menurut Prof. Scholten bahwa hukum perdata dipandang
sebagai hukum wmuwm, yang meliputi sepala-galanya, kecuall jika hukom
publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang daripadanya’™.

Kitsb Undang-Undang Hukum Perdata telash menempatkan uiang
pajak untuk didahulukan daripada kredifor lainnya sebagaimana diatr
dalam Pasal 1137 KUH Perdata sebagai berikut:

“Hak dari Eas Negore, Ketor lelang, dan lain-lain badan uvmnm

yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didakulukan, tertibnya
meluksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak
tersebut, diatur dalem berbagai undang-undarg khusus yong
mengenai hal-hal it

H
2 1bid him &
* hid, wln 326
7 1bid him 115

= thid
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Dengan demikian maka menurut Pasal 1137 KUH Perdata tersebut
maka kedudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak
mendahulu yang merujuk pada pengaturan dalam undang-undang khusus,
yaitu Undang—'Undang Perpajakan. Sebelum membahas mengenai
bagaimana Undang-Undang Perpajakan mengatur mengenai kedudukan
utang pajak dalam kepailitan, perlu kita lihat mengenai utang dalam
kepailitan.

Dilihat dari definisi Utang dalam UUK PKPU secara luas, utang
merupakan kewajiban yang dapat timbul dari perjanjian atau dari perikatan
karena undang-undang.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut
Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-
undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk
menyetorkan sejurmnlah. penghasifan tertentu kepada negara, dimana negara
mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus
dipergunakan . untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan
hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan
undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi
fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar
pajak.

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Jadi setiap pajak yang
dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak
mungkin ada pajak yang dipungut tidak dengan undang-undang.

Dalam Pasal 23A UUD 1945 tersebut, yang merupakan sumber
hukum formal dari pajak, di dalamnya tersirat falsafah. pajak yang

" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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mendalam. Mengenai dasar falsafah pajak. H. Rochmat Soemitro
menyatakan bahwa pajak merupakan peraliban kekayaan dari rakyat kepsda
Pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat
ditunjuk®”. Peralihan kekayaan yang demikian itu, dalam kata-kata sehari-
hari hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, peéncopetan, atan
pemberian: hadiah dengan sikarela dan tanpa paksaan™. Maka supaya
perliban kekayazn dari rakyat kepada Pemerintah tidak dikatakan sebagai
perampokan - atau pemberian hadiah sedara sukarela, maka disyaratkan
bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan rakyat
terlebih dahulu®. Lembaga perwakilan sebagai pembentuk undang-undang
merupakan representasi dari rakyat, sehingga ketika sustu rancangan
undang-undang teomasuk undang-undang pajak dianggap felsh disebijui
rakyat jika telah diandangkan gleh DPR.

Falsafah yang dikandung dalam Passl 234 UUD 1945 sshagaimana
dimaksud sama dengan falsafah pajak yang dianut di Inggris yang berbunyi
“No Taxation Without Represemtarion” dan falsafah pajak di Amerika
Serikat yang berbunyi “Taation Without Represgntation is Roberry™?,

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa uvtang pajak
muncul berdesarkan undang-undang yang menimbulkan perikatan kepada
warga negara untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga dengan
demikian utang pajak dapat masuk dalam lingkup utang dalam kepailitan
yang luas, yailu utang yang timbu! karena undang-undang.

¥ 1. Rochmat Soemitre dan Dewi Kania Sugibarti, Asas dan Dasar Perpajokan, Refika
Aditama, Bandung, 2004, him, &

8 1vid
2 Ibid
™ 1bid
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Kembali pada Undang-Undang Perpajakan yang meagatur mengenai
pembayaran utang pajak dan hak mendahulu dari negara adalah Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentnan Umum dan Tata Carg
Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang
Nomaor 28 Tahun 2007 selanjutnya digebut UL KUP.

Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations memberikan
pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu memenubi rasa keadjlan, harus
memenuhi empat syarat sebagai berikut™:
equality and squity;
zzeﬁaf}:{}t;

cenvenience af payment;

S -

sconomic of coliection.

Equalily stsu kesamaan dalam sistem perpajaskan lazim disebut
diserimination yang actinya setiap orang, baik warpa negara asing sfau
Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperiakukan samg
dan dikenakan pajak yang sama besar™. Dalam penyusunan undang-undang
perpajakan harus memenohi syarat perundang-undangan dan menganul
sistem tertentu dan dfutanakan keadilan serta kepastian hukum. Kepastian
frukum berarti bahwa makna kelimat dan makna istilah harus tepat, tegas
dan tidak ambiguitas ataupun memberikan kesempatan untuk ditafsirkan
lain daripada yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang®®,

Certainty atau kepastian hokum adalah tujuan setiap undang-undang,
Sedang convenience of payment artinya adalah pajak harus dipungut pada.
saat yang tepaf, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan

4 rhid bl 14
8 rhid, him. 18

8 rhid
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membuat wajib pajak convenience™. Syarat selanjutnya adalah economic of
collection, yang artinya bahwa dalam membentuk peraturan perundangan
wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil
dibandingkan dengan uang pajak yang masuk®*,

Dalam peraturan mengenai perpajakan, hanya diatur secarz formal
atau pokok-pokoknya saja dalam uﬁdang-undang, dan pelaksanaannya
diberikan kepada pejabat pelaksana dengan diberi wewenang untuk
membuat peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia, hukem pajak formal
pokok-pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terskhir
diubah denpan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, selanjutnys disebut
UL KUP.

UU KUP sebagal daser hukum formil perpajakan telah mengatur
mengenai penagihan pajak. Dasar den sarana administrasi bagi Dircktur
Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak berdasarkan Surat
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat! Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keheratan, Pytusan Baoding, yang menyebabkan jumlab pajak
yang haras dibavar bertambah,

Suatu utang atau tagihan pajak harus dilunasi oleh wajib pajak atan
Penanggung Pajaik. Dengan adanya tagihan pajak, negara mempunyai hak
mendahulu  ontuk tagihan  pajak  tersebut atas barang-barang milik
Penangpgung Pajak. Hak mendahulu tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1)
UU KUP vang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Negara mempuryai hak mendahulu untuk wlang pajok atas
barang-barang milik Penanggung Pajak”.

ST Ihid Whn.25

* mid hlm 26
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Adspun maksud dari adanys hak mendahulu negara ini dijelaskan
lebih lanjut dalam Penjelasan Passl 21 ayat (1) UU KUP, yaitu untuk
menetapkan kedudukan negarg sebagal kreditur preferen vang mempunyal
hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang aksn
dilelang di muka umum. Pelaksanaan hak mendahulu negara atas utang
pajak tersebut adalah dengan dilakukan. pembayaran atas utang pajak
terlebih dahulu, pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang
pajak difunasi. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak,
sanksi adminisirasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan .
pajak.

Dengan adanya perubahan pada UU KUP, khususnya Pasal 21
mengalami- penambahan ayat vaitu ayat (3a), yang menyatakan bahwa
dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, maka kurator atau orang atau
badan yaz;g ditugasi untuk melalaukan pemberesan dilarang membagikan
harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditur
lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untok membayar utang pajak
Wajib Pajak tersebut,

Namun demikian hak mendahulu negara telah dikecualikan untuk
didshulukan sebagaimana distur dalam Pasal 21 ayat (3) vang menyatakan
bahwa kedudukan utang. pajak adalsh mendahulu dari hak mendahulu
lainnya kecuali biaya perkara yang homya disebablon olgh  suatu
penghukuman untuk melelang swotu barang bergerak dan/atau burang tidak
bergerak, biaya yang telah dikeluarkem umtuk menyelamatkan barang
dimaksud; dan/otau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan

dan penyelesgion suats warisan,

Sebagaimana teleh disebutkan scbelumnya bahwa rmengenal Hak
Kas Negara sebagaimana disebut dalarn XUH Perdats harus didahulukan,
datam pelaksanaan hak mendahulunya diatur dalam Undang-Undang, vaitu
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UU KUP. UL KUP memberikan kedudukan mendahulu untek wtang pajuk

kecuali atas biaya perkara pelelangan atau penyelesaian warisan.

U0 KUP telah memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak
melebihi kedudukan semus kreditor dalam kepailitan, termasuk hak jaminan
sebagaimana dampalnya telah diuraikan sebelumnya, dan juga mendahulu
dari buruh dan biaya kepailitan serta kreditor konkuren. Adanya kebijakan -
ini mesti ditinjau ulang karena selain telah merampas hak kreditor
pemegang hak jaminan (walsupun ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP
tidak efektif berlaku untuk kreditor hak jaminan}.

Utang pajak tidak dapat menerapkan hak mendahulunyas atas utang
denpan hak jaminan kebendaan atas dasar pertimbangan scbagai berilkut:

#. kedudukan negara sebagai kreditor preferen dan adanya hak mendahulu
atas utang pajak tidak dapat melepaskan hek jamdnan yang sudah
melekat pada benda yaog dijadikan obyek jaminan, sehingga kreditor
pemegang hak jaminan tetap berhak mengambil peiunas&n teriebih
dahulu atas benda tersebut,

b. Hak untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan oleh kreditor diakui
oleh UUK PKPU, kreditor dapat melskukan cksekusi dan dia tidak
melakukap pelanggeran terhadap peraturan perundangan, baik UUK
PKPU maupun UU KUP,

¢. Terhadap ketentuac Pasal 21 ayat (3a) UU KUP, ketika eksekusi atas
harta debitor vang dibebant oleh jaminan, sksekusi tersebut dilakukan
oleh Kreditor it sendiri, bukan oleh Kurator. Bahkan ketika penjualan
harta debitor yang dibebani hak jaminan dilskukan Kurator maka
Kreditor tetap berhak atas pelunasan utangnya, dengan dibebani biaya

kepailitan.
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Lalu bagaimana kedudukan hak istimewa utang pajak dibanding
dengan ut:&ng kreditor preferen lainnya, yaitu burvh dan biaya kepailitan dan

imbalan kurator?

Di banyak negara selama bertahun-tahun negara diberikan hak yang
istimewa dalam hal kepailitan, namun selama lebih dari dua puluh tahun
beberapa yurisdiksi telah mempertanyakan hak istimewa tersebut, dan
meneliti secara mendalam biaya yang ditimbulkan dan manfaat serta pijakan
moral dari kebijakan tersebut™.

Adanya kebijakan hak mendahulu dari seluruh harta debitor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU KUP, dan terkait dengan adanya
kreditor  lain, seperti bursh dan  biaya kepailitan maka perlu
dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berkut:

a2 Kreditor separatis jelas tidak akan man melepaskan hak jaminan
kebendaan vang melekat pada harts benda debitor untuk dizmbil
pelunasan terlebih dabulu untuk utang pajak, selain itu berbagai
instrumen dalam hak jaminan kebendaan telah dibuat untuk kepastian
hukum pelunasan utang kepada pemegang hak jaminan kebendaan;

b. Jumiah dana yang didapat dari pelunasan uvtang pajak dalam kepailitan
sangatiah kecil dibanding pendapatan lainnya. Selain it para debifor
pailit dapat saja dalam keadaan tidak mampu membayar termasuk viang
pajak. Lebih batk pensgihan pajak diutamakan pada wajib pajsk lain
yang mampu membay_ar pajak.

¢. Kreditor enggan menyelesaikan piutangnya melalul kepailitan karena

adanya kebijakan mendahulu untuk utang pajak, yang manza jurlahnya
dapat signifikan mengurangi pembayaran kepada kreditor non separatis,

* Danfe! 1. Flitzpatrick, Hukum Kepailitan dalam Hukum Intemasionzl, disampaikan dalwmn
seminar nasional kepailitan tashun 2008, USAID in ACCE Project & AKPE
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d. Jika harts pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang, maka jika
hat mendahulu untuk utang pajak tetap dileksanakan maka buruh dan
kreditor konkuren tidak akan mendapatkan sepeserpun  rupish,
sehagaimana hal-hal vang perlu dipertimbangkan telah dipaparkan pada
bagian utang upah pekerja.

4.5 Utang Kreditor Konkaren

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para
kreditor lain secars proporsional, atau disebut juga sebagai pari passu pro
rate parte, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan
mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani
dengan hak jaminan®', Kreditor konkuren atau Unsecured Creditors adalah
kreditor selain kreditor preferen dan kreditor dengan hak istimewa, Sesuai
Pasal 1136 KUH Perdata, semuna orang berpiutang yang tingkatnya sama
dibayar menumt keseimbangan. Demikian pula dinyatakan oleh Jerry Hofl
dalam Indonesian Bankruptey Low, bahwa kreditor konkuren adalah
kreditor paritas creditorion, sccara lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Unsecured creditors are paritas creditorum creditors; they do
not have priority and will therefore be paid, if any proceeds of ihe
bhankeruptcy estate remain, after all the other creditors hove
received puyment. Unsecured creditors are reguired to present

their claims for varification o the receiver and they are chrged a
pro rata parie share of the cost of the bankruptey’>”

Dengan adanva jenis kreditor preferen dalam kepailitan, dapat
menyebabkan kreditor konkuren hanya dapat menerima sejumlah persentase
kecil dari jumlah tagihan.

* Sutan Remy Sjshdeinl, 542 him. 280
7 Yerry Hoff, Up.git, Mim, 117
b Jerey Holf, Bhid delam bakunya Jemry Holl menyatakan: In practice, there are mony

creditors with o preferred position, Thergfore, in general the unseured creditors will only receive a
small percemtage of their claims as a dividend,, Ibid
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“A special group of wwecured creditors are the subordinated
creditors. Subordination is an agreement whereby one creditor
{the subordinated or junior creditor} of the borrower agrees rot to
be paid wntil another creditors {the senior creditors) is paid in full.
Basically, two types of subordination exist.

Pavment can be made on the junior delt wail the borrower’s
liguidation or wuniil the commencememt of an  inselvency
proceeding {for example bond issues); no payment may be made at

all on the junior debt until the senior debt has been paid (for

example shareholders loans)™.

Demikian]ah kedudukan kreditor konkuren menempati kedudukan
paling akhir diantara kreditor preferen dan separatis, yang artinya pelunasan
atas piutangnya adalah setelah pintang kedua jenis kreditor tersebut dilunssi,
dan pelunasan piutang kreditor konkuren tersebut dilakukan pembagian

secara proporsional di antara mereka.

Dari uraian mengenai priorilas pembayaran kreditor dalam kepailitan,
selain urutan sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:

a. KUH Perdata memang telah menyebut mengenal kedudukan prioritas
pombayaran utang kepada kreditor, namun tidak ada ketentuan yang secara
spegifik mengatur mengenai prioritas pembayaran ulang dalam kepailitan;

b. Ketentuan di KUH Perdata yang sifataya terbuks, teleh “membiarkan™ adanya
peraturen perundang-undangan yang mengatur kedudukan utang masing-
masing kreditor sebagal bak mendahulu, yang tentu saja tfidak jelas
prioritasnya sate  sama  lain. Misalnye adanya Undang-Undang
Ketensgakerjaan dan Undang-Undang Ketentvan Umum dan Tata Cara
Perpalakan.

¢. Adanya kebijakan bidang perpajakan dalam hal penagihen pajak dan
penyitaan terhadap barang dengan hak jamipan, telah mengesampingkan

™ Yerry Hoff, thid
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ketentuan bidang hak jaminan kebendaan yang kepastian hukumnya telah

dijamin dengan berbagal instrumen.

d. UJUK PKPU hanya memberikan sedikit sekali petunjuk mengenai urutan para
kreditor. Penjelasan Pasal 60 ayat (1} UUK PKPU menielaskan bahwa
kreditor yvang dilstimewakan adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Dan dalam KUH Perdata bagaimana
kedudukan tagihan wang paiak terhadap tagihan upah buruh termasuk atas
tagihan istimewa.

e. Dalam menangani prioritas penagihan, perlu dijelasnken urutan prioritasnya
secara felag dalam UUK PKPU. Harus ada keputusan mengenal urutan
prioritas pembayaran kepada kreditor, tidak hanya secara parsial dan terpisah
masing-maging dalam UU Ketenagakerjaan maupun dalam UU KUP, tetapi
tidak  dalam VUK PKPU, maka dalam implementasinya akan
membingungkan.

Perlunya kepastian hukwmn mengenai urutan kreditor dalam UUK PEPU
tentunya harus pula mempertimbangkan faktor perekonomian, pembiavaan dan
jaminan, pengupahan dan perpajakan serta faktor lain yang akan ikut terpengarub.

Perlunya pengaturan mengenal uritan prioritas kreditor secara jelas dalam
UUK PKPU ini sejalan dengan Pedoman Peraturan mengenal Undang-Undang
Kepaiiitan vang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL
Legislative Guide} sebagal berikut:

“Datam hal prioricas dicontumban dalam undang-undang kepailitan
atayu datam hal prioritas yang terdapat dalom undang-undarg lain
selain dari undemg-undang kepailitan diakui dan berdampak terhadap
proses  kepailitan, dikarapka bakwa prioritas-prioritas  iersebut
dinyatakean  secara eksplisit aau dirujuk dalam undang-undeng
kepailitan (dan bila sperlzz dibuatkan urutan pricritasnya dengan
tagihan-tagihan lain)™ ",

* International Legislative Guide on Insolvency Law, 2005, bim.21, diundubh dari
vavw uncitral org/pd Fenplish/texts/insolven/05.80722 Ebook.pdf,  tejemahan  ferdapar  dalam
Prosiding Seminar Nasional Kepailitan Tabmn 2008,
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PENYELESAIAN UTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN

1 Sistem Pemungutan Pajak

Pajak mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bernegara, baik
sebagal sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran negara, pajak juge
dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud
dengan pajak. Salab sate definisi pajak vang dikenal adalah definisi pajak vang
dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro sebagai berikut';

"Pujak adalah furan rakyat kepoda kas negara (peralihum kekayuon

dari sektor partikeliv ke sekior pemerintah} berdasavkan Uwndang-

Undang {dapet dipaksakan} dengan tiada mendapat jusa timbal balik o
{tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan vang digunakan '
untuk membiayei pengeluaron waum”

Defingsi terssbut kemudian discmpurmnakan menjadic

“Pajuk adelah peralihan kekayaon dari pihak rakyat kepade kas negara
uniuk membiayal pengeluaran ratin dan “surplusnya” digunakan uniuk
“public saving” yang merupgken sumber uttma untuk membiavai

“public invesment””
Definist lain dikemukakan oleh 8.1 Diajadiningrat sebagai berikut:

“Pajok adalah suatu kewaiiban menyerahkan sebagien daripada
kekayaun ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

' Achmad Tjahjono dan Mubarmmad Fakhei Husein, Perpgiokam, UPP AMP YKPN,
Yogyakarta, 2000, him. 3,
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dipaksakan, tetopi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelikara kesejahteraan umum™.?

Pengertian atau definisi Pajak juga dikemukakan oleh Prof. DR. P.J.A
Adriani adalah sebagal berikut:

“Pajak adalah furan kepada negara (yang dapat dipaksakar) yang

ferutang oleh yong wafib membayarnya menuryt peraturan-peraiuren,

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk

dan yang gunonya gdalah untuk membiavai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung dengan fugas negara wutuk menyelengparakon
pemerbianan’.

lika dilihat dari berbagai pengertian pajak yang diberikan oleh paker
sehagaimana tersebut diatas, meka pengertian yang diberikan oleh Profl Dr,
Rochmat Soemitro menitikberatkan pada sudut pandang hukum, dimans pajak
didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang vang
mewajibkan seseorang yang memnbhi syarat-syarat vang ditentukan oleh
Undang-Undang (Taatbestand) untuk membayar sejumlah vang ke Kas Negara
yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung depat

? hid. Yalam bukunya, penulis menark kesimpulan menganai ciri-cirl yang melekat pada

pengentian palak darl definisi paisk vang telah dikemukakan oleh Prof Dr. Rochmat Soemitro dan S.1,

Diaiediningrat sebagat berikat:

a. Paiak dipungut oleh nogaca fpermerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan
Undeng-Undaog serta aturan pelaksanzanya;

b, Dslam pembayaran pajalepaink tidsk depat ditunjukkes sdanya kontra prestast individo oleh
pemeniniash sian tidak ade hubungen langsung antars jumleh pembayersny pajek dengen kontrs
prestasi secars individs

o, Penyelengearsun pemerintah secara umum merupakan kondra prestast dard negars;

4. Diperantukkan bagd pengelusran rutin pemerinizh jiks masth sucplus digunaken antuk “aubdlic
inveshment”

e FPafak dipungot discbabkan asdanya suste keadaan, kejadian, dan perbuatan yeng memberikan
kedudukan tertentn kepada sescorang;

{.  Pajak dapat pale mempunyat tajusn vang tidek budgeter vaito mangalur,

Lihat pala dalam bul Drs Mardizsmo yang ber_;ad;zi Perpajokan {Andi Offset, Yopyekarta, 2000,
him, 1}, telah memberikan kesimpulan mengenal unsur-unsur pajak dengan scuan definisi paisk
menwrat Profl D, Rochmat Soemitre, SH, sebagal berikn

8.

b,
c.

d.

Turae rakyat kepads negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, haan tersebut berapa
wang {buken barang;

Pajak dipunguat berdasackar atay dengan kekuatan undang-undang serta sturan pelaksamomnys;
Tanpa jasa tmbal aten kontraprestast darl negara yang secars langsung dapat ditunjuk. Dalam
pembayaran pajek tidek dapat ditunjukkan adanye kontraprestasi individual oleh Pemerintaly;
Digunakan wuntuk membinyai runiab fenpgga nepare, yzkai pongeluaran-pengeluaran vaog
bermanfoat bagi masyacakat luas,
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ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
(rutin dan pembangunan) dari yang digunakan sebagai alat (pendorong atau

pengharmbat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan3.

Dalam pengertian pajak yang diberikan oleh Prof. Rochmat Soemitro
terlihat bahwa pajak dianggap sebagai perikatan sebagaimana dimaksud dalam
KUH Perdata. Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Scholten yang
menyatakan bahwa hukum perdata dipandang sebagai hukum umum, yang
meliputi segala-galanya, kecuali jika hukumn publik telah menetapkan peraturan

yang menyimpang daripadanya®.

Untung Sukardji juga menyatakan bahwa pengertian yang diberikan oleh
Rochmat Soemitro sebagaimana tersebut lebih menekankan pada pajak sebagai
suatu perikatan, dan pada hak dan kewajiban baik yang ada pada masyarakat

maupun negara’.

Administrasi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjuinya
disebut UU KUP, telah pula memberikan pengertian Pajak yaitu kontribusi wajtb
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperiuan megara bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat®.

* Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him. 2

“ Ibid

* Ibid, hlm 3

$ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor ¢ Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum den Tata Cera Perpajakan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2008, Pasal 1 Angka 1
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Sebagai bentuk kontribusi wajib dari warga negara, maka pajak dalam

pemungutannya oleh negara dilakukan berdasarkan swatu hak. Terdapat beberapa

teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut

pajak yang antara lain adalah®;

a?

Teori Asuransi

Negara melindungi kesclamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
Oleh karena itu rakyat hares membayar pajak yang diibaratkan sebagai svatu
premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-
masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin
tinggi pajak yang harus dibayar.

Teori Daya Pikul

Beban pajak uniuk semua orang sama berainya, ariinya pajak harus dibayar
sesuat dengan daya pikul masing-masing orang.

Teori Bakti

Dasar keadilan penmngutan. pajak terletak pada hubungan rakyat dengan

negaranya. Sebagai warga nepara vang berbakti, rakyat barus  selaluy
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban,

Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut
pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyerakat untuk rumah
fangga neogmra. Selanjuinya negara akan menyalurkannya kembali ke
masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahtersan masyarskat. Dengan
demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih divtemakan,

! Mardiasr, Opcit, fim. 3
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Pajak itu sendiri mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu fungsi budgetair
dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair artinya pajak sebagal sumber dana bagi
Pemerintah untuk membiayal pengelugran-pengeluarannya. Fungsi regulerend
artinya pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Pajak dipungut dengan paksa dari warga negers wajib pajak. Agar
pemungutan pajak itu sendiri tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,
maka perungutan pajak harus memenuhi syarat sebagat berikut:

a  Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan);

b Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis);
Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis);

d Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil);

¢ Sistem pemungutan parak harus sederhana.

Pemungutan pajak dilakukan dengan berdasar pada konstitusi yaito Pasal
23A Undangwilﬁééng Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun 1945 vang
menyatakan bahwa Pajek merupskan pungutan vang sifatnya memaksa, bunyi
selengkapniyva adalah sebagai berikut:

“Pajak dan porgutan lain yong bersifat memuaksa untuk keperiuon
Negara diatur dengan undang-undang”.

Dari ketentuan Pasal 23A UUD 1945 tersebut diketabui bahwa pajak
merupakan salah satu bentuk pungutan yang dapat dipaksaksn untuk keperiuan
Negara dengan undang-undang, Yang artinyz walaupun pungutan pajak bersifat
memaksa, pamun tetap tidak boleh melupaknn syarat yaridisnya yaitu pungutan
harus dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangaa atau hukum pajek yang
berlaku. Dengan demikian maka kedodukan hukum pajak merupakan syarat
penting pelaksanaan pungutan pajak yang sesual dengan konstitusi.

* Mardiasmo, Op.cif,, blm 2.

? Muhammad Djafar Saidi, Pembaruas Hikus Fajak, Raja Grafinde Persada, Jakarta, 2007,

him.2
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Pengertian hukum pajak pada paris besarnya dapat dibagi dalam arti luas
dan sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan
pajak. Sedangkan dalam arti sempit adalab seperangkat kaidah hukum tertulis
yang mengatur hubungao antara pejabat pajak dengar wajib pajak yang memuat
sanksi hukem, |

Menurut Rochmat Scemitro, hukum pajak jalah suatu kumpulan peratoran
yang mengatur hubungan antars pemerintah sebagal pemungut pajek dan rakyat
sebagai pembayar pajak.'! Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik
dan merupakan Jlex specialis yang mengatur khusus mengenal pajak dan
menganut peham imperatif yang artinya pelaksanaannya tidak dapat ditunda.?
Hukurn pajak sebagai hukur positif merupakan bagian dari hukem nasional vang
memiliki sumber hukum yaitu sebagai berikut'?:

a Undang-Undang Dasar 1945;

Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak diatur dalam
Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang mengandung asas legalitas yang
meletakkan kewsnangan pada pegara untuk memungut pajak kalau negara
membutuhkannya, tetapi dengan syarat hamus berdasarkan undang-undang,
Pelaksanasn Pasal 23 ayat (2) tersebut telah ditetapkan dalam berbagai
Undang-Undang Pajak, baik yang sekedar materiil, formil maupun gabungan
dari keduanya. Setelah amandemen UUD 1943, ketentuan mengenai pajak
mengalami perubshan yang sangat prinsipil. Pasal 23A tetap mengandung
asas legalitas sebagaimana terkandung dalam Pasal 23 avat (2) UUD 1945

sebelum amandemen.
b Perjanjian Perpajakan;

Perjanjian perpajakan merupakan sumber hukum pajak yang tertulis sebagai
hasil perjanjian dua negara atau lebih. Pefjanjian perpajakan bertujuan untuk

12 Mardiasmo, Op.cir, him, 5

P Muobammad Djafar Seidi, Op.cif, him. 5
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mencegah terjadinya pajak ganda internasional {(international double taxation)
yang menimbulkan beban berat terhadap wajib pajak, selain itu untuk
mencegah penghindaran pajak dan penyelundupan pajak internasional

(international tax avidance and tax evasion).
¢ Yurisprudensi Perpajakan;

Yurisprudensi perpajakan adalah putusan pengadilan mengenai perkara pajak
yang meliputi sengketa pajak dan tindak pidana pajak yang telah memiliki
kekuatan hukum yang tetap.

d Doktrin Perpajakan.

Doktrin perpajakan hanya dapat lahir karena pendapat ahli hukum pajak,
bukan ahli hukum pada umumnya dikarenakan hukum pajak memiliki ciri

khas tersendiri yang mempunyai perbedan prinsipil dengan hukum lainnya.

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa meskipun hukum yang
sifatnya Jex specialis tetap merupakan bagian dari hukum nasional. Hukum pajak
sebagai norma tetap bersumber pada norma tertinggi yaitu norma dalam UUD
1945.

Pajak sebagai bentuk pungutan wajib, dapat dibedakan jenisnya
berdasarkan beberapa faktor. Beradasarkan faktor dominan untuk menentukan
timbulnya kewajiban pajak, Prof Adriani, membedakan pajak menjadi Pajak
Subjektif dan Pajak Objektif'’.

Pajak Subjektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban
pajaknya sangat ditentukan pertama tama oleh keadaan subjektif subyek pajak
walaupun untuk menentukan timbuinya kewajiban membayar pajak tergantung
pada objek pajaknya, misalnya Pajak Penghasilan'>. Kewajiban Pajak Subyektif
adalah kewajiban yang melekat pada subyeknya, pada umumnya setiap orang

S Untung Sukardji, Op.cit, him. 3

Y rbid
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yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif, anak,
orang dewasa, wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang di luar
Indonesia kewajiban subyektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan

Indonesia'S.

Kewajiban pajak subyektif dalam negeri untuk pajak penghasilan'’ mulai
pada waktu seseorang dilahirkan di wilayah Indonesia atau pada waktu seseorang
menetap di Indonesia. Kewajiban tersebut berakhir pada waktu seseorang
meninggal dunia atau pada waktu seseorang meninggalkan Indonesia untuk
selamanya. Sedangkan kewajiban pajak subjektif luar negeri dimulai pada waktu
seseorang dilahirkan di lvar wilayah Indonesia dan mempunyai hubungan
ekonomis dengan Indonesia menurut Undang-Undang Pajak atau pada waktu
seseorang menetap di luar negeri serta mempunyai hubungan ekonomis dengan
Indonesia menurut Undang-Undang Pajak.'®. Kewajiban tersebut berakhir pada
waktu seseorang meningpgal dunia atau pada waktu hubungan ekonomis dengan
.Indonesia seperti yang dimaksud diatas terputus, atan juga pada waktu seseorang

menetap di Indonesia.

Sedangkan Pajak Obyektif adalah suatu jenis pajak yang timbuinya
kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kewajiban pajak obyektif adalah kewajiban
yang melekat pada objeknya, seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak
obyektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi

syarat menurut Undang-Undang.

¢ Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Op.cit, hlm. 17.
7 Ibid

'8 Ibid
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Penggolongan pajak lainnya dapat pula dikelompokkan menurut
golongan, sifat dan lembaga pemungutnya’®.

Jika dilihat dari pengolongan pajak subyelktif dan obyekiif, terlihat bahwa
timbulnya wtang pajak merupakam titik awal dari seorang warga negara dihitung
mempunyai kewgjiban pajak. Timbulnya utang pajak tentu juga tergantung pada
sistern pemunguian pajak vang di terapkan. Sistem pemungutan pajak itu sendin
dibedakan mienjadi sebagai berikut;

a. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang temitang oleh Wajib Pajak™,

Ciri-cird dari sistern Official Asessment ini adalah sebagai berikut :
a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus;
b}. Wajib Pajak bersifat pasif;
¢} Ulang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketctapan pajak oleh
fiskus.

" Paiek delam berbagaé Lteratur sefalu dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga

pemungutnys, yeng dapat dijabarkan sebagat berikuf:

a.

Menoe polonzunnyd saink dibapi menjadi Paizk lenpsumg dsn Pajak fidak langsung. Paisk
langsung vaite pajak yang harus dipikul sendiri oleh Waiib Pajak dan tidak dapat dibebankan atan
ditimpahkan kepada omang lain. Sedangkan Paiak tidak langsung adalsh pajak vang pada akhirmys
dapat dibebankan wan dithmpahkan kepnda orang lsin.

Menung sifutnys palak dibagi meaindi pajak subyeklif dan paiak obyektif Paisk Subyeldif adalah
pajak yang berpangkel ateu berdaserkan pada subyeknya Sedangkan Pajak Obyektif sdalah pajek
yang berpangkal pada obleknya, tenpa memperhatikan keadsan diri Waith Pajak,

Menoret lembags pemunguinys pajsk dibsgi Paisk Pusat yaitu pajsk yang dipungut oleh
prmeriniah pusat das digunakan uniuk membiayal rumah tangea nepars. Sedangkan Pajak Diserah
adalzh pajak yang dipunput oleh Pemerntzh Daerah dan dipunaker unhik membisyai rumoah
tanggs daerah,

w Mardissmo, Op.off, him 8. Dalam sistem ini kegiatan delam menghifung dan pomungitan

paizk sepeavhnya ade pads apmatur perpaiakan. Dielaskan demikian pula daleam Tony Mamsyehiul,
Fengantar Perpajakan, Gramedia Widissarana Indonesia, Jakarte, 2005,
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b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri dari sistem self asessment system ini adalah sebagai berikut:

a). Wewenang untuk menentukan besamnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri;

b). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang;

c). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

¢. With Holding System

With Holding System adalah svatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak. Ciriciri dari sistem ini adalah bahwa wewenang menentukan besamya

pajak terutang ada pada pihak ketiga.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Terakhir
Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang selanjutnya
disebut UU KUP, maka ciri dan corak sistemn pemungutan pajak vang berlaku di
Indonesia adalah sebagai berikut':

a Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran
serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan

pembangunan nasional,

¥ Cyrus Sihaloho, Modul Kefentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him. 10
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b Tangpgung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai
pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat
Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan
berkewajiban melakukan pembinzan, pelayanan dan pengawasan terhadap
pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peratuiran

perundang-undangan.

¢ Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat
melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
(self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan
diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan
mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Dengan digunakannya sistem self assessment dalam perpajakan di
Indonesia maka penerapan sistem tersebut berpengaruh pada waktu atau saat

timbulnya utang pajak.

Timbuinya utang pajak dapat dilibat menurut 2 (dua) ajaran yaitu Ajaran
Formil dan Ajaran Materiil. Berdasarkan Ajaran Formil, utang pajak timbul
karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pihak pemungut pajak yaitu
pemerintah atau aparatur pajak, sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya
surat ketetapan pajak.”> Ajaran ini diterapkan apabila sistem pemungutan pajak
yang digunakan adalah official assessment system. Hal tersebut dikarenakan utang
atau kewajiban pajak baru muncul ketika adanya ketetapan pajak yang
dikeluarkan oleh pemungut pajak, dengan demikian maka jumlah pajak terutang
ditentukan oleh pemungut pajak.

2 Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Op.cit, Alm. 19
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Sedangkan menurut Ajaran Materiil®® diterapkan pada sistem
pemungutan self assessment dimana utang pajak timbul karena berlakunya
undang-undang, yang artinya tidak tergantung hanya pada penetapan besarnya
pajek terutang oleh pemungut pajak. Hutang pajak timbul jika undang-undang
vang menjadi dasar pungulannya telah ada, dan telah dipenuhi syarat subyektif
dan syarat obyektiif, vang ditentukan oleh undang-undang secara bersama
{simultany™,

Syarat obyektif dipenubi apabila Tathestand™ yang disebut Undang-
Undang dipenuhl. Sescorang dikenai pajak karena adanya suatu peristiwe/
keadaan/perbuatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
perpaiakan, Di Indonesia, peraturan perundangan bidang perpajakan merupakan
amanat konsiitusi atau UUD 1945 sebagai norma tertinggl yang mempunyal
kedudukan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan,

Terkait dengan utang pajak, maka vntuk menentukan waktu atau saat
timbulnya utang pajak sebagaimana telah diiabarkan distas mempunysi peranan
yang menentukan dalam beberapa hal yaitu:

2 saat pembayaran/penagihan pajak;

b saat memasukkan surat keberatan;

¢ saat penentusn saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu datuarsa;

d  saat menebitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambaharn.

¥ Ibid, dielaskan lebih lanjut bahwa sesuai dengan gjaran misteriil, maka sant terutengnys
pajak penghasilan adalah:
3. Pada suste seat, untuk pajak penghasilan yang dipotong pibak ketigs;
b, Pada akhic seasa, untul pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pembert keds, stay oleh
pembert kerda, sinn cleh pihak Inin atas kegiatan ussha,

® id i, 18

® thid Tothestand {bahasa Jerman) adalah suats keadaan veng nyata dapst berups Porbustan,
Kenduan atay Paristiva,
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Dengan berdasar pada Ajaran Materiil sebagal konsekuensi sistem Self
Asessment maka kewsajiban pajak mulal timbul ketika undang-undang vang
menjadi dasar pungutannya telah ada, misalnya UU PPN, UU PBB, UU PPh, UU
Bea Materai, UL} Cukai dan sebagainya. Namun demikian, tidak serta merta
scluruh warga negara harus membayar pajak dengan telah keluarnya Undang-
Undang Perpajakan. Secara lebih khusus, perlu dilihat dahulu apskah sudsh
memenuhi syarat subyektif atau obyekiif,

Setelah adanys undang-undang yang menjadi dasar pengenaan pajak,
obiek pajak kemudian mentadi bagian terpenting dalam hukum pajak materdil.
Objek pajak® dikatakan demikian karena wajib pajak tidak dikenakan pajak kalau
tidak memiliki, menguasal, atau menikmati objek pajak vang tergolong sebagai
objek kena pajak sebagai syarat-syarat obyektif dalam pengenaan pajak.

Segala sesuatu dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau obyek
pajak, baik keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Objek yang dapat dikenakan
pajak terlalu banyak tergantung pada pembuat undanp-undang untuk
menjaringnya sepanjang tidak melangpar kesopanan dan kesusilaan dalam
masyarakat. Misalnya obyek pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan
objek pajak pertambahan nilai lebib beragam yaitu penyerahan barang kena pajak,
impor berang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena
pajak tidak berwujud, pemantaatan jasa kena pajak dan ekspor barang kena pajak.
Demikian pula untuk jenis pajak yang lain misalnya Pajak Penjualen atas Barang
Mewah, Pajask Bumi dan Bangunan, Bes Perolehan Hak atas Tanab dan
Bangunan, dan jenis paisk lain masing-masing mempunyai objek pajaknya
sendiri-sendiri. Dengan demikian maka objek pajak ditentukan pula oleh jenis
palaknya, yang kemudian juga menentukan siapa wajib pajaknya, yaitu orang

¥ Objek pajak adalah segale sesuaty yang karena undang-undang depat dikenakan pajsk.
Dikatakan “dapat dikenaken” pajak mengandueng makna bahws objek pajak boleh sten tidak boleh
kena pajak, terdapat dalam Muhammmad Diafar Saidi, Op.eiz, Alm_35
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pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundzng-undangan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan apabila tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak maka
dapat dikenakan sapksi hukum vang meliputi sanksi administratif berupa bunga,
denda atau kenaikan serta sanksi pidapa yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan perpatakan.

Berikut adalah yang menjadi kewajiban dari Wajib Pajak®’:

a Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kesjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib
pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak;

b Waiib Pajak wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat keduduokan
penguséha, dan kegiatan wusaha dilakukan untuk dikokuhkan sebagai
penpusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan keputusan pengukihan
pengusaha kepz pajak;

¢ Wajib pajak wajib mengambil senditi surat pemberitabuan di tempat yang
ditetapkasn oleh Pejabat Pajak yang mudah dijangkau;

d Wajib pajak waiib mengisi dengan jelas, benar dan lenpkap serts
ditandatangani sendirl surat pemberitahuan kemudisn mengembalikan ke
Kantor Direktorat Jenderal Pajak lengkap dengan lampirannya;

¢ Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak;

f  Waiib pajak diwaijibkan untuk membavar dan atau menyetor pajak di tempat
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;, Utang pajak mutizk harus
dibayar atau disetor pada kas nepara melalui kantor pos dan atau Bank BUMN

* Kewaiiban Wajib Pajak tersebut tidak bersifat final yang berarti dapat berubah setiap saat
den waktu, Hal ini dimsksudkan agar kewajiban Wajib Pajak dapat mengalami perubabian yang
signifikan dulam upaye ponegakan hukum pajaikc.., ferdapat dalam boku Muhammad Djafar
Saidi, O ol him. 84
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dan atau Bank BUMD atau tempat permbayaran lain vang ditetapkan oleh
Menteri Kevangan;

g Pajak yang terutang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidek
menggantungkan pada adanya pada adanya surat ketetapan pajak;

h  Wajib pajak berkewajiban menyclenggarakan den ateuy memperlihatkan
pembukupan atau pencatatan maupun data yang diperlukan pemeriksa pajak;

i  Wajib pajak wajib memberi kesempatan kepada Pemeriksa pajak untuk
melakukan pemeriksaan untuk memasuki ruangan yang dianggap perlu;

J  Wajib pajak badan wajib untuk menunjuk wakil yang bertanggung jawsab
tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan;

k  Wajib pajak wajib mnunjuk kuasa hukum untuk mewakili wajib pajak di luar
manpun di dalam jembaga peradilan pajak.

Adanys kewajiban perpajaken waijib pajak tentu saja akan berdampingan
dengan suatu hak. Hak Wajib Pajak ini tidak secara Hmitatif diatur dalam satu
undang-undang saja melainkan tersebar dalam berbagal undimg-undang pajsk.
Termasuk hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

s Memperoleh NPWP atau keputusan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;

b Mengsjukan permohonan penundasn penyampaian sural pemberitahuan
kepada pejabat pajak;

¢ Menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan;

d Melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuan yang telah dimasukkan;

e Mengajukan permohonan angsuran atsu penundaan pmbayaran pajak sesuai
dengan kemampuannya;

f Menerima tanda bukti setoran pajak;
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g Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran psjak serta
memperoleh  kepastian  keputusan  penetapan  pengembalian  kelebihan

pembayaran pajak;

h  Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung salam surat
ketetapan Pajak;

i Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sankst aministratif;

§  Menuniuk kuasa untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai persturan
perundangan perpajakan;

k Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan
atas surat keberatannya;

I Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan vada
Pengadilan Pajak;

m Mengajukan gugatan atas perbuatan Pejabat Pajak yang sewenang-wenang
dalam menjalankan peraturan perundangan ke Pengadilan Pajak;

n Menunjuk kuasa hukum untuk mewakili balk 4i Lembaga Keberatan,
Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.

Dengan telah diundangkannya peraturan perundang-undangan perpajakan
sebagai dasar pengenaan pajak, dengan obyek pajak maka muncullah kewajiban
dan hak perpajakan dari wajib pajak, termasuk pelunasan atas utang pajek vang
timbul.

Pemurgntar Pajak dan Penvelssaian Utang Pajak menuruf Kefentuan
Umam dan Tata Cara Perpajakan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sebagaimana telah disingpung
sebelumnya dilakokan dengan sistemn self assesstment, dimana sistem tersebut
telah membawsz akibat pada cara pembayaran dan/atau penagihan pajak.

Utang Pajak timbul karena suzty undang-undang vang mengatur mengenati
kewsajiban pembayaran pajak oleh wajib pajek seperti telah dijelaskan
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sebelumnya, Semua wajib pajak® berdasarkan sistem self assessment wajib untuk
mendaftarkan diri pada kantor Dircktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai
Wajib Pajak dan sekaligus untuk mndapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP.

Pasal 2 ayat (1) UUKUP.

“Setiap Wajib Pajak wajih mendaftarkan diri pada Kantor Direltorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan Wajth Pajak dan kepadanva diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak”.

Waiib Paiak melipui pribadi maupun badan, dalam hal wajib pajak
tersebut adalsh pengusaha make mempunyal kewajiban untuk melaporkan
kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU KUP scbagai
berikut;

“Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajok
berdasarkan Undang-Undang Pajak Periambohon Nilai 1984 don
perubahanmya, wajth melapor uschaoya pada kantor Dirgktorat
Jenderal Pajok yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atfau
tempat kedudukan Pengusaha, dan fempat kegiatan usaha dilakkon
wnink dikukubkan menjadi Perngusaha Kena Pajok”.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan kewajibannya untuk mendafiar
maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan
mengukuhkan Pengusaha™ yang tidak melaporkan usshanya menjadi Pengusaha

Kena Pajakw secara ex officio atau karena jabatannya,

% Babwa yang dimaksud dengan Wejib Pajak menunst Undang-Undang Nomor § Tahun 1983
tentang Ketentuan Umuom dan Tata Carg Porpaiakan Sebagaimana Telah Diubsh Terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, feemasuk
praungut palek atay pemctong pajak fertentu,

¥ Penpertion Pengusaha menurst Pasal 1 sogka 3 UU KUP adalah orang pribadi 2tan badan
dalam bentols apapun vang delam kegintan usabs stau pekedaannys menghasithan barang, mengimpor
barang, meagekapor barang, melakukon usahe perdegangan, memandiatkan barang wdak bervauiud dund
taar daerab Pabworn, metakukan nsaha jasa, atan memanfzatken jasn it luae Daersh Pabean.

 Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Pasal 1 angks 4 UL KUP adalah Pengusala
sebagaimana dimaksndd pada dalam UL EKUP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak danp stay
peryerahan Jzsa Kena Pajsk yang dikenakaen pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan
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Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa yang menjadi dasar
konstitusional bagi negara untuk memungut pajak dari warganys termasuk warga
negara asing adalzh Pasal 23A UUD 1945, Undang-undang Pajak sebagai
penjabaran dari ketentuan Pasal 234 UUD 1945 tersebut merupaken dasar hukum
yang bersifat operasional pemunguian pajak kecuali Undang-Undang tenteng
Pengadilan Pajak.

‘Palam pemungutan pajak terdapat asas bahwa yang berwenang
melakukan pemungutan paiak adalah negara vang tidak boleh dilimpabkan
kepada pihak swasta® . Pemungutan pajak dilakukan oleh petugas pajak dalam
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kecuall ditentukan lain dalam Undang-
Undang.

Dalam melakukan pemungutan pajak, negara juga terikat pada yurisdiksi*
dari pegara yang bersangkutan. Pengelompokan yurisdiksi pemungutan pajak atas
asas sumber, asas kewargenegaraan, dan asas tempat tingpal bertijuan untuk
menghindari pengenaan pajak ganda baik nasional maupun Intemesional.

Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrafif sesuai
peraturan perundang-nndangan pepajakan merupakan utang paiak®®. Sebagaimana
telah dijelaskan scbelumnya, terdapat ajaran materiil dan formil™ yang

Nilpi 1984 dae perubshanpys, Hidsk fermascek Penpusaha Keofl yang batasannye ditetapkan denpoan
Keputusan Menter Keuangan, kevusll Peonpgussha Kecll yong memilih untuk dikukehkan menindi
Ponposahs Kena Pajak.

Y Muhammed Djafar Saidi, Op.eit, kim. 135

 Yurisdiksi sdalah ruang lingkup penggunaan wewenang entuk memumgut pajak pada
WArgANYA mAUpun warga negara asing yang berkedudukan di negara tersebut sehinmgga Hidak
menimbulican pembebanan berat bagi vang kena pajak., thid hfm. 141

 Terdapat perbadasn pengertien Uteng Pajak antars UU KUP dengen UU Penagihan Pajak
dengan Surst Peksa yonyg lehih huas cakopanaya.

® Ternyata teori formil yang menyatakan bshwa utang pajak timbul hukan derd Undang-
Lindang melainkan selelah adanys penclapan dart Petugas Pajak hanys ditrapkan pada Pajak Bumi des
Bangunarn.
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mempersoatkan bagaimana cara timbulnya utang pajak, apakah karena Undang-
Undang atau karena tindakan petugas pajak.

Sesuat Pasal 12 ayat (1) Ul KUP, bahwa setiap Wajib Pajak membayar
pajak yang terutang sesnai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan,
dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, semakin
menjelaskan penerapan Ajaran Materiil dalam menentukan kapan timbulnya

kewaiiban pajak.

Jika baik secara sbyekif maupun subyekuif syarat kewaithan perpaiakan
telah dipenuhi, dan dengan disnutnys Self Asesomenf Svstem, wajib pajek
menghitung dan membayar kewajiban pajakuva sendiri. Atas pajak terutang vang
belum dibayar maka akan dilakukan tindakan penagihan.

Penagihan pajak dapat dilskukan melalui 3 (tiga) cara yaita Penagihan
Secara Biasa, Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Penagihan Secara Paksa.

Pertama, Penagihan Sccara Biasa adalah tindakan pejabat pajak kepada
waiib pajak karena tidak membayar lunas pajeknya yang terutang tanps paksaan
secara nyats. Penagihan secare blass i menggunakan instrumen hokum pajak
yang dapat berupa:

1 Surat Pemberitabvan Pajak Terutang;

2 Surat Tagihan Psjak;

3 Surat Ketelapan Pajak;

4  Surst Keictapan Pajak Kurang Bayar;

5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambaban;
6 Surat Keputusan Pembetulan;

7 Surat Keputusan Keberatan;

8 Putusan Banding;

¢ Putusan Gugatan;
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10 Putusan Peninjauan Kembali,

Kedua, Penagihan Seketika dan Sekaligus merupakan sarana untuk
melakukan penagihan pajak dalam rangka pengamanan keuangan negara dari
sektor pajak yang dilakukan oleh Pejabat Pajak dan dilaksanakan oleh Juru Sita
Pajak.

Ketiga, Penagihan secara Psksa dilakukan jika Wajib Pajek atau
pensnggung pajak tidak membayar lunas utang pajaknya walaupun telah
diberikan surat teguran dan bahkan teleh dilakukan penagihan secara scketika dan
sekaligus. Unsur paksaan yang dimaksud adalah paksean yang tercantum dalam
Surat Paksa maupun paksaasn pada seat pelaksanaan tindakan ferkait surat paksa
oleh jura sita pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa. Sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan penagihan cara paksa
adalsh dengan Surat Paksa, Penyitaan, Pencegahan dan Penyenderaan.

Ketige macam tindakan penagihan pajak secara konkritnys dapat
dilakukan miclalui penerbitan surat sebagal berikui:
4. Surat Tepuran

Untuk utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari
tanggal jatuh tempo pembayaran, maka akan dilakukan tindakan penerbitan
Surat Teguran oleh Direktorat Jenderal Pajak.

. Surat Paksa

Penerbitan Sural Paksa dilakukan jika utang pajak belum juga
dilunasi setelah lewat 21 {dus pulvh satu) hari dari tanggal penerbitan Surat
Tegnran. Surat Paksa tersebut diberitshukan oleh Jurusita Pajak dengan
dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x
24 jam setelah Surat Paksa diberitehukan oleh Jurusiia Pajak.

¢ Surat Sita

Uiniversitay Indonesia

Kedudukan Utang..., Wilma lka Dewi, FH Ul, 2009



100

Tindakan penyitaan dengan menerbitkan surat sita dilakukan jika
utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa
diberitahukan oleh Jurusits Pajak. Jurusiia Pajak dapat melskukan tindakan
penyitaan, dengan biaya pelaksanasn Surat Perintah Melakukan Penyitasn
sebesar Rp 100.008,00 (seratus ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam jangka waktue paling singkat 14 (empat belas) hari seiclah
tindakan penyitaan, utang pajak befom juga dilunasi akan dilanjutkan dengan
pengumuman lelang melalui media massa (kecuall barang dengan nilai
maksimal Rp.20.000.000,- tidak harss divmumkan melalui media massa), -
Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang
disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman
lelang. Dalam bal biaya penagihan pakss dan biaya pelaksanaan sita belum
dibayar muka akan dibebankan bersama-sama depgan biaya iklan untuk
pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Tindakse penagihan utang pajak sebagaimana tersebut tentu memiliki
masa daluarsa. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
kenatkan, dan biaya penagthan pajek, skan daluwarsa setelah lampau wakio 5
{lima) tahun terhitung sejak sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat
Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kucang Bayar Tambahan, dan Surat
Keputusan Pembetulan, Swat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, seria
Putusan Peninjavan kembali.

Dalam rangka sebagai penpawas berjalannya sistem self asessment
dalam perpajakan, maka kejuiuran wajib pajak sangat berperan. Fungsi Direktorat
Jenderal Pajak (Ditjend Pajak) dalam melakukan pengawasan terhadap
begalannya sistemn self asessment adalah dengan melalui kegiatan pemeriksaan.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguii kepatuhan pemenvhan
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kewajiban perpajakan dan untuk tjuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjend. Pajak adalah sebagai
berikut:

a. Mengujl kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:, seperti SPT lebih
bayar, SPT rugl

b, SPT tidak atau terlambat disampaikan.

¢. SPT memenubi keiteria yang ditentukan Direktur Jenderal Paisk untuk
diperiksa.

d. Pemberian NPWP {(secara jabatan)

e. Penghapusan NPWP.

f. Pengukohan PKP sccara jabatsn dan  pengukuhan atsu  pencabutan
Pengukahan PKP

2. Wajib Pajak mengajukan keberatan atan banding

Baik U KUP maupun undang-undang pajak lainnya telsh menstapkan
berbagai cara berakhimya utang pajak adalah sebagai berikut’™:

2. Pembayaran

Pembayaran’® dalam hukum pajak adalah pembayaran dengan mata

usng negara pemungut pajak’’. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU KUP,

* Tony Marsyshrul, Op.eft, him. 8. Dalam bukunyva disebutkan bahwa berakimys utang
paiak melaloi camm pembayaran, kompensasi, perghepusan karena daluersa dan apabila wajib pajek
meninggal duois fanpa ahll wars dan harts wards atau pailit, pembebasen. Sedangkas Achmad
Tiahiono dan Mubsmmad Fakbri Huscin dslam bukunya Perpajakan menyebulkan cara berakhimya
ulang palak fidak hanys terbatas pada cars pengakhiran utang pajek sebagaimana dimaksud oleh Tony
Margyaheu!  tersebut. Moenurufnys cara  pengakhiman  wiapg  paiak  secarm  lenghkap  adslab
pelunasan/pembayaran, kompensasi, penghapusan  wtang, dalowsa, pembebssan, pemndaan

penaguhan,

* Achurad Tiahjono dan Muhammad Fakhri Hosein, Op.off, him. 21, mesyebutkan bajovs
pada wmumnya wiang pujek berskhir dengsn pembayarsa ke Kas Negare ates tempat lain yvang
dituniuk oleh Megnrs saperti bank-bask pemerintah, kantor pos dan givo, dan haln-fain,
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bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi
masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) had setelah saat
terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir,

Sesuai Pasal 10 UU KUP, Wajib Pajak wajib membayar atau
menyetor pajak vang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke
Kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keunangan. Surat Setoran Pajak berfimgsi sebagai bukti
pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima
pembayaran yang berwenang, yang ketentuannya diatur pula denpgan
Permenken. Lebih lanjut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2)
bahwa Tata Cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata
¢ara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur denpan atau
berdasarkan Peraturan Menter Keuangan,

. Rompensasi®®

Kompensast adalah cara pelunasan utang pajak  dengan
memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak terhadap utang pajak lainnya,
Kelgbiban pembayaran pajak merupakan hak Wajib Pajak dan dapat
dikreditkan yang artinya dapat dikompensasi dengan utang pajak. Utang pajak
tidak dapat dikompensasikan dengan tang biasa karena vtang pajak berada
dalarn konteks hukum publik, sedangkan utang biasa berada pada ranah
hukum privat.

7 1t him 8

* Ibid Kompensasi dischut jugs pengimbengan. Kompensasi dapat dilskukan atas

pembayaran dan atar kerugian, Kompentasi kerugian dimunsgkinkae jika pada awsl pendirannya
Waith Pajsk menderita kerogian, Sedangkan kompensast karena pembayaran dilakukian apabila selak
selp pihak mempenyst ulsngdan mempunyai lagihan kepada pibak lain. Dalsm hukum pajak
kompensasi dapat dilakukan jike Waiid Pajak wpfuk satn jenis pajsk mempunyai kelehihan
pembayaran pajak sedangkan untuk {ain jenis terdapat kekurangan pembayasan pajak.
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¢. Penphapusan utang

Penghapusan utang dikarenakan daluarsa dan meninggalnya wajib
pajak. Daluarsa utang pajak apabila tunggakan dalam jangka waktu sepuluh
tahun tidek dilakukan tindakan penagihan pajak, maka scteish dilakukan
penelitian administrasi dapat diusulkan untuk dihapuskan. Muhammad Djafar
Saidi menggunakan istilzh “peniadaan utang” yang artinya pajak terutang
ditiadakan karens alasan tertentu atau karena penetapannya vang tidak benar.

gd. Pembebasan

Pembebasan pada umumnya hanya untuk denda dan atau bunga.
Muhammead Diafar Saidi memberikan contoh pembebasan utang pajak yaite
ketentuan dalam Undang-Undang PPN yang memberikan tarif pajak ekspor
0%.

e. Pembayaran dengan cara lain

Pembayaran pajak dapat dilaknkan dengan cara lain yang tidak
melanggar hukum dan diperbolehkan oleh persturan perundang-undangan
pepajakan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Bea Materai,
pembayaran dilakukan dengan penggunssn materal,

Sesuai dengan UU KUP, bahwa atas utang pajak yang tidak dibayar maka
dilakukan penagihen pajak oleh Diirektorat Jenderal Paiak sebagaimans telah
dipaparkan sebelumnya.

Dalamn  hukoum  pajale negera mempunyal tempat istimewa  lerkait
penagihan pajak. Kedudukan preferer negara afas pensgihan utang pajek
dikarenakan proses timbuinya utang pajak adalah karena terkait proses dalam
hukurn publik.

Selain itm menurut Rochmat Soemitre, hasil dari penagihan pajak
digunakan untuk kepentingan umum, melangsungkan kehidupan bangsa dan
mewujudkan twinan negara, schingga kemudian timbullah hak mendahulu bila
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dibandingkan dengan utang biasa apabila Debitor tidak mampu membayar wang-
utangnva.

Mengenal kedudukan hak mendahulu atas utang pajak terhadap kreditor
lainnya telah dijabarkan dalam bab II, vang mana atas pertimbangan tertentu
maka utang pajak tidak dapat mendahule dari kreditor pemegang haek jaminan,
upah buruh, dan biaya kepailitan. Walaupun telah secara tegas dalam Pasal 21
ayat (3ay UU KUP menyatakan mengenal larangan penggunaan harta si pailit
untuk membayar utang lain sebelum vtang pajak dilunssi, namun ketentvan ind
tidak efekiif untuk pemegang hak jaminan kebendaan yang mempunyal
kekuvasaan untuk eksekusi pelunasan dari cbyek jaminan,

Menurut UU KUP hak mendahulu ini mempunyai kadaluarsa yang artinya
zkan hilang setelah melampani waktu 5 {lima) tahun sejak tanggal diterbitkan
Surat Tagthan Pajsk, Surat Ketetapan Paiak Kurang Bayar, SKPKB Tambahan,
Surat Keputnsan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali yang mnyebabken jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah. Pengecualian penghitungan lampau waktu hek mendshuiu diberikan
apabila Surat Paksa untuk membayar telah diberitahukan secara resmi afau telah
diberikan perundaan pembayaran.

Sesual Pasal 21 ayat {3} UU KUP, hak mendahulu negara atas utang pajak
yang melebihi segalz hak mendahulu lainnya dikecualikan terhadap tfagihan
berupa:

a Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukurman untuk
melelang suatu barang bergerak tau tidak bergerak;

b Biaya yang telah dikeluarkan uniuk menyelamatkan suatu bacang dimaksud;

¢ Biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian

suatu warisan.

Daluwarsa dalam penagihian pajak tersebut tertanggub apabila diterbitkan
Surat Paksa, ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
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tidak langsung, diterbitkan Surat Kefctapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat {58), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4): atau dilakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,
Penyelesaian Utang Pajak dalam Kepailitan

Dengan jatuhnya putusan kepailitan, terdapat beberapa acara yang mesti
diselssaikan yang secara singkatnya adalah sebagai berilcut:
a Putusan pailit (tingkat pertama);

. Dengan tzlah diuvcapkan putusan pailit, sesuai Pasal 24 ayat {1} UUK PKPU
bahwa Debitor demi hulurn kehilangan haknya untuk menguasai dan
meagurus kekaysannya yang termasuk dalam harta pailit. Setelah putugan
pernyataan pailit, mulal berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (stay).
Sesuai Pasal §6 UUK PKPU, maka seielsh putusan pernyatasn pailit akan
dilakekan Rapat Kreditor.

Dalam jangks waktu 90 hari setelah Putusan Pengadilan make masa siay
berakhir dan debitor berada dalam insclvensi. Setelah dea bulan sejek
insolven, kreditor separatis tidak lagi berwenang melakukan eksekusi, namun
berlaku ketentuan scbagai berikut:

a). Kreditor separatis tidak berwenang lagi mesgeksekusi hak jaminannya,

kewenzangan tersebut diambil alih oleh Kurator.

b). Kreditor separatis dalam hal dia tetap skan mendapatkan seluruh haknya
namun harus menunggu pembagian harta pailit.

b Putusan pailit berkekuatan tetap (inkrach);
¢ Mulai dilskukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang);

Berdasarkan Pasal 113 UUK PEPU, setelah putusan pailit beckekuatan hukom
tetap, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hard, Hakim Pengawas
menetapkan:
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a). Batas akhir pengajuan tagihan, yaitu 14 {(empat belas) hari sejak penetapan
Hakim Pengawas mengenal batas akhir pengajuan tagihan.

b). Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnys kewajiban pajak
sesual dengan peratuvan perundang-undangan di bidang perpajakan;
¢). Waktu Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Pada masa pengajuan (agthan, berdasarkan Pasal 145 UUK PKPU, debitor
pailit memasukkan rencana perdamaian dan dafiar pintang mulai ditempatkan
di kantor Kurator.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari sgjak batas akhir pengajuan tagihan,
dimulailah masa pencocokan pivtang dan perdamaian sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 145 UUK PKPU. Dalam hal Debitor mengajukan rencana
perdamaian maka pada masa ini dilakukan rapat untuk mengambil keputusan
mengenal rencana perdamaian.,

Dicapal komposisi {akkoord, perdamaian);

Pengadilan mermberikan homologasi (mengesahkan perdamaian);

Berdasarkan Pasal 160 [JUK PKPU, atas pengesahan perdamaian melalpi
putusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan upaya hukum Kasasi dalam waktu
8 hari setelah homologasi.

Atau dinyataksn insolvensi {debitor dalam keadaan tidak mampu membayar
hutang);

Dilakukan pemberesan {termasuk penyusunan daftar pivtang dan pembagian);
Kepailitan berakhir;
Dilakukan rehabilitasi.

Dari proses kepailitan sebagaimana tersebut diatas, teriihat bahwa proses

yang melibatkan kedudukan negara sebagai Kreditor atas utang pajak adalah pada

masa verifikasi atau pencocokan piutang, vang mana verifikasi utang pajak
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tersebut adalah dengan tujuan untuk menentukan besamya pajak yang harus

dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Baik sebelum mauvpun setelab dijatuhkan putusan pernyataan pailit,
Debitor dapat mengajukan Perdamaian. Jika Perdamaian tersebut akan dilakukan
sebelum dinyatakan pailit meka opaya yang dapat ditempuh sdalah melalui
mekanisme Penundsan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Swrseance
van Betalling otoun Suspension of Payment. Mekanisme PKPU vang lebih dini
tersebut dapat mencegah Debitor terkena likuidasi. Sesuai dengan Pasal 222 dan
Pasal 223 UUK PKPUJ, permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor, Kreditor
dan semua pihak yang dapat mengajukan permohonan pemyataan pailit,

Untuk menunda kepailitan, Debitor dapat mengajukan permohonan PXPU
sebelum pernyataan pailit ditetapkan, karena permohonan PKPU harus diputus
terlebih  dahulu®, PKPU pada dasamya merupakan penawaran Rencana
Perdamaian dari Debitor kepada Kreditor. Jadi sesungguhnya PKPU ini
memupakan  pemberian  kesempatan  kepada Debitor untuk  melakukan
restrukturisasi olang-ulangnva, vang dapat meliputi pembayaran seluruh atau
sebagian utang kepadas Kreditor Konkuren®™, Menurut Kartini Muljadi,
sesungguhiya PEPU ini merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk
melakukan restrukturisasi wtang-uiangnya, yang dapat meliputi pembayaran
seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren®.

Dalam rangka PKPU akan menghasilkan swatu Rencana Perdamaian.
Perdamatian ifu sendiri adalah kata sepakat antara debitor dan kreditor mengenai
penyelesaian utangnya. Perdamsian dapat ditempuh baik dalam kepailitan yaita
pada masa pencocokan piotang maupun dalam rangks PKPU yaitu sebelum
adanyz putusan pernyataan pailit.

¥ Kartini Muljadi, Op.ci¥, him. 173
5% Ihid hn 474

R artini Muliadi, Op.ci
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Menurut Munir Fuady, Perdamaian dalam  kepailifan mempunyai

perbedaan dengan proses perdamaian pada umumnya vaitu sebagai berikut*:
a. Mengikat selurith pihak

Bila perdamatan pada umumnya semua pihak harus meayetujui terhadap
perdamatan itu sendiri. Dalam kepailitan, tidak ada syarat keorum untuk
sahnya rapat, dan dilakukan voting dimana voting tersebut lebih dari setengah
dari jumizh kreditor yang hadir, dimana jumlah yang menyetujui tersebut
mewakili paling sedikit 2/3 {dua pertigs) dari jumlah piutang (yang diakut
atau vanp sementara diakui) dari kreditor yang hadir.

Keputnsan yang diambil sekalipun han};a minoritas dari seluruh kreditor, tetap
mengikat selurubh kreditor yang ada yang tidak mengikuti rapat tersebut.

b. Lebih formal

Tata cara perdamaian dalam proses kepailitan sifatnya lebibh formal dengan
mengikuti tate cara dan fime frame yang ketat vang diatur dalam Undang-
Undang Kepailitan. Demikian pula dengan keberatan terhadap perdamaian
juga harus diajukan sesuai prosedaur.

e. Perlu Pengesahan/Homologasi

Meskipun perdamaisn felah disetujul, namun masih tetap perlu dilakukan
homeologasi dalam suatu sidang homologasi. Sidang tersebut dapat menolak
atau mengesahkan perdamaian, dimana berdasar Pasal 159 aym (2) UUK
PKPLI, Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian dengan alasan-
alasan sebagai berikut;

@). harta Debitor, termasuk bendz untuk mana dilaksanakan hak untuk
menahan sustu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui

dalam perdamaian;

Y2 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
him.107-108
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b). pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau

¢). perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu

atau lebik Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan
tanpa menghiraukan apaksh Debitor atau pihek lain bekerjasama uptuk
meneapeai hal ind.

d. Terhadap penolakan dalam Homologasi dapat diajukan Kasasi

¢. Tidak berlaku bagi Kreditor Separatis dan Kreditor yang didahulukan

£ Tujuannya pembagian aset

g. Peran Kurator yang besar

h. Putusannya mempunyai kekvatan eksekutorial

Penyclesaian utang pajak dalam kepailitan diewali dengan diajukannya
tagihan pajak kepada kurator untuk kemudian dilakukan verifikasi tagihan pajak.

Dalam iashap verifikasi untuk menentukan besarnya {agihan utang pajak
dapat terjadi permasalahan, misalnya adanya perbedaan jumiah kKlaim utang pajak
yang harus dibayar.

Permasalahan pertama, mengenai perbedaan jumiah utang pajak dapat
dilthat dalam kasus antara PT. Daya Guna Samndra, Tbk vs William Eduard
Daniel, Departemen Keuangan RI ¢q. Ditjend Pajak Kanwil WP Besar, KPP
WP Besar. Dalam Potusan Pengadilan Niaga No28/PAILIT/2004/
PN.NIAGAJKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung MNemor 08/K/N/20035, dapat
diketahui bahwa dalam kasus PT Daya Guna Samudra, yang selanjutnya disebut
PT DGS terdapat dua permasalahan pokok, yaitu mengenal klaim upah karyawan
dan klaim utang pajak.

Mengenal utang pajak, dalam kasus PT DGS tersebut terdapat perbedaan
jumlah utang pajak, yang manz menurut klaim Direkiorat Jenderal Pajak
(selanjutniya  disingkat DIP) sebagai kreditor preferen adalah sebesar
Rp314.411.122.105,00 (tiga ratus empat belas milyar empat ratus sebelas juta
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seratus dua puluh dua ribu seratus lima rupiah), sedangkan Debitor menyatakan
menolak adanya utang pajak sebesar Rp.308.236.222.632,00.

Klaim Ditjend Pajak tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
atas Pajak PT DGS, untuk tunggakan jenis pajak sebagai berikut:

a. PPb Badan;

b. PPh Pasal 26;

¢. PPh Pasal 25;

d. PPh Pasal 21;

e. PPh Pasal 23;

f. PPN;

g. PPh Pasal 4 ayat (2).

Debitor menolak  jumlah klaim utang paiak vang digjukan DIP
dikarenakan telah mengajukan suxat permohonan pengurangan/pembatalan
ketetapan pajaknva. Atas dasar permasalahan tersebut Kurator mengaiukan
permohonan pemeriksaan dan penetapan jumlah kiaim utang pajask PT DGS
kepada Hakim.

Atas  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  28/PAILIT/2004/
PNMNIAGAJKT.PST yang mengadili bahwa keberatan Ditiond Pajak techadap
Daftar Pembagian Harta Pailit tidak dapat diterima, DIP telah mengajulcan
Perlawangn dengan dalll bzhwa adanya perbedaan jumish utang pajak
dikarenakan adanya perbedaan pengihitungan penghasitan netto antara Debitor
dan DIP, dimana terdapat koreksi pajak yang tidak diakui Debitor serta terdapat
kekurangan pencatatan atas kerugian selisish kurs®.

* Putusan Mahkamah Agung Nomor 09 K/N/2006, halaman 3
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Seperti balnya Hakim pada Pengadilan Niaga, Hakim Mahkamah Agung
pada tingkat kasasi menolak pula permohonan kasasi Pemerintah Republik
indonesia oq Ditjend Pajak tersebut. Penolakan permohonan tersebut didasari
pertimbangan bahwa penyelesaian kasos sudah tepat diterapkan UUK PKPU
sepenubinya dan tidak ada dasar untuk menganggep UU KUP sebagai exvtra
ordinary rules sehingga utang pajak dapat diselesaikan di lvar jalur kepailitan.

Dengan demikien maka dapat disimpulkan bahwa Hakim mempunyai
pendapat bahwa penyelesatan ulang paisk tidak diselesaikan di luar jahur
kepailitan,

Permasalahan mengenai perbedaan jumlah klaim utang pajak juga terjadi
dalatn perkara antara PT. Panca Muspan vs Tutik Sri Subarti (Kurator
PT.Concord Benelit), Kantor Pajak Wilayah VI Jaya Khusas, KPP WP

Perusahaan Masuk Bursa,

Dalam Futusan Nomor 050 K/N/2001 dikefabui bahwa permasalahan
mengenal utang pafak yang divngkapkan oleh PT.Panca Muspan adalah mengenai
jumiah perhifongan pajak yang ssharusnya menprut Pemohon Kasasi dihitung
hanya sampai pads saat wajib pajek dinyatakan pailit. Schingga jumlah klaim
utang pajak dibantah oleh Debitor Pailit dan Kueator,

Permasalahan kedua yang dapat muncul terkait penyelesaian pajak
adalah penyelesaian utang pajak yang dilakukan melalui mekanisme perdamaian
dan pertukaran piutang. Permasalahan demikian dapat dilihat pada kasus antara
Ditjend Pajak cg KPP Jakarta Grogol Petamburan ve PTL.Inti Mutlara
Kiminde,

Kasug PT. Inti Mutiara Kimindo tersebut , yang selanjutnya disebut PT
IMK, telab memanfaatkan kepailitan untuk mengaburkan pelunasan utang pajak.
Baik Ditiend Palak maupun PT IMK adalah pihak dalam Rencana Perdamaian

** Rachmanto Surahmat, Lis A/ibi Pendens dan Proses Semgketa Pajak Berdasorken
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, terdapat dalam Majalah Inside Yax, Bdisi 1 November
2007, PT.Dimenst International Tax, Jakarta, 2002,
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Final yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor
04/PKPLI/2004/PN.NIAGA JKT.PST jo. 42/PAILIT/2004/PN. NIAGAJKT.PST
dimana Ditjend Pajek berkeduduken sebagai Kreditor bersama dengan Osville
Finance Limited dan Chippingham Agents Limited, dan PT IMK sebagai Debitor.

Sesual dengan Perdamaian yvang telah dihomologasi, bahwa utang pajak
PTIMK telsh lunas dengan telah dilaksanakannya putusan homologasi
Perdamaian dalarn kasus ini diajukan oleh Debitor dalam rangks PKPU.

Dalam Putusan juga dinyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi atas
piutang, Pajak yang menurut keterangan Ditjend Pajak adalah tanpa dihadiri dan
diberitahukan sebelumnya kepada Ditjend Pajak mengenai adanya kasus tersebut.

Bahwa untuk menyelesaikan utang Debitor, diajukannya Rencana
Perdamaian yaug dihadini oleh kreditor kecuali Ditjend Pajak karena tidak ada
pemberitshuan meonpgenal hal tersebut pula. Dengan adanve Putusan Pengadilan
Niaga vang menyatakan bahwa para pihak harus menjalankan perdarmaian yang
dihomologasi, maka terhitung sejak dilaksanakannya putusan yang ditandaf
dengan penetapan pelunasan, utang pajak PT.IMK dianggap lunas.

Adapun isi pokok Rencana Perdamaian Final yang disahkan Pengadilan,
khusus yang berkaitan pembayaran utang pajak PT.IMEK kepada negara adalah
sebagal berikut:

a. Bahwa utang pajak alan diselesaikan dengan penyershan pivlang atas nama
debitor Multidana Deternational Finarce BY;

b. Bahwa utang pajak PTIMK diselesatkan melalui penyershan piutang yang
akan dilakukan dengan pepandatanganan Tromsfer Cerfificate kepada
Pengurus untuk kemudian diserahkan kepada Kantor Pajak, maka dengan
demikian utang pajak PT.IMK kepada negara lunas.

Dengan adanya perjanjian  perdamaian yang telah dihomologasi
Pengadilan Niaga yang berlakn bagi Kantor Pajak, maka tindakan penagihan
pajak yang dilakukan oieh Kantor Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan
dianggap bertentangan dengan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga.
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Perjanjian Perdamaian memang seharusnya hanya berlaku bagi Kreditor
Konkuren. Perjanjian perdamaian yang telal disahkan hanya berlaku bagi kreditor
konkuren, baik perdamaian yang dicapai setelah debitor dinyatakan pailit sesuai
Pasal 162 ULIK astau perdamaian vang berhasil setelah melalui proses PKPU
sesuai Pasal 286 UUK PKPU. Berdasarkan Pasal 162 UUK PKPU, perdamaian
vang disahkan tidak berlaku bagi kreditor yang mempunyal hak umtuk
didahulukan dengan tanpa pengecualian,

Pasal 162 UUK:
"Perdamaion yearg disehkan berlaku bagi semua kredisor yang tidak
mempunyat hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecuation,
baik yang telah mengujukan diri dalam kepailitan maupun tidok”

Bahkan selanjutnya datam Pasal 286 UUK PKPU dinyatakan hahwa
perjanjian perdamaian tidak berlaku untuk kreditor yang tidak menyetujuinya.
Pasal 286 UUK:

"Perdamaian yang teloh disakkan mengikat semua kreditor, kecuali
Kreditor vang tidok menyehgui rencona perdamuaian sebagaimoms
dimalksud dalam Pasal 281 avar (2}

Mengenai pembatalan perjanjian perdamaian. Ketentuan Pasal 170 ayat
{1} berlaku mutatis mutandis untuk pembatalan perdamaian vang dicapai melalui
proses PKPLI yang menyebutkan:

"Kreditor dapat menuniut pembatalan suatu perdamaion yang telah
disahkan apabila debitor lalat memenulif isi perdamaion tersebut™

Jika melihat pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) tersebaut, maka akan sulit
menurut hukum apabila Kantor Pelayanan Pajak akan menuniut pembatalan suatu
perdamaian, karens harus dibukiikan ferlebih dahulu debitor lalai memenuhi isi
perdamaian, berarti ia menedima penyershan piutang atas nana debitor Multidana
Finance BV dan dehitor Ialai memenuhi kewajibannya.

Atas putusan mengenai Pengesahan Perdamaian Pasal 293 ayat (1) UUK
menyebuotkan:
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"Terhadap putusen Pengadilan berdasarkan keteniuan dalam Bab
HI ini tidak terbuka upaye hukum, kecuali ditertukan iain dalom
undang-undang ini”

Dari ketentuan tersebut, maka terhadap perdamaian yang telah disahkan
oleh Pengadilan tidak dapal dilakukan wupaya hukum kecuali ditentukan lain

menurut undang-undang ial.

Yang perlu dipertanyakan dalam kasus PTIMK adalah apakah proses
bukum acara dalam kepailitan telah dijalenkan? Hal ini mengingal untuk
memutuskan jumlah utang pajak, diawali dengan pemberitahuan kurator kepada
Ditjend Pajak mengenai adanysa kepailitan, yang kemudian akan ditindakianjuti
dengan dimasukkannya tagihan pajak untuk diverifikasi. Selain ity, sesuai dengan
UUK PKPU bahrwa yang melakokan perdamaian adaleh keeditor konkuren,
sehingga seharusnya tidak mengikat utang pajak sebagai kreditor preferen.

Setiap Undang-Undang selalu mengatur prosedur pengajusn keberatan
apabila suatu keputusan yang diterbitkan oleh pibak yang menerimanya dianggap
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku®. Dalam hal
ketetapan pajak, Wajib Paisk berhak mengajukan keberatan apabila ketetapan
pajak yang dikenakan terhadapnya dianggap tidak sesuai dengan perateran
pcxzmdangmundangaﬁ“, Dalam peraturan persndang-undangaa  perpajakan
Indonesia sengketa pajak diselesatkan melalni dua tahap yaitu tshap pertama
melalui pengajuan keberatan dan kemudian mengajukan banding ke Pengadifan
Pajak bila keberatan ditolak®’,

€ thid

* jbid
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Pasal 25 ayat {1} UU KUP telah membuka kemungkinan mengajukan
keberatan atas Ketetapan Pajak, vang mana Waiib Pajak dapat mengajukan

keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketstapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
¢. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
¢. Pemotongan atau pemuogutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpaiakan,
Atas keberatan ketetapan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut,
berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UL KUP, Direktur Jenderal Pajak dalam jangks

waktu paling fama 12 {(dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak afas keberatan dapat berupa:
a. Mengabulkan selurubnya atau sebagian;
b. Menolak atau menambah besamya jumiah pajak vang masih harus dibayar.

Dalam Pasal 26A UU KiJP, bahwa tala cara pengajuan dan penyelesaian
keberatan distur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.,

Atas Surat Keputusan Keberstan yang dikeluarkan oleh Direkiur
Jenderal Pajak, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan 2) UU KUP, Waiib Pajak dapat
mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak, dimans
putusannya merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata
usaha negara. Setelah upaya banding, disediakan pula upaya peninjauan kembali.

Mengenai jumlah pajak yang dibayar, meskipun Wajib Pajak
mengaiukan keberatan {upaya tingkat pertama), berdasarkan Pasal 25 ayat (3a)
UU KUP, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling
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sedikit sejumiah vang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Memang Mahkamah Agung permah mengeluarkan  Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 018 PK/N/1959 yang menyatakan bahwa Kantor Pajak
bukanlah termasuk Kreditor dalam kepailitan. karena utang pajak merupakan
piutang negara yang timbul dari undang-undang. Pertimbangan hukum dalam
Yurisprudensi tersehut adalah sebagal berikut:

“Bahwa Kanfor Pelayanan Pajck maupun Kantor Pelayanan Pojak

Bumi dan Bongunan, tidek fermasuk dalam kreditor dalom ruang

lingkup pailit, bentuk wang pajok adalak iagihan vang lahiv dolam

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana diubalh dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan).

Berdasar wndang-undang fersebut, memberi kewenangan khusus

Pejabar Pajak melakukan eksekusi langsung terhadap wtang pojok

diluar compur tangan kewenangan Pengadilan, Dengan demikian

terhaday tagihan wang pajuk harus diterapken keterntvan Pasal 41 avat

(3} Undang-Undang Nomor 4 Takun I398, yokeni menempatkan

penyvelesaian penagihan utang pajak berada dituar jalur proses pailis,

karena punya kedudukan hak istimewd penyvelesaiannya.”

Dengan adanya putusan hakim yang kemudian dijadikan yunsprodensi
ini tentu sajp semakin membingungkan dalam penyelesaian utang pajak.
Sebagatmana diuraiken sebelumnva, dalam kasus PT. DGS, hakim mempunyal
pendapat bahwa penyelesaian utang pajak sudah tepat dilakukan dalam jalur dan
mekanisme kepailitan, yang meana tidak ada alasan uniuk mengistimewskan
Undang-Undang Perpajakan. Namun, dengan adanya yurisprudensi ini selain
menimbulkan ketidakpastian bagi Debitor, juga mempunyai implikasi terhadap
Kreditor. Dalam Yurisprudensi, diakuinya kewenangan bagi neiabat pajak untuk
melakukan cksekusi atas uiang pajak dapat mengesampingkan hak jaminan.
Mengapa? Karena dalam hal dilaknkan penagihan pajak, dapat dilakukan dengan
surat paksa yang dapat ditindaklanjuti dengan penyitaan sehagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Sebagaimana Terakhir Dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (UU PPSP).
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Dalam Pagal 14 UUPPSP, penyitaan dilaksanakan techadap barang milik
penanggung pajak vang berada 4t tempat tinggal, tempat usaha, tempat,
kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan
pihak lain atau yang dijaminkan scbagai pelunasan utang ferteniu vang dapat
berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dalam penjelasan Pasal 14
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain
misalnya disewakan atau dipiniamkan, sedangkan yang dimaksud dengan
dibebani hak tanggungan adalsh sebagai jaminan pelunasan utang tertenty,
misainya barang vang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

Dengan adanya kewenangan yang besar untuk melakukan penyitaan
terhadap barang yang dibebani hak jaminan kebendsan maka kewenangan
tersebut telah melampaui hak pemegang hak jaminan kebendaan. Ketentuvan
menRgenat penyitaan ini patut untuk dimintakan legisiative review agar sinkron
dengan hak wargs negara sebagaimana disfur dalam Undang-Undang Jaminan
Fidusia, Hak Tanggungan dan hak jaminan fainnya,

Unfuk kepentingan kevangan negara, $ebagaimana beclaku juga di
berbagai negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Sebagaimana Telah
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahon 2000 tentang Penagiban Pajak
dengan Surat Paksa, vang sclanjutnya dismgkat ULl PPSP telsh memberikan
kekuatan eksekutorial pada surat pakss dan kedudokan sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukem tetap“’s

Rurat Paksa dapat dilaksanakan tanpa bantvan putusan pengadifan lagi
(Parate Ekschusi) dan tidak dapat disjukan Panding. Schubungan dengan
pemberian kekuatan eksekutorial torsebut, surat paksa tidak dapat digugat di
Pengadilan Niaga karena dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjuinya disebut UL PP) secara tegas
dinyatakan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan iermasuk
gugatan atas pelaksapaan penagiban berdasar Ul PPSP adalah sengketa pajak.

* Prof. Gudono, Dosen Universitas Indonesia
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Sengketa Pajak berdasarkan Pasal | angka 5 UU PP adalah sengketa yang timbul
dalam bidang perpaiaken antara Wajitb Pajak stau penanggung Pajsk dengan
pejabat vang berwenang sebagsi skibat dikeluarkannya keputusan vang dapat
diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan
berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,

Dalam Pasal 37 ayat {1) UU PPSP menyatakan bahwa atas pelaksanaan
UU PPSP haoya dapat digjukan pugstan kepads Baden Peradilan Pajak.
Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 2 UL PP yang menyatzkan bahwa
Pengadilan Pajak adalab badan peradilan yang melsksanakan kekuasasn
kehakiman bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Tujuan perpajakaun sdalah menghimpun dana dari masyarakat untuk
kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Berpangkal dari suatu
jumish dana vang diperiukan negara kemudian junilab tersebut gidistribusikan
kepada masyarakat berdasar indikator tertentu (penghasilan, nilai penayershan
transaksi, dsb). Pentingriya peranan pajak telah banyak dibicarakan, salah satunya
mengenai peran sistem perpajakan dalam membantu pencapaian tujuan sosial dan
ekonomi di dalam negara berkembang®™. Penerimaan pajak selau dibubungkan
dengan peranan atau fungsinya dalam mendorong pembangunan. Pada prinsipnya
penerimaan pajak akan berdalan Jurus dengan kepatuhan Wajilb Pajak {rax
complianee) dalam arti bahwa semakin bagus kepatuhan Walib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya akan berakibat pada semskin
tingginya penerimaan pajak®,

* Richard M. Bird, Tax Policy & Feonomic Development, Johns Hopkins University Press,
Linited Btates of America, 1992, him 3

N Nuryadi Mulyodiwameo, Cotctanr fentang Kebifakan Sanksi Perpaiakan sejak Undang-
ndang KUP 1983 hingga Undang-iindang KUP 2067, teedapat dolarn Majalab Buide Tax, Fdisi 2,
Tigsember 2007, PT. Dimensi International Tax, Jakarta.
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Namun demikian apaksh untuk menegakkan hukom pajsk dapat
dilakukan dengan cara melanggar hak warga negara lain sebagai pemegang hak
jaminan kebendaan?

Utang pajak Debitor merupakan piutang negara scbagaimana diatur
dalam Pasal 1137 XUH Perdata sebagai berikut:

“Hak dari Kas Negara, Rantor lelang, dan lain-lain badan umum
yany dibeniuk oleh Pemeriniah, umtuk didahulukan, tertibnya
melaksanakan hak i, dan jangka waldu berlangsungrya hak
tersebui, diatur dolam berbagai wndang-undong khusus yang
mengenai hal-bal itu”.

Jika berdasarken pade Pasal 1137 KUH Perdata tersebut maka
penyelesaian utang pajak merujuk pada pengaturan dalam nndang-sndang khusus,
yaitu undang-undang Perpajakan.

Namun demikian, pelaksanaan penagihan pajsk sebagai bagian dari
hukum formil dalam hukam pajak dapat bersinggungan dengan jalannya proses
dalam kepailitan. Merupakan suatu hal yang anch apabila masing-masing pihak
apakah Pengadilan Niaga dan Ditjen Pajak masing-roasing tetap secara arogan
menjalankan kewenangannya masing-masing.

Cara penagihan pajak dalam hal debitor pailit tidak dapat disamakan
dengan ketika debitor dalam keadaan tidak pailit. Apalagi ketika harta pailit tidak
cukup untuk melunasi hutang seluruh debitor, maka hak kreditor separatis harus
tetap dihormsti, termasuk oleh nepara. Dealam penagihan pajak, akan timbul
kemungkinan bergesckan dengan kepentingan kreditor lain yang mempunvai hak
untuk mendapatkan pelunasan juga tergantung pada sifat piutangnya.

U KUP mengatur mengenai administrasi perpajakan yang mengatur
hubungan antara pemerintah sebagai permungut pajak dan warga negara sebagai
penyelor pajak, maka benar apabila setelah verifikasi kemudian dilakukan
pembayaran sesuai dengan cara dalam UU KUP yaitu melalui setoran terhadap
Kas Negara sesuai jumlah pajak ternutang.
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Namun dalam kaitannyz dengan hak mendahulu yang diatur dalam
Pasal 21 ayat (3a) UL K1IP, maka merupakan suatu norma yang tidak tepat untuk
diatur dalam UU KUP yang seharusnya hanya bedisi mengenai administras
perpajakan, namun norma dalam Pasal 21 ayat (3a) UU KUP in{ bersifat melebihi
kapasitasnya vaitu berisi norma larangan bagi kurator untuk membagi harta pailit
kepada kreditor laip sebelum utang paiak tersebut lunas. Yang dapat distur dalam
norma perpajakan hanyalah mengenal utang pajak saja bukan sampal pada norma
larangan yang mengikat Kurator.

Mengenai penyelesaian utang pajak dalam kepailitan perlu diberikan
kepastian hukum, termasuk mengenai urutan prioritasnya dalam peraturan
perundang-undangan. Selain itw, periw dilakukan sinkronisasi mengenal
penyelesaian utang pajak dalam kepatlitan sehingga baik mekanisme kepailitan
dan mekanisme penagihan pajak tidak berjalan dengen seadid-sendiri secara
sektoral. Demikian pula perlu sinkronisasi dan perhatian atas hak-hak Eurator,
burah dan pemegang hek jaminan sehingga baik Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU, Undang-Undang bidang Perpajakan dan pepagihannva, Undang-Undang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Jaminan Fidusiz dan juga Undang-Undang
Hak Tanggungan periu di review agar sinkron dan terakomodimya hak-hak buruh
dan hak pemegang hak jaminan dalam kepailitan.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Syarat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (selanjuinya disebut UUK PKPU), yaitu mempunyal dva atau lebih
kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih, dibuktikan secara sederhana dalam sidang pemeriksaan di
Pengadilan Niaga. Denpan sederhananya pembuktian, maka apabila terdapat
utang yang temmesuk dalam pengertian utang dalam kepailitan dan adanya
minimal dua kreditor maka pemyataan pailit akan dikabulkan oleh Pengadilan
Niaga.

Bralam UUK PKPU pengertian utang vang digunakan adalah pengertian
utang secara luas yang tidek hanys meliputi perikaten yaog muncul karena
perjaniian tetapi juga melipoti perikatan yang muncul kerens umdang-undang,
Pajak merupakan pungutan vang sifatnya memaksa, dan dipungut berdasarkan
undang-undang. Berdasarkan Ajaran Materiil, maka utang pajak timbul karena
berlakunys Undang-Undang. Pemungutan pajak didasari oleh Undang-Undang
yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 234 TJUD 1945 yang menyatakan bahwa
pajak dan pungutan lain yang bersifet memaksa untuk kepentingan negara diatur
dengan undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 23A UUD 1945 fersebut
teskandung falsafah mendalam mengenal pemungutan pajak. Pasal 23A UUD
1945 mengamanatkan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan Undang-
Undang, yang mana Undang-{Undang tersebut disahkan oleh DPR sebagai wajud
representasi persetujuan rakyat mengenai pungutan pajak tersebut.

Administrasi perpaiskan diatur dalam Undang-Undang Nomeor 6 Tahun
1983 Sebagaimana Terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
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2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (yang selanjutnya
disebut U KUP). UU KUP tersebut telah mengator antara lain mengenai
pelaporan dan pembayaran pajak, penagihan pajak, upays keberatan wajib pajak
atas ketetapan pajak, banding dan juga mengenai hak mendahulu negasa untuk
utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Hak mendshulu dari
negara ini telah menempatkan negara sebagai kreditor preferen dimana pelunasan
utang pajak harus dilakukan terlebih dahulu dan setelahnya baru pembayaran
kepada kreditor Jainnya. Utang pajak yang harus dilupasi tidak hanya pokeok
pajaknya saja namun meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenatkan
dan biaya penagihan pajak.

Ketika Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tars Cara Perpaiakan
mengalami perubahan Ketiga vaitu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007, ketermtuan mengenai bak mendahulu dari negara untuk utang pajak ini
semakin dipertegas, yaitu sampai pada dalam hal terjadi kepailitan Wajib Pajak.
Dalam Pasal 21 ayat (3a) UU KUP dinyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak
dinyatakan pailit, kurator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan
pernberesan  dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada
pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut
untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Penegasan ketentuan mengenal hak mendahulu negara uniuk utang pajak
tersehut telah mengesampingkan hak-hak kreditor iain yvang juga dijamin oleh
bukum, yang pasti adalah hak kreditor pemegang hak jaminan kebendaan atau
kreditor separatis. Kreditor separatis melalui instrumen hukum jamipan telah
diberikan kekuasaan untuk melakukan penjualan atas benda obyek jaminan ontuk
pelunasan utang Debitor,

Dengan adanya ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP yang berisi norma
larangan bagi Kurator untuk melakukan pembagian harta Wajib Pajak kepada
kreditor lainnya sebelum lumas utang pajaknya, merupakan ketentvan yang
mengesampingkan hak pemegang hak jaminan, namun demikian pasal ini tidak
efektif berlake untuk kreditor separatis tersebut. Hal tersebut dikarenakan yang
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melakukan eksekusi benda jaminan bukanlah Kurator melainkan kreditor
pemegang hak jaminan itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-

Undang Kepailitan.

Dengan adanya berbagai macam kreditor, masing-masing kreditor
mempunyai kedudukan sendiri sesuai dengan sifat piutangnya. Unitan prioritas
kreditor tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan melainkan
dalarn  masing-masing  perundangan, balk undang-undang perpajaken,
ketenagakerjaan maupun undang-undang bidang jaminan dan KUH Perdata,

Banyak faktor yvang harus dipertimbangkan dalam menyusun kreditor
dalam kepailitan dalam suatu Strucivred Creditor.

Apabila divrutkan maka prioritas pertama pembayaran pintang
kreditor adalah pada utang dengan hak jaminsn kebendaan. Kreditor pemegang
piuiang dengan hak jaminan kebendaan merupakan kredifor separatis vang dapat
melakukan penjualan sendiri benda obyek hak jaminan untuk mendapatkan
pelunasan, hak fersebut  diskui dalam Pasal 55 UUK PKPU, namun
dikesampingkan oleh ketentnan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan
Umum Pempajakan (U KUP) dan Pasal 14 Undang-Undang Penagihan Pajek
dengan Surat Paksa (UL PPSP),

Pasal 21 ayat (3a) UU KUP melarang pembagian pelunasan atau harta
debitor kepada kreditor sebelum utang pajak dilunasi, Ketentuan ini bermaksud
untuk mendahulukan utang pajak dari segaia ufang termasuk utang dengan hak
jaminan, namun ketentuan ind tidak efektif berlaku patuk kreditor pemegang hak
jaminan, Ketidakefektifan tersebut karena adanya sifat droit de suite pada jaminan
kebendaan dan droit de preference, serta diberikannya kekuasaan parate ckeekusi
pada kreditor separatis tersebut. Dengan demikian maka hak jaminan akan selalu
melekat pada bendanya, dan kreditor separatis mempunyai kekuoasaan untuk
menjual dan mengambil pelunasan dari hasi! penjualan tersebut tanps melanggar
ketentuan perundangan, hal tersebut karena Pasal 21 ayat (32) TN KUP berlaku
antuk Kurator,
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Yang termasuk dalam Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan
adalab Pemegang Gadai, Hipotik sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan
Pemegang Hak Jaminan Fidusia dan Hak Tangpungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Fidusia dan Undang-Uedang Hak Tanggungan.
Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU, kreditor pemegang hak jaminan dapat
mengeksekust haknya seolah tidak tegadi kepailitan. UUK PEPU telah
menempatkan kreditor pemegang hak jamingn sebagal kreditor separatis yang
dapat dipenuhi pelunasan utangnya seperti tidak terjadi kepailitan. Pestimbangan
lain mengapa kreditor pemegang hak jaminan mendahulu dari pajek sdalah
dengar mempertimbangkan sektor perkreditan dan pembiaysan, jika tidak ada
kepastian hukum dalam hak jaminan kebendaan maka tidak ada lembaga yang
dapat dipunakan untuk menjamin  pelugasan wiang kepada magyarakat.
Dampaknya secara ekonomi, dapat mengurangl terciptanya lapangan keria dan
turunnyz pertumbuhan ekonomi karena tidak ada pergerakan ekonomi tanpa
adanya pembiayaan, Pembiayasn itu sendiri tidak akan berialen tanpa adanya
jaminan yang mempunyai kepastian hukum. |

Prioritas kedua dalam urutan prioritas pelunasan utang Debitor pailit
adalah utang uwpsh pekerja atau karyawan, Mengenai kedudukan pembayaran
utang upah pekeria atau karyawan dalam hal peagusaba mengalami pailit oleh
UUK PEPU dinyatakan sebagai utang harta pailit. Sedang dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan menvatakan upah pekeria atau karyawan merupakan utang vang
didahulukan pembayaran atsu pelunasannya dari utang lainnya. Dari utang vang
mana utang npah pekerja dapat didahulukan? XKUH Perdata menernpatkan utang
upah pekerja sebagal hak istimews atas seluruh barang pada umumnyd, yang
dapat saja mempunyat kedudukan lebih tingei dari gadai dan pemegang hak
jaminan apabila dinyatakan demikian dalam Undang-Undang. Meskipun dalam
KUH Perdata utang upah pekeria dimasukkan dalam utang dengan hak istimewa
alas barang bergerak dan tidak bergerak pada emumnya (general statutory
priority} schagaimansa dimaksud dalem Pasal 1149 KUH Perdata. Namun terdapat
hal-hal vang perlu diperimbangkan, vaite adanya keadilan. Pekera telah
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melakukan pekerjaen  sebagai kewaiibannya schingga sangat berhak atss
pelunasan upah sebagai haknya. Dalam kepailitan, akibat dari kepailitan itu
sendirl langsung ditanggung oleh pekerja yaitu dapat dilakukanaya Pemutusan
Hubungan Kerja. Maka utang upah itu merupakan satu-satunya hak pekerja yang
harus dilindungi, sehinggs pelunasannya mendahulu termasuk dari utang pajak.
Mendahulunya pelunasan utang upah pekerja tidak akan mengurangi prosentase
penerimaan paiak dari kepailitan, namun apabila utang pajak mendahulu dad
utang buruh maka dana yang tidak seberapa dibandingkan total penerimaan
negara merupakan “penyambung hidup” pekerja. Pertimbangan semacar inilzh
yang harus diperhatikan dalam penyusunan vrutan kreditor,

Prigritas ketiga =dalah Biaya kepailitan dan imbalan jeass Kurator
Biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator int oleh UUK PEPU didahulukan
pembayarannya dagi pembayaran utang vang tidak dijamin dengan agunan, yang
artinga kedudukan prioritas pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa
Kurator adalah sebelum Kreditor Konkuren, Namun, dalam setinp kepailitan
termasuk dalam pemberesan harta kepailitan selalu diperlukan biaya, yang mana
biaya tersebut dibebankan pada setiap bagian dari harta pailit. Dengan demikian
walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, biava kepailitan dan imbalan kurator
ini mempunyai hak mendahulu dengan tujuan yang jelas yaitu dapat dilakukannya
pemberesan, Demikian pula dengan imbalan kurator, apabila tidak dibayar maka
Kurator tidak akan melaksanakan tugas pemberesan dalam kepailitan. Biaya
kepailitan pun tidak ditanggung oich negara.

Prioritas Keempat adaiah stang pajak. Dengan adanya sifat atan asas
umum yang dimiliki olgh hak jaminan kebendaan sebagaimana telah divraikan,
maka suatu utang pajak tidak dapat mengeliminir begitu saja kedudukan hak
jaminan, dikarenakan secara hukum bagi pemegang hak jaminan telah diberikan
kepastian dan perlindungan hukum atas pelunasan piwtangnya dalam undang-
undang mengenai jaminan. Selain itu adanye kedudukan penting hak jaminan
dalam dunia pembiayaan yang merupakan penggerak usaha sehingga apahila
tidak ada kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak jaminan
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maka tidak ada lembaga vang dapat meningkatkan kepercayaan keeditor untuk
memberikan bantuan modal atau dana. Efek negatif selanjuinya adalah tidak dapat
terciptanya lapangan kerja.

Selain tidak dapat mendahulu dari hak jaminan, utang pajak juga tidak
dapat mendahulu dart upah buruh. Pertirabangan utamanya adalah karena upah
bumih ini merupakan hak bursh yang termasuk dalam hak konstitusional yang
Jjuga terkaif dengan hak bidup, maka suatu kebijskan publik yang teriuang dalam
Undang-Undang Perpajakan hendaknya menghormati hak-hak buruh tersebut
Selain itu, negara pun tidak akan mengalami kebangkrutan apabila mendahulukan
pelunasan upsh buruh, karena masih banyak waiib pajsk yang lain dan sumber
pendapatz;n negara vang lainnya. Hal sebaliknya dapat terjadi pada buruh yang
upahnye tidak dibayarkan karena harta pailit secara signifikan telah digunakan
untuk membayar utang pajak, dapat saja tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidepnya. Utang pajak juga tidak dapat mendahulu dan biaya kepailitan, karena
dalam perkara kepailitan, negara tidak menyedigkan dana untuk biaya perkara
yang timbul karena perkara kepailitan adalah perkara privat antar pihak. Sehingga
tidak ada sumber pembiayaan lain, oleh karenanya bizya Lepailitan peria
didahulukan dart utang pajalk. Mengenal imbaian jasa Xurator, imbalan tersebut
merupakan hak Kurator setelah melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan
harta pailif. Selsin ita, perfu dipertimbangkan akibat yang skan terjadi apabila
tidak ada kepastian hukum bagi pembayaran imbalan jasa Kurator, yaim
kemungkinan tidak akan ada profesi Kurator dan hal ini akan berdampak pada
tidak akan dapat berjalannya mekanisme kepailitan,

Prioritas Kelima atau kedudukan terakhir yaitu kreditor konkuren.
Kreditor konkuren ini dibagi harta pailit secars pro mata yaitu sesuai dengan
perimbangan pintang-piutang mereka masing-masing.

Suatu utang pajak timbul tergantung pada jenis pajaknya, apakah pajak
suyektif yang timbuinya kewajiban pajak dikarcnakan keadaan subyektif subyek
pajak atan termasuk dalam pajak obyektif yang mana kewajiban pajak timbul
karena adanya obyek pajak. Menwrut Ajaran Materiil, sebagaimana telah
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disinggung sebelumnya, kewajiban pajak timbul jlka telah ada undang-usdang
sebagai dasar pemungutannya, misalnya Undang-Undang Pajak Penghasilan,
Undang-Undang Pajak Pertammbahan Nilai, Undang-Undang Pajak atss Barang
Mewalt dan sebagainysa.

Penerimaan pajek akan sangat tergantung pada ketaatan (compliznce)
wajib pajak dalam melakukan pembayaran utang pajaknya. Tidak banya ketaatan
dalam hal pembayaran saja, dikerenakan sistem pemunguten pajak yang
diterapkan di Indonesia adalah Self Asessment maka ketaatan wajib pajak dimulai
sejzk melakukan penghitungan, penyetoran sampai pada pelaporan. Hal yang
demikian termasuk dalam administrasi perpajakan yang diatur dalam UU KUP.
Dengan sistem Seff Asessment tersebut maka Wajib Pajak berkewrjiban menyetor
jumlah paiak yvang harus dibayar tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak.

Menwat UJU KUP atas utang pajak dapat dilakukan penagihan.
Penapihan dengan cara bissa dilaknkan denpan tanpa paksasn nyata, hanya
denpan imstrumen berupa Surat Tagthan Pajak, Sorst Ketetspan Pajak dan
schagainys. Sedangkan penagihan yang kedua adalab pepagihan dengan cara
seketika dan penaghan vang terakhir dengan cara paksa sebagaimana diatur
daiam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Sebagaimana Telah Dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa. Surat Paksa mempunyai kekuvatan eksekutorial atas utang pajak,
vang mana dapat dilaknkan penyitaan oleh pejabat yang berwenang terhadap
harta Wajib Pajak, termasuk untuk barang yang dibebant hak jaminan, Ketentoan
ini tentu bertentangan dengan peraturan perundangan di bidang hak jaminan,
seperti Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Hak Tanggungan dan
Hipotik serta Gadai..

Penyelesaian utang pajak dalam kepailitan diawali dengan adanya
pemberitabuan kurator mengenai adanya kepailitan debitor. Dalam tahap ini maka
yang perhu diperhatikan adalah proses acara dalam kepailitan, apakah dijalankan
sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Setelah adanya pemberitahuan dari
Kuorator waka skan dilakukan tahap verifikasi tagthan pajak. Dzlem tahap
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verifikasi ini seringkali timbul permasalahan yaitu mengenai perbedaan jumlah
klaim utang pajak antarz Ditjen Pajak dengan Debitor Pailit atau antara Ditjend
Pajale dengan Kurator,

Permasalahan Pertama nampak dalam Potusan Pengadilan Niaga
No.28PAILIT/2004/PNNIAGAJKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung
No OB/K/AN/2005 yaitu adanya perbedaan jumlah utang pajak yang diakui
Debitor dan Xantor Pajak. Perbedaan dapat dikarenskan adanya jumlak utang
pajak yang tidak dialai oleh Debitor Pailit dikarenakan adanya koreksi pajak, dan
kekurangan pencatatan atas kerugian selisih kurs serta perbedaan penghitungan
penghasilan netto antara Debitor Pailit dengan Kantor Pajak. Ates kesus ini baik
Hakim Pengadilan Nisga dan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan
kasasi Pemerintah ¢, Kantor Pajek dengan pertimbangan bahwa penyelesaian
utang pajak sudah tepat diterapkan UUK PKPU sepenubnya dan tidak ada dasar
untuk menganggap UU KUP sebagai extra ordinary rules, sehingga wtang pajak
dapat diselesaikan di luar jalur kepailitan. Namun demikian Hakim dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung jaga pernash meonyatakan babwsa penyelesaian
utang pajak dilakvkan di luar mekanisme kepailitan sesuai dengan Undang-
Undang Perpajzkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukom baik bagi
Debitor maupun Kreditor.

Perbedaan perhitungan jumiah utang paisk merupakan suatu hal vang
wajar terjadi antara Wajib Pajak dengan Fiskus, dan UU KUP pun telah
memberikan cara agar Wajib Pajak dapat menjalankan haknys jika mendapati
ketetepan pajek yang harus dibayamya fidak sesuai dengan peraturan
perundangan. Cara yang disediakan oleh Ul KUP untuk tingkat pertama adalah
mengajukan keberatan kepada Diveldur Jendersl Pajak. Dan atas keputusan atas
keberatan tersebut masih dapat dilakukan wupaya yaitn dengan mengajukan
banding ke Penpadilan Pajak. Pengadilan Pajakiah yang mempunyai kompetensi
menurut Undang-Undang Perpajakan untuk mengadili dan memutuskan sengketa
dalam hal perpajakan termasuk dalam hal perbedaan penghitungan jumlah utang
pajak. Mengenal Pengadilan Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15
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Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam hal pelaksanaan kewenangan
otoritas perpajekan dalam hal penagihan utang pajak Debitor Pailit perlu
dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan fersebut jika debitor
paifit,

Permasslaban kedua dalam  penyelesaian utang pajak  adalah
berlakunya perjanjian perdamaian dalam kepailitan terhadap Kantor Pajak sebagai
kreditor atas utang pajak. Permasalahan ini dapat dilihat dalam Potusan
Pengadilan  Niaga  No.O4PKPUROMPN.NIAGAJKTEST  jo. No.
A2/PAILIT/2004/PRINTAGA JKT . PST, yaitu kasus antara PT.Inti Mutiara
Kimindo denpan Kantor Pajak (KPP). Dalam kasus ini, rencana perdamaian vang
disjukan oleh Debitor Pailit dalam rangka PKPU mengikutsertakan Kantor Pajak
yang seharusnya tidak masuk dalam Rencana Perdamaian, karena rencana
perdamaian hanya berlaku untuk Kreditor Konkuren, yang artinya tidak berlaku
bagi Kantor Pajak. Namun demikian dengan telah dihomologasinys Rencana
Perdamalan tersebut maka mengakibatkan tindaken penagihan pajak yang
dilakuksn oleh Kantor Pajak dianggap bertentangan dengan putusan pengadilan
tersebut. Selain ity dalam rencans perdamaian tersebut, disepakati dilakokannya
cara pelunasan utang pajak dengan cara peraliban utang yang mang tidak sesuai
dengan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undasg Ketentuan
Umurn dan Tata Cara Perpajakan yaitu dengan penyetoran ke Kas Negara.

Pembatalan Pegjaniian Perdamaian pun tidak dapai dilakukan oleh
Kantor Pajuk dikarenakan berdasarkan Pasal 170 UUK PEPU, bahwa kreditor
dagat menuntut pembatalan suatu perdaraian yang telah disahloan apabila debitor
talai memenuhi isi perdamaian tersebut. Dengan telah dilakukan penandatanganan
pengalihan piutang oleh Debitor Palit maka Debitor Pailit dianpggap teldh
melakukan isi perjanjian perdamaian sehingga tidak dapat disjukan pembatalan
oleh Kantor Pajak walaupun cara pelunasan pajak yang dilakukan tidak sesuai
dengan UU KUP. Apabila piutang tersebut tidak dapat ditagih, maka utang
pajakpun tidak dapat ditagih karena Debitor Pailit menganggap telah lunas utang
pajakmya.
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Baik UU KUP maupun Undang-Undang Terpajakan telah menetapkan
berbagai cara berakhimya utang pajak yaitu dengan pembayaran, kompensasi,
penghapusan utang, pembebasan dan pembayaran dengan cara lain, Pembayaran
dengan cara lain ini adalah dengan cara yang tidak melanggar hukum misainya
pembayaran dengan menggunakan materai. Dari permasalahan yang timbul maka
proses kepailitan dapat dimanfaatkan vntuk menghindari pembayaran pajak dalem
penyelesaian utang pajak Debitor Patlit,

. Saran

Dalam rangks memberikan kepastian hukum bagi kreditor termasuk
kepastian  kedudukan pelunasan wutangnya terhadap utang #agak vang mana
memiliki kewenangan vang besar dengan adanya penagihan paksa dan penyitaan,
hendaknya hak-hak yang diskui dalam berbagai peraturan perundangan, yaita
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait upsh buruh, Undang-Undang
Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan, serta Undang-Tindang
?erpajakan periu disusun dalam satu umtan prioritas vang secara eksplisit
dinyatakan dalam Undang-Undang Kepailitan, tidak hanya dalam masing-masing
Undang-Undang sektoralnys saia.

Dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian utang
pajak, maks hendaknya periu dilakukan legisiafive review dan sinkronisasi antara
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Perpajakan
termasuk  Undang-Undang Penagihann Pajak dengan Surat Paksa, agar
penyelesaian utang pajak dalam kepailitan tidek betjalan sendicvi-sendini sccara
sektoral sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum baik terhadap Debitor
mauvpun kepada Kreditor.
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